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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya jua
buku Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan penyusunannya.

Substansi dari Rencana Strategis ini sudah mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Pemerintah
Daerah Provinsi Jambi serta mengakomodir isu-isu aktual sektoral
memperhatikan parameter-parameter strategis yang mempengaruhi kinerja
institusi yang dianalisa sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga
dapat mendukung visi Provinsi Jambi “Mewujudkan Jambi MANTAP
Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah
SWT”.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam proses penyusunan
RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ini, tak Iupa kami
mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 .

Dengan tersusunnya perencanaan jangka menengah ini kiranya dapat
menjadi acuan untuk perencanaan jangka pendek dan menjadi landasan
perencanaan operasional oleh unit-unit kerja di lingkungan Dinas
Kehutanan Provinsi Jambi serta menjadi ukuran indikator Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Kehutanan.

Akhir kata, semoga buku Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat

memberi manfaat dan menjadi pedoman bagi yang berkepentingan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem
perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkesinambungan.
Dokumen ini disusun berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, yang mengharuskan perangkat
daerah untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan tahunan.

Renstra ini bertujuan untuk mengarahkan kebijakan dan strategi
pembangunan sektor kehutanan yang berkontribusi terhadap pencapaian
visi Gubernur Jambi, yaitu: Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing
dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT?”

Dalam hal ini, Dinas Kehutanan memiliki peran penting dalam
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan misi
ketiga, yaitu: "Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas
Sumber Daya Manusia."

Provinsi Jambi memiliki kekayaan sumber daya hutan yang luas dan
beragam, yang memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan
lingkungan hidup, mendukung ketahanan iklim, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan
hutan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi seperti degradasi hutan,
konflik tenurial, perubahan iklim, dan tekanan terhadap keanekaragaman
hayati menuntut adanya perencanaan strategis yang responsif dan adaptif.

Renstra ini juga memperhatikan hasil evaluasi terhadap kinerja
pembangunan kehutanan periode sebelumnya, isu-isu strategis daerah,
serta kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya

manusia kehutanan. Penyusunannya dilakukan secara partisipatif dan
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berbasis bukti guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-
benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Dengan demikian, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun
2025-2029 diharapkan mampu menjadi pedoman operasional dalam
pelaksanaan pembangunan kehutanan yang berdaya saing, profesional,
dan berkelanjutan, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan
daerah secara keseluruhan, melalui program Pengelolaan Hutan, Program
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program
Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di
Bidang Kehutanan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dari prespektif pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut,
pembangunan kehutanan ditujukan guna memberikan dampak pada
pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan ekonomi,
meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara
bersamaan akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam

rangka mendukung Visi JAMBI MANTAP.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dan pedoman penyusunan ini :

1.  Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di ubah dengan
UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.

2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo
Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi
Tanah dan Air. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 299, Tambahan Lembar Negara Nomor 5608).
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

10. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lebaran Negara No.6757).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 161,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6007);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6635).

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan

Pemerintahan Konkuren Tambahan Bidang ESDM Subbidang
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Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 20);

28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
19);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah.

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ;
P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019, Tentang Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030.

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerabh;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiamana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi,
Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -
2029.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Tahun 2013 - 2033 (Lembar Daerah Pemerintah
Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran
Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor
8);

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Penyusunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta
tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Taman Hutan Raya pada
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
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Selain peraturan perundangan yang tertera di atas, penyusunan
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi periode tahun 2025 - 2029 ini
juga memperhatikan berbagai kebijakan strategis yang diterbitkan, antara
lain Indonesia’s Forest and Other Land Used (FOLU) Net Sink 2030 yang
merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk
mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional / Dokumen
Nationally Determined Contribution (NDC) dalam pengendalian emisi gas
rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada
tahun 2030.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi merupakan gambaran dan sebagai acuan untuk mencapai sasaran
lima tahun kedepan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan
mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan RI Tahun 2025-
2029 dengan indikator capaian kinerja persentase peningkatan kontribusi
sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan
daerah, persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlidungan SDA
Hayati dan Ekosistemnya, Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani
Hutan Menuju Madya, Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial Menuju Silver, Persentase Peningkatan Tutupan Lahan

Kritis.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

periode tahun 2025 - 2029 adalah :

o Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029
sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

o Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran
strategis Dinas Kehutanan Provinsi jambi selama kurun waktu 5

tahun (2025 - 2029)
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1.3.2 Tujuan
Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi

Jambi periode tahun 2025 - 2029 adalah :

o Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur terkait

pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan

fungsinya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas.

o Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan

Rencana Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi setiap tahunnya.

o Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2025 - 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi

Jambi Tahun 2025 - 2029 ini terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut :

BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum,maksud
dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat
daerah.

1.1.Latar Belakang

1.2.Dasar Hukum Penyusunan

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI.
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi
Perangkat Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat
Daerah, serta penetuan Isu-isu Strategis.

2.1 Gambaran Pelayanan;

2.1.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi.

2.1.2 Sumber Daya

2.1.3 Kinerja Pelayanan

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 ﬁ
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BAB III :

BAB IV :

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis;
2.2.1 Permasalahan Pelayanan
2.2.2 Isu Strategis

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah, dan juga strategi dan kebijakan pembangunan

jangka menengah Perangkat daerah.
3.1.Tujuan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun
2025-2029.

3.2.Sasaran RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun
2025-2029.

3.3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA
Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029.

3.4.Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
RENSTRA Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029.

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah, serta

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Perangkat Daerah.

4.1. Uraian Program;

4.2. Uraian Kegiatan;

4.3. Uraian Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu
Indikatif;

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah ;

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Restra
Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator
Kinerja Utama (IKU)

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Tahun 2025 - 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci
(IKK).
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BABV : PENUTUP.
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Rencana Strategis Perangkat Daerah.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

2.1. Gambaran Pelayanan

Sumberdaya hutan di masa lalu telah menjadi modal utama
pembangunan ekonomi nasional maupun daerah yang memprioritaskan
pertumbuhan ekonomi, sehingga sumber daya hutan cenderung
dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung
yang tersedia. Kenyataan tersebut semakin diperparah oleh pembukaan
kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan
di luar kehutanan. Sementara itu terjadi pula akses kapasitas industri
pengolahan kayu yang melebihi kemampuan ketersediaan bahan baku.

Mengingat kenyataan di atas maka pembangunan kehutanan ke
depan harus dapat menjamin keberlanjutan sistem dan fungsi sumber
daya hutan dengan memperhatikan saling keterkaitan dan ketergantungan
antara sumber daya hutan dengan masyarakat serta bersifat akomodatif
dan partisipatif.

Dalam rangka pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari serta
untuk kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya hutan dan
kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat,
karakteristik dan keutamaannya dengan tidak merubah fungsi pokoknya.
Untuk tercapainya tujuan pengelolaan tersebut diperlukan pengelolaan
hutan yang profesional, parsitifatif dan transparan yang meliputi kepastian
kawasan hutan, keseimbangan pengelolaan kawasan hutan dan kepastian
penegakan hukum.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6613/ MENLHK-
PKTL/KUH/PLA2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021, luas kawasan hutan

di Provinsi Jambi sesuai dengan fungsi hutannya 2.124.352 ha yang terdiri

dari :
1. Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam (KSA/KPA 714.088 Ha
2. Hutan Lindung (HL) 180.792 Ha
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3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 264.398 Ha
4. Hutan Produksi (HP) 954.012 Ha
5. Hutan Produksi Konversi (HPK) 11.062 Ha.

Pemantapan kawasan hutan merupakan prinsip dasar dalam
menyusun rencana makro untuk mendukung pengelolaan hutan lestari,
pemantapan kawasan hutan yang legitimasinya perlu diwujudkan secara
optimal mengingat perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan
sampai dengan saat ini terus mengalami berbagai permasalahan yaitu
ketidakpastian status hukum kawasan hutan, deforestasi dan degradasi
hutan yang terus berlangsung hal ini menyebabkan terjadinya percepatan
kerusakan hutan.

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
merupakan salah satu dari instansi daerah di Provinsi Jambi sebagaimana
yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan
Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi. Untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan secara
profesional dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dari
tingkat tapak di wilayah kabupaten/kota Se Provinsi Jambi, pengamanan
dan pengendalian kebakaran hutan, peningkatan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan serta untuk mendekatkan pelayanan di bidang
kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memiliki 12 Unit UPTD yang
terdiri dari 11 unit UPTD KPHP dan 1 Unit UPTD Taman Hutan Raya
(Tahura).

UPTD tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Dan Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah Taman Hutan Raya Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
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2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pergub Nomor 37 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas

Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kehutanan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di

bidang kehutanan

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi

Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.
b.

C.

h.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kehutanan.
Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan di Provinsi
Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya, dan

Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di
bidang kehutanan

Melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas
Kabupaten/Kota

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan,
pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

ruang lingkup tugasnya.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas :

Membantu Gubernur melaksanakan wurusan pemerintahan

bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
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pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai
dengan fungsinya.

- Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat,
Bidang, UPTD KPH dan UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)
serta Jabatan Fungsional.

- Melaksanakan koordinasi dengan stake holder terkait dalam
rangka mensukseskan program pembangunan Kehutanan;

- Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan baik dengan instansi daerah
maupun pusat;

- Monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan di Provinsi

Jambi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
program, pengelolaan urusan tata wusaha, tata laksana keuangan,
kepegawaian, data dan informasi Kehutanan, dan pengelolaan barang
milik negara;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Sekretariat mempunyai fungsi :

- Koordinasi rencana program dan anggaran

- Pengelolaan urusan keuangan

- Pengelolaan data dan informasi Kehutanan

- Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan

dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian,
keuangan serta hubungan masyarakat.

Sekretariat terdiri dari :

»  Sub Bagian Program dan Evaluasi

» Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

» Sub Bagian Keuangan dan Asset

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
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3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas
menyiapkan rumusan kebijakan teknis, memberikan pelayanan
administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan tata hutan, rencana
pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan (kecuali Kesatuan
Pengeloaan Hutan Konservasi (KPHK)) serta pemanfaatan hutan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi:

- Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan
evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan
rencana pengelolaan di KPHP dan/KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;

- Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan
evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan
kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP
dan /atau KPHL dalam]1 (satu) provinsi;

- Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi
dan neraca sumber daya hutan provinsi

- Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan
pengawasan perizinan, usaha pemanfaatan kawasan, jasa ingkungan
kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil
hutan bukan kayu pada Hutan Produksi diwilayah provinsi;

- Penyiapan Perumusan Kebijakan, Pembinaa, Pengendalian dan
Pengawasan Perizinan Usaha Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan
kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil
hutan bukan kayau yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di
wilayah Provinsi;

- Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah
Provinsi;

- Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan,
perubahan status dari lahan non kawasan hutan menjadi kawasan

hutan, penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah
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provinsi;

- Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis
penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan,
izin pemanfaatan kayu (IPK) dan izin koridor di wilayah provinsi;

- Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penata
usahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan
tertib peredaran hasil hutan di provinsi; dan

- Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian
industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha dan izin
perluasan indurstri primer hasil hutan bukan kayu.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri dari :

> Seksi Perencanaan Tata Hutan

> Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

> Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola Hutan

dan Pengembangan Investasi.

4. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan
Ekosistem mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan
pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada perlindungan hutan
di hutan lindung dan hutan produksi; perlindungan, pengawetan dan
pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah
Kabupaten/Kota sedangkan yang tidak lintas Kabupaten/Kota dikelola oleh
masing-masing  Kabupaten/Kota  yang membidangi  kehutanan;
perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau
tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES; pengawasan kawasan
bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan
kawasan pelestarian alam;

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Konservasii
Sumberdaya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan
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kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, pengamanan hutan
dan penegakkan hukum dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
bidang kehutanan di wilayah provinsi;

- Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi
perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA
lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;

- Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi
pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan
satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix)
CITES; dan

- Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi
pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga
kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan
forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem

penting di provinsi.

Bidang Pembinaan, Perlindungan dan Ketaatan Hukum terdiri dari :

> Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;

»  Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

> Seksi Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan
KSDAE.

5. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan (RHL)

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai tugas merumuskan
kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi
pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di Provinsi dan rehabilitasi di
luar kawasan hutan negara; pelaksana kegiatan bidang kehutanan di luar
kawasan hutan yang menjadi asset Pemerintah Provinsi Jambi, dan
Kawasan Hutan dengan tujuan khusus lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang
Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
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dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum
pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah
Provinsi;

Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan dikawasan bergambut,
mangrove dan pantai/pesisir,penghijauan/penanaman, penerapan
teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di
wilayah provinsi; dan

Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan,sumber daya genetik
tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan
dalam wilayah Provinsi.

Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, asset
Pemerintah Provinsi Jambi (Taman Hutan Kenali dan Aset lainnya)
yang ditugaskan Gubernur.

Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus dan
pengelolaan Kawasan bernilai Ekosistem Penting dan Daerah
Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

lainnya selain Wilayah kerja KPH.

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL terdiri dari :

> Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
> Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);

> Seksi Perbenihan Tanaman Hutan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan DAS
dan RHL.

6.

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat :

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan adat

mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka pengelolaan DAS dan

RHL mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan
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pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan

penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang

Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan
penyuluhan bidang kehutanan.

- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani
hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan
dalam provinsi

- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan
kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan
dalam provinsi.

- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam penetapan masyarakat hutan adat, hutan adat, dan kawasan
hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.

- Pelaksanaan pemetaan dan pengukuran areal konflik

- Penyusunan rencana anggaran penyelesaian konflik

- Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian LH dan Kehutanan dalam
rangka penyelesaian konflik,

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi konflik di kawasan bernilai
ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan
kawasan pelestarian alam , dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan langsung sesuai
dengan bidang tugas.

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan masyarakat dan Hutan Adat
terdiri dari:

> Seksi Penyuluhan Kehutanan

»  Seksi Pemberdayaan Masyarakat

> Seksi Hutan Adat
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7. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tugas:

a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan
penegakan hukum pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.

b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan
pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan
dalam 1 (satu) Provinsi.

C. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian
tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan
dalam 1 (satu) Provinsi

8. UPTD

A. Taman Hutan Raya (TAHURA)

UPTD Taman Hutan Raya Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 28 Tahun
2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja unit pelasana teknis daerah Taman Hutan Raya pada
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas Taman Hutan Raya mempunyai
fungsi yaitu :

- Pelaksanaan tata hutan pada wilayah Unit TAHURA
- Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan unit

TAHURA
- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengunaan kawasan

hutan di wilayah unit TAHURA
- Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah Unit TAHURA
- Pelaksanan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di

wilayah unit TAHURA
- Pelaksanaan  kegiatan pengelolaan hutan mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

serta pengendalian di wilayah Unit TAHURA
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- Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan
kegiatan penglolaan hutan di wilayah Unit TAHURA

- Pengembangan, investasi, kerja sama dan kemitraan dalam
pengelolaan hutan di wilayah unit TAHURA

- Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam
pengelolaan unit TAHURA

- Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di
bidang Kehutanan

- Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan
dalam pengelolaan hutan di wilayah Unit TAHURA dan

- Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Taman Hutan Raya terdiri dari:

> Kepala UPTD TAHURA

»  Sub Bagian Tata Usaha

> Seksi Perencanaan dan pemanfaatan hutan

> Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem serta Perberdayaan Masyarakat

A\

Kelompok Jabatan Fungsional

A\

Resort

B. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penyusunan organisasi, Tugas Dan
Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada
Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP dan KPHL
yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPTD
KPHP menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan tata hutan pada wilayah unit KPHP dan KPHL;
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Penyusunan rencana pengelolaan hutan unit KPHP dan KPHL;
Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
di wilayah unit KPHP dan KPHL;

Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah unit KPHP dan
KPHL;

Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di
wilayah unit KPHP dan KPHL;

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan ,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
di wilayah unit KPHP dan KPHL;

Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;

Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam
pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;

Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam
pengelolaan unit KPHP dan KPHL;

Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang
Kehutanan;

Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan
dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesatuan
pengelolaan hutan; dan

Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

Struktur Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

adalah sebagai berikut :

a.

Kepala UPTD KPHP
Kepala UPTD KPHP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam

melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan

hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD KPHP

menyelenggarakan fungsi:
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Penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai peraturan perundang-
undangan;

Pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi
dalam arealnya;

Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan para
pemangku kepentingan;

Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan,;
Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta
pemanfaatan hasil hutan;

Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan;

Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan,;

Penyuluhan dan permberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan;
Penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan aset daerah;
Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

UPTD KPHP. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif

kegiatan sub bagian tata usaha yang meliputi penyusunan program,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta surat menyurat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata

Usaha menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan manajemen kepegawaian, dan pembinaan tenaga teknis
fungsional tertentu dan umum UPTD KPHP;
Pelaksanaan wurusan rumah tangga, urusan protokoler, surat

menyurat, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD KPHP;
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Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan dan
administrasi perkantoran, pengumpulan dan pengolahan data,
evaluasi dan pelaporan UPTD KPHP;

Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTD KPHP;

Penyusunan standar operasional prosedur, analisis jabatan dan
beban kerja UPTD KPHP;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatn Hutan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

UPTD KPHP. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di

bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi;

Melakukan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata
hutan UPTD KPHP;

Melakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang
dan penetapan rencana pengelolaan hutan jangka pendek UPTD
KPHP;

Melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
Melakukan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan penggunaan
kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;

Melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil
hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah di
wilayah unit KPHP dan KPHL,;

Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan

perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
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- Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam
pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di
wilayah unit KPHP dan KPHL;

- Melakukan inventarisasi hutan berbasis blok dan petak secara
berkala;

- Melakukan penataan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya;

- Melakukan pengelolaan data base KPHP dan KPHL;

- Menyusun rencana program dan kegiatan UPTD KPHP; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP.. Seksi

Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan,

konservasi sumber daya alam, ekosistem dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi

Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan

Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanakan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan
hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang
kehutanan, pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan,
pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi
perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah unit KPHP dan
KPHL;

- Pelaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan,
pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif,
dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan

dan lahan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
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Pelaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah
unit KPHP dan KPHL;

Pelaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai, reklamasi hutan,
rehabilitasi lahan dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit
KPHP dan KPHL;

Pelakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah
unit KPHP dan KPHL;

Pelaksanaan penanganan konflik sosial atau tenurial di wilayah unit
KPHP dan KPHL;

Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan
sosial dengan pemangku kepentingan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.

- Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-
masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional
senior.

- Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab langsung kepada kepala UPTD KPHP.

- Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis dan beban kerja.

- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Resort

Resort dipimpin oleh seorang Kepala Resort Pengelolaan Hutan yang

merupakan jabatan non struktural. Resort mempunyai tugas membantu

kepala UPTD KPHP dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan
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pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan di tingkat tapak

dalam wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Resort
menyelenggarakan fungsi:

- Pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana prasarana
kerja dan penindakan hukum di wilayah kerjanya;

- Pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang
pembinaan hutan, produksi dan lingkungan;

- Penyelenggaraan tata hutan di wilayah kerjanya yang meliputi tata
batas, inventarisasi hutan, penataan blok dan petak, pemetaan dan
pengamanan hutan;

- Penyelenggaraan pemanfaatan hutan serta pemantauan izin
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;

- Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan;

- Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;

- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

- Pelaksanaan pembinaan terhadap personil yang diperbantukan
kepadanya sesuai ketentuan;

- Pelaksanaan koordinasi yang harmonis dengan aparat pemda
setempat, instansi dan lembaga; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2017
dan 28 Tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memiliki 12 Unit
UPTD yang terdiri dari 11 Unit UPTD KPHP dan 1 Unit UPTD Tahura
sebagai berikut :

> UPTD KPHP Kerinci Unit I
UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI
UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
UPTDKPHP Tebo Barat Unit IX
UPTD KPHP Tebo Timur Unit X

VvV V V V VYV V
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R .

UPTD KPHP Batanghari Unit XI d

UPTD KPHP Tanjung Jabung Tim

YV V V V V

UPTD TAHURA

an XII

UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII

ur Unit XIV

a. Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

DINAS KEHUTANAN

JABATAN

UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII

SEKRETARIAT

FUNGSIONAL

SUBBAG
PROGRAM DAN
EVALUASI

SUBBAG
KEUANGANDAN
ASSET

SUBBAG UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG PERENCANAAN DAN
PEMANFAATAN HUTAN

BIDANG
PENGELOLAAN DAS
DAN RHL

BIDANG PENYULUHAN,
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN

SEKSIPENGENDALIAN
KERUSAKAN &
PENGAMANAN HUTAN

SEKSI
PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN

SEKSI KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia.

HUTAN ADAT

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Kehutanan

Provinsi Jambi

yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang kehutanan sebagaimana yang diamanatkan

dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang
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Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
didukung sumber daya manusia yang tersebar dalam Instansi Induk (
Dinas Kehutanan ) dan 11 UPTD KPHP dan 1 UPTD KPHP Tahura.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024,
tercatat sebanyak 291 orang dengan rincian sebagaimana yang terdapat

pada tabel berikut :

Table 2.1
Rincian Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi Tahun 2024

Jumlah
No Unit Kerja
(Org)
1 Dinas Kehutanan Provinsi 86
2 | UPTD. Tahura 14
3 | UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII 20
4 | UPTD KPHP Batanghari Unit XI DAN XII 11
5 | UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV 9
6 | UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII 13
7 | UPTD KPHP Bungo Unit II dan III 23
8 | UPTD KPHP Tebo Timur Unit X 13
9 UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX 12
10 | UPTD KPHP Limau Unit VII HULU Sarolangun 14
11 | UPTD KPHP UNIT VIII Hilir Sarolangun 10
12 | UPTD KPHP Merangin Unit IV, V DAN VI 28
13 | UPTD KPHP Kerinci UNIT I 38
JUMLAH 291

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Berdasarkan jenjang Pendidikan, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

g




@ DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

Tabel 2.2

Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah (org)

1 Strata 2 atau Magister (S2) 30

2 Strata 1 (S1), 162

3 | Diploma 3 ( D3) 10

4 Diploma 4 (D4) 2

S Setara pendidikan SLTA 86

6 | SMP 1
JUMLAH 291

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan

disajikan dalam Tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah (org)
1 Struktural 68
2 Fungsinal Polisi Kehutanan (POLHUT) 56
3 | Fungsional Penyuluh Kehutanan 34
4 | Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan 5
S Fungsional Penata Laksana Barang S
6 Fungsional Umum 123
JUMLAH 291

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan

disajikan dalam Tabel 2.4 :
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Tabel 2.4

Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan berdasarkan Golongan.

No Golongan Jumlah (org)

1 Golongan IV 34

2 Golongan III 222

3 Golongan II 30

4 Golongan 1 0
JUMLAH 291

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan

disajikan dalam Tabel 2.5 :
Tabel 2.5

Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (org)
Laki — laki 216
2 Perempuan 75
JUMLAH 291

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan

disajikan dalam Tabel 2.6 :
Tabel 2.6

Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Esselon

No Esselon Jumlah (org)

1 Esselon I 0

2 Esselon IT A 1

3 | Esselon IIT A 5

4 Esselon III B 12

5 | Esselon IVA 51

6 | EsselonIVB 0
JUMLAH 69
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Sebagai organisasi pelaksana kebijakan, pengatur administrasi, dan
pengelola profesional perlu didukung SDM yang memiliki kompetensi baik
manajerial, teknis maupun sosio-kultural. Kompetensi diukur dari tingkat
dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman
bekerja teknis. Kompentensi sosio-kultural diukur dari pengalaman kerja
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam suku, agama, budaya
sehingga yang bersangkutan akan memiliki wawasan kebangsaan yang
baik.

Terkait dengan kompetensi manajerial dan teknis yang dimiliki
sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Jambi, dalam upaya
menunjang Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan Perlindungan dan
Pelestarian hutan di Provinsi Jambi. Dengan luas hutan yang sangat besar,
jumlah polhut yang ada saat ini belum sebanding dengan kebutuhan. Satu
hal yang perlu direncanakan menunjang manajemen sumber daya
manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi
melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan,
pelatihan, pengembangan karir ASN serta melakukan inisiatif terhadap

pengembangan organisasional.

Sarana dan Prasarana/Aset

Sarana dan prasarana pada Dinas Kehutanan merujuk pada fasilitas-
fasilitas yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik di tingkat daerah. Sarana adalah fasilitas yang
secara langsung digunakan dalam proses kerja, seperti ; perlengkapan
kantor, kendaraan dinas, atau alat kerja lainnya. Sementara prasarana
adalah fasilitas yang menunjang sarana, seperti ; bangunan/ruang kantor,
listrik, air bersih, jaringan komunikasi, yang diperlukan untuk mendukung
kinerja perangkat daerah/ dinas kehutanan. Adapun rincian sarana dan

prasarana/aset yang dimiliki antara lain:
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No Jenis Sarana dan Satuan Kondisi Jumlah
Prasarana Baik Rusak

1 2 3 4 5 6

1. | Kendaraan Roda 4 UNIT 18 7 25

2. | Kendaraan Roda 2 UNIT 100 27 127

3. | Kendaraan roda 3 UNIT 1 0 1

4. | Bangunan Kantor UNIT 121 98 219

S. | Jaringan, saluran irigasi UNIT 161 18 179

6. | Buku Perpustakaan UNIT 0 4 4

1. Gedung dan bangunan.

Gedung dan bangunan terdiri dari bangunan gedung tempat kerja
yeng difungsikan sebagai : bangunan gedung kantor, bangunan
gudang, bangunan gedung instalasi, bangunan gedung tempat
pertemuan, bangunan gedung untuk pos jaga, bangunan gedung
garasi/pool, bangunan gedung perpustakaan, bangunan gedung
tempat kerja lainnya, gedung fasilitas umum, bangunan parkir,
bangunan tempat tinggal.

2. Peralatan dan inventarisasi Kantor.

Terdapat berbagai peralatan kantor diantaranya Komputer,
printer mesin fotocopy, meja kursi dan lemari arsip yang mendukung
pelaksanaan tugaas sehari — hari. Semua aset dicatat dan dikelola
secara tertib melalui sistem inventarisasi.

3. Kendaraan/operasional

Kendaraan roda empat dan roda dua yang digunakan untuk

mendukung mobilitas pegawai dan kegiatan operasional lapangan.
4. Sarana penunjang lainnya.

Termasuk fasilitas jaringan internet, sistem keamanan (CCTV),
perangkat audio-visual, serta perlengkapan kebersihan dan kesehatan
lingkungan kerja.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kehutanan Provinsi Jambi serta untuk mewujudkan kelestarian hutan

yang berkelanjutan, diperlukan penguatan sarana dan prasarana secara
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bertahap selama periode lima tahun ke depan. Kebutuhan ini
mempertimbangkan luas wilayah hutan Provinsi Jambi yang mencapai
2.124.352 hektar, kondisi geografis yang menantang, serta keterbatasan
SDM dan peralatan saat ini. Adapun kebutuhan sarana dan prasarana

yang harus dipenuhi mencakup:

1. Sarana Mobilitas dan Operasional Lapangan.

e Penambahan kendaraan operasional (roda dan roda empat untuk
menunjang patroli pengaman hutan, pengawasan kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan, pendampingan perhutanan sosial.

e Kendaraan khusus medan berat (4WD) untuk menjangkau wilayah
terpencil dan kawasan hutan lindung.

Alasan; Wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terletak pada

kawasan hutan, daerah terpencil yang sulit dijangkau.

2. Sarana Pengawasan dan Pengaman Hutan.
e Peralatan patroli dan pengamanan seperti GPS, handy talky, kamera
trap, drone.
e Sistem pemantauan berbasis teknologi digital ( dashboard GIS, sistem
informasi pemantauan kawasan hutan.
Alasan ; dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan berbasis bukti dan
pengumpulan data lapangan secara real-time, mengingat jumlah Polhut

sangat terbatas.

3. Peralatan Rehabilitasi hutan / lahan dan Agroforestry. Sarana
Pendukung pengelolaan Perhutanan Sosial dan HHBK.
e Peralatan pembibitan, alat tanam dan pemeliharaan.
e Termasuk kendaraan roda 4 dan 2
Alasan ; mendukung percepatan rehabilitasi lahan kritis dan program

penghijauan DAS .
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4.  Perangkat teknologi dan pengelolaan data kehutanan.
e Komputer, server dan perangkat lunak pemetaan (GIS) dan
pemutakhiran data tutupan hutan
e Sistem digitalisasi.
Alasan ; mendorong efesiensi pelayanan, akurasi perencanaan dan

transparansi pengelolaan kehutanan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode lima tahun terakhir, Dinas Kehutanan Provinsi telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung
pencapaian visi dan misi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan
pengelolaan kawasan hutan. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja SKPD
sesuai Renstra Tahun 2021 - 2026, sebagian besar program dan kegiatan
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sudah terlaksana. Berikut disampaikan
gambaran kinerja /pencapain kinerja Dinas Kehutanan tahun 2020 - 2024

dan evaluasi Indikator kinerja pelayanan tahun 2021 - 2026.
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Tabel.2 ; Pencapaian kinerja tahun 2020 — 2024.

Rata-
Realisasi Tahun Pertumbuhan Kinerja
No Indikator Kinerja Satuan rata
2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (&) (9) (10) (11) (12) (13)

1. Persentase peningkatan luasan

pemulihan dan perlindungan SDA % 80,00 | 80,68 | 81,22% |81.61 %| 81,87%| 0,85% | 0,67% | 0,48% | 0,32% | 0,58%

hayati dan ekosistemnya

2. Persentase luas izin Perhutanan

Sosial yang dikelola Masyarakat % 8% | 13% | 15,63% | 21,58% | 28% | 62,50%| 20,23% | 38,07% | 29,75 | 37,64%
secara optimal

3. Persentase kontribusi sektor

kehutanan dari retribusi dana bagi % 0,20 | 0,21 0,25 0,28% | 0,21% 5% | 19,05% | 12% 25% | 2,76%
hasil terhadap Pendapatan Daerah

4. Persentase lembaga pengelolaan DAS

yang dibentuk % 4,5% | 8,27% | 12,78 % 13,53% | 17,29% | 83,78%| 54,53% 5,87% | 27.79%| 42,99%
5. Persentase penurunan lahan kritis

melalui rehabilitasi % 1,30% | 1,45% 1,69% 1,92% 2,13% | 11,54%| 16,55 13,61% | 10,94%| 13,16%
6 Persentase Penurunan Laju

Deforestasi % 1,57% 0 0,77% 0.90% 0,71% (V] o 16,88 |21,11%| 2,11%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

-




% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
-+

Tabel 2. : Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Tujuan/

Sasaran/ Program Renstra

Satuan

Target Renstra Prangkat Daerah Pada

Tahun Ke

Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun ke

Persentase Capaian Pada Tahun ke (%)

2022

2023

2024

2025

2026

2022

2023

2024

2025

2026

2022

2023

2024

2025

2026

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Indikator Tujuan

Meningkatkan pengelolaan

Kawasan hutan

Indikator Sasaran

Meningkatkanya Pemanfaatan
Potensi sumber daya hutan

yang berkelanjutan

Indikator Program

Persentase Peningkatan Luasan
Pemulihan dan Perlindungan

SDA Hayati dan Ekosistemnya

Persen

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,54%

0,39%

0,60%

270,10%

195,00%

298,34%

Persentase Luas Izin
Perhutanan Sosial yang dikelola

Masyarakat secara Optimal

Persen

15%

20%

26%

38%

44%

15,63%

21,58%

28,00%

104,23%

107,90%

107,69%

Persentase Lembaga

Pengelolaan DAS yang dibentuk

Persen

12,78%

12,00%

15,78%

19,54%

23,30%

12,78%

13,53%

17,29%

100,02%

112,75%

109,59%

Persentase Kontribusi Sektor
Kehutanan dari Retribusi dan
Bagi Hasil terhadap Pendapatan

Daerah

Persen

0,25%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,25%

0,28%

0,21%

100,00%

140,00%

105,00%

Persentase Penurunan Lahan

Kritis melalui Rehabilitasi

Persen

1,46%

1,58%

1,71%

1,85%

1,99%

1,69%

1,92%

2,13%

115,75%

121,52%

124,62%

Persentase Penurunan Laju

Deforestasi

Persen

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

1,51%

1,397%

1,32%

182,25%

168,28%

159,32%
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2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan pada Dinas Kehutanan

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Kehutanan sangat beragam,
mencakup masyarakat luas yang terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan
dan pelestarian hutan. Secara umum, kelompok sasran tersebut dapat
dikategorikan sebagai berikut :

1. Masyarakat yang hidup sekitar hutan ;

Warga yang terlibat dalam perhutanan sosial dan kelompok tani

hutan.

2. Pemangku kepentingan kehutanan yang terdiri dari pemerintah baik
pusat maupun daerah.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) ; Lembaga yang berperan dalam
kampanye konservasi, penelitian kehutanan, pemberdayaan
masyarakt terkait kehutanan.

4. Pengguna Hutan yang terdiri dari Industri kayu, wisata alam,
pengguna air.

S. Lembaga terkait Kehutanan yang terdiri dari ; Perguruan tinggi,
Pusat penelitian dan Kementerian Kehutanan.

6. Individu yang memperhatikan lingkungan yang terdiri dari
konservasionis, peneliti dan publik yang memiliki kepedulian

terhadap kelestarian hutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan yang berkelanjutan
sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah, maka urusan
kehutanan termasuk dalam urusan konkuren antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah (provinsi). Untuk itu, penyelenggaraan manajemen
pengelolaan hutan ditingkat tapak/lapangan sekarang ini dilaksanakan
oleh 11 Unit UPTD KPHP dan 1 UPTD Tahura yang dibentuk dengan

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
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Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pada Dinas
Kehutanan Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Pada Dinas
Kehutanan Provinsi Jambi.

Permasalahan kehutanan di provinsi Jambi sangat kompleks dan
beragam, meliputi deforestasi, penebangan liar, kebakaran hutan dan
eksploitasi sumber daya hutan yang tidak berkelanjutan. Faktor-faktor
sseperti konversi hutan untuk perkebunan, pertanian, pertambangan ,
kurangnya penegakan hukum, dan konflik masyarakat lokal dengan
perusahaan juga menjadi pemicu maslah.

Lebih detilnya, permasalahan Kehutanan di Provinsi Jambi mencakup :
1.  Sumber daya manusia.

Masalah sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

mencakup kekurangan Kuantitas dan kualitas Sumber Daya

Manusia, ketidaksesuaian komptensi. Ini akan berimplikasi pada

aktivitas pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Jambi. ( Adapun

jumlah pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 30 Maret

2025 adalah 291 orang sementara luas hutan provinsi Jambi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan  Nomor

6613/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021,

luas kawasan hutan di Provinsi Jambi sesuai dengan fungsi hutannya

2.124.352 ha)

2.  Deforestasi dan Alih fungsi lahan :

Konversi hutan menjadi perkebunan : pembukan lahan untuk

perkebunan, terutama kelapa sawit menjadi faktor wutama

berkurangnya luas hutan, serta pembukaan lahan untuk pertanian
guna meningkatkan kebutuhan pangan juga mendoromg kpnversi
hutan menjadi lahan pertanian.

3. Penebangan Liar ( Illegal Logging )
Penebangan tanpa izin merupakan aktivitas penebangan liar yang

tidak terkendali sangat merusak hutan dan menyebabkan hilangnya
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keanekaragaman hayati. Serta kurangnya pengawasan dikarenakan
Keterbatasan tenaga pengamanan hutan yaitu Polisi Hutan sehingga,
penebangan liar mudah terjadi.

Kebakaran hutan :

Pembakaran lahan : pembakaran lahan untuk membuka lahan
pertanian atau perkebunan seringkali tidak terkendali dan
menyebabkan kebakaran hutan yang meluas. Kemarau panjang dan
fenomena EL Nino juga dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan.
Eksploitasi Sumber daya hutan yang tidak lestari :

Penambangan; Eksploitasi Sumber daya mineral di kawasan hutan
tanpa izin dan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Serta
pengambilan kayu yang berlebihan dan tidak berkelanjutan baik
untuk keperluan industri maupun pemukiman dapat merusak
ekosistem hutan.

Konflik tenurial dan hak masyarakat adat.

Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan yang mengelolaa
hutan sering terjadi, terutama terkait dengan hak-hak masyarakat
lokal atas lahan dan sumber daya hutan.

Perubahan Iklim:

Peningkatan suhu:

Peningkatan suhu akibat perubahan iklim dapat menyebabkan
kekeringan dan meningkatan risiko kebakaran hutan.

Perubahan pola hujan:

Perubahan pola hujan juga dapat mengganggu pertumbuhan hutan
dan menyebabkan degradasi kualitas hutan.

Kurangnya penegakan hukum :

Rasio Ideal : Kajian kebutuhan petugas pengaman hutan tahun 2013
menunjukan bahwa rasio ideal Poljut terhadap luas kawasan hutan
adalah 1 : 5000. Jumlah polhut pada Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi saat ini adalah sebanyak 56 orang sedangkan luas kawasan
hutan Provinsi Jambi adalah 2.124.352 Ha. Maka dubutuhkan sekitar

424 orang Polhut untuk mengamankan hutan secara optimal. ( Masih
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jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pengaman hutan yang
optimal)

Sanksi yang lemah:

Sanksi yang ringan atau tidak efektif untuk pelaku kejahatan
kehutanan juga menjadi masalah, karena tidak dapat memberikan

efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

2.2.2 Isu Strategis
Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) yang

relevan dengan RPJMD Provinsi Jambi 2025 - 2029 meliputi Degradasi

Lingkungan, Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, kemiskinan, dan

kurangnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka isu strategis bidang

kehutanan tahun 2025 - 2029, dapat dikelompokkan menjadi :

1.

Penguatan Ekonomi Wilayah melalui Pemanfaatan Hutan
Memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. Serta mendorong
pengembangan usaha kecil menengah (UKM ) berbasis hutan seperti :
produksi kerajinan, produk kehutanan non kayu dan pariwisata alam.
Dan melakukan diservikasi produk kehutanan untuk meningkatkan
daya saing dan nilai tambah produk lokal.

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan : mencegah dan mengatasi
deforestasi dan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman
hayati. meningkatnya kualitas dan produktivitas hutan melalui
rehabilitasi hutan dan lahan. Guna menjaga keseimbangan ekosistem
hutan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan
dengan membuka akses dalam pengelolaan hutan melalui
perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan
Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
(KUPS).
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»

Pengelolaan Sumber daya alam, dan Tata Kelola Kehutanan yang
akuntable yaitu : Melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber
daya hutan untuk memastikan pengelolaan yang optimal.
Menerapkan teknologi informasi geospasial untuk mendukung
pengelolaan hutan yang efisien dan efektif. Meningkatkan Kerjasama
antar lembaga dan stakeholder dadlam pengelolaan sumber daya
hutan. minimnya kelembagaan dalam pengelolaan hutan antara lain
kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan dan kelembagaan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
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Tabel : 2.1 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Potensi Daerah

Permasalahan PD

Isu KLHS yang

Isu Lingkungan Dinamis yang

Isu strategis PD

yang menjadi kewenangan PD relevan Relevan dengan PD
Global Nasional Regional
(1) @) @) 4 (5) (6) (7)
Luas Kawasan Hutan yang signifikan Deforestasi dan Degradasi Perubahan iklim,| Krisis Lingkungan : (| Deforestasi wilayah|1l. Penguatan Ekonomi
Potensi Pengembangan perhutanan alih fungsi Lahan Lingkungan Cuaca ektrim, | triple planetary| di wilayah tropis. Wilayah melalui
social. Penebangan Liar Perubahan iklim pemanasan crisis) yaitu Kerusakan hutan Pemanfaatan Hutan,;
Potensi Hasil hutan bukan kayu ( Kebakaran hutan Keanekaragaman global (Perjanjian| Perubahan iklim, dan lahan. 2. Pengelolaan Hutan
HHBK yang kaya dan bernilai ekonomi. Eksploitasi hayati Paris untuk| hilangnya Penurunan yang Berkelanjutan;
( Gaharu, madu hutan, jernang, getah Sumber daya Kemiskinan. membatasi keanekaragaman keanekaragaman 3. Peningkatan
damar, jelutong, buah-buahan hutan) hutan yang tidak Pemanfaatan Pemanasan hayati, serta polusi| hayati. Kesejahteranan
Potensi Ekowisata, wisata alam, jasa Lestari. Sumber Daya Alam | Global hingga | dan kerusakan Masyarakat berbasis
lingkungan. Konflik  tenurial Kesejahteraan 1,5°C) ;lingkungan. Sumber Daya Hutan;
Potensi Rehabilitasi hutan dan lahan dan hak Masyarakat Lokal ekonomi hijau, serta
kritis. ( RHL, Penghijauan DAS, masyarakat adat. Pengelolaan degradasi hutan dan 4. Pengelolaan Sumber

Agroforetry /wana tani.)

Pengembangan Hutan Rakyat dan
hutan tanaman. (HR, HTI). Dengan
cara menfasilitasi penguatan
kelembagaan petani hutan dan
pengembangan usaha berbasi
kehutanan.

Perubahan iklim.
Kurangnya
penegakan

hukum.

Kawasan Hutan
Perlindungan Lahan

dan Tanah

deforestasi.

Daya Alam, dan Tata

Kelola Kehutanan
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Potensi Daerah Isu KLHS yang Isu Lingkungan Dinamis yang
Permasalahan PD Isu strategis PD
yang menjadi kewenangan PD relevan Relevan dengan PD
Global Nasional Regional
(1) () 3) 4) ©) (6) (7)

7. Potensi Sinergi Kemitraan dan
pendanaan Non APBD. (potensi
Kerjasama dengan sektor swasta dan
Lembaga donor. Dan difokuskan pada
rehabilitasi hutan, program karbon
dan jasa lingkungan, pengembangan
perhutanan social, sertifikasi
pengelolaan hutan Lestari. (PHPL,
SVLK)

8. Potensi Pengembangan Sistem

informasi dan inovasi Digitl kehutanan.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 45




@ DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta
menjawab tantangan pembangunan daerah, Perangkat Daerah menetapkan
tujuan strategis sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) lima
tahunan. Tujuan ini disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap
berbagai program dan kegiatan, serta memastikan sinergi antara kebijakan
daerah dan prioritas pembangunan nasional. Tujuan Perangkat Daerah
mencerminkan hasil yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur dalam
periode perencanaan, serta menjadi dasar dalam penetapan sasaran, indikator
kinerja, dan target capaian tahunan. Penetapan tujuan juga
mempertimbangkan isu-isu strategis yang relevan, kondisi eksisting, serta

potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan atau memperhatikan Sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, maka Tujuan
Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2025 - 2029 adalah
“Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan” dengan Indikator

Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran Renstra PD adalah Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan
dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra
Perangkat Daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan Renstra Perangkat
Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi jambi telah yang telah menetapkan,
merumuskan sejumlah sasaran yang lebih operasional dan terukur.

Sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 — 2029 dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya Luasan Pemulihan dan Perlindungan Sumber daya alam

Hayati dan Ekosistemnya.
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3. Meningkatnya Pemanfaatan Akses Legal oleh Masyarakat Dalam Pengelolaan
potensi Hutan dan persetujuan Perhutanan Sosial.
4.  Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS).
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Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kehutanan

NSPK DAN
Kinerja Target Tahun
SASARAN KET
pada awal
RPJMD TUJUAN SASARAN Indikator
periode
YANG — 2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
RELEVAN
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya |Terwujudnya Indeks Kualitas
Kualitas kelestarian Tutupan Lahan
. hutan yang
Lingkungan berkelanjutan
Meningkatnya | 1. Kontribusi Sektor
Keh terhad
pengelolaan | fenianan terhadap 4 g9 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08
sumber daya
hutan  yang
berkelanjutan [5 persentase
Peningkatan Tutupan
Lahan 4,12 4,14 4,16 4,18 | 4,20 | 4,22 | 4,24
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3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2025 - 2029 adalah rencana
tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan
dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus
dan penentuan Program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi
lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra
Perangkat Daerah.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun
berhubungan dengan strategi Pembangunan provinsi, karena pada
dasarnya Pembangunan provinsi merupakan akumulasi dari Pembangunan
daerah.

Adapun rumusan strategi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun
2025-2029 yang relevan adalah sebagai berikut:

Strategi 1 :

Pengelolaan hutan berkelanjutan. (sustainable forest management).
Adalah Pendekatan pengelolaan hutan yang mempertimbangkan aspek
lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk memastikan keberlanjutan sumber
daya hutan dan manfaat jangka panjang bagi manusia dan alam. Intinya,
pengelolaan hutan ini bertujuan menjaga hutan tetap lestari dan
memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Tujuan
Utama Pengelolaan hutan berkelanjutan adalah : untuk memastikan
bahwa hutan dapat terus memberikan manfaat, baik dari segi ekologis
(misalnya menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem) maupun
ekonomis (misalnya produksi kayu dan non-kayu.

Strategi 2 :

Mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta
keseimbangan ekosistemnya.

Tujuan utamanya adalah untuk dapat lebih mendukung upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
Dan dapat dilakukan dengan ; perlindungan sistem penyangga kehidupan;
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya; pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan

ekosistemnya.
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Strategi 3 :

Peningkatan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan
Peningkatan kapasitas/kemandirian Masyarakat di Bidang Kehutanan.
Tujuan Pendidikan, pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat
di bidang kehutanan adalah untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif
dalam pengelolaan dan pelestarian hutan, sehingga masyarakat mampu
mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan
Masyarakat.

Strategi 4 :

Peningkatan dan Pemantapan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai salah satu strategi penting
dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, ketahanan air, dan
pengendalian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola DAS secara
terpadu, partisipatif, dan berbasis pada daya dukung serta daya tampung
lingkungan.

Pengelolaan DAS dilakukan melalui pendekatan hulu-hilir yang mencakup
perlindungan kawasan hutan di bagian hulu, rehabilitasi hutan dan lahan
kritis, konservasi tanah dan air, serta penguatan peran masyarakat dalam
menjaga kelestarian fungsi DAS. Kegiatan ini dilaksanakan secara
kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti
pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan

komunitas lokal.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Arah kebijakan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun
2025 - 2029 adalah : Rangkaian kerja yang merupakan
operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi
dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas

Kehutanan proovinsi Jambi 2025-2029.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029




@ DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

Tabel 3.5 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

- OPERASIONALISASI ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
NSPK RPJMD KET

1 Meningkatkan Pengelolaan Rencana Tata Hutan
perlindungan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan utan (KPH)
kawasan konservasi dan Kewenangan Provinsi.
kawasan resapan air Rencana Pengelolaan Kesatuan
wilayah barat Pengelolaan Hutan kecuali pada
Fasilitasi pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
kebakaran hutan dan lahan Konservasi (KPHK).
(KARHUTLA) terpadu Pemanfaatan Hutan di Kawasan

melalui pendampingan dan

perbaikan kelembagaan

Mengembangkan
kelembagaan rehabilitasi
hutan dan lahan yang
melibatkan masyarakat

setempat

Meningkatkan kualitas dan

kelestarian sungai

Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar
Kawasan Hutan Negara

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di
Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Pelaksanaan Pengolahan Hasil
Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Perbenihan Tanaman Hutan
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa
Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau
Tidak  Masuk

dalam Lampiran

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

1

&




% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
-

10.

11.

(Appendix) CITES (Convension On
International Trade In Endangered
Species) untuk Kewenangan Daerah
Provinsi

Pengelolaan Kawasan Bernilai
Ekosistem Penting, Daerah Penyangga
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam.

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
Provinsi dan Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang Kehutanan.
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dan dalam
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1

(satu) Daerah Provinsi

Merestorasi lahan-lahan

yang terancam dan kritis
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan
Pembangunan serta telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi. Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan & Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut menjadi

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yaitu :

A. Program
1.  Pengelolaan Hutan
2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang Kehutanan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

B. Kegiatan
Dengan merujuk pada Program pembangunan kehutanan tersebut, maka
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merumuskan kegiatan teknis Bidang
Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2025 — 2029 sebagai berikut :
1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan utan (KPH)
Kewenangan Provinsi
2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan
Produksi
6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
7. Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi

8. Perbenihan Tanaman Hutan
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9.

10.

11.

12.

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang TidakDilindungi dan/atau
Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On
International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah
Provinsi

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang Kehutanan

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan

dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
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Tabel 4.2 Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN KET.
YANG RELEVAN
1) (@) _(3) “4) ) (6) (7) 8)
Terwujudnya Peml\gfl?:;%:fltggé nsi Meningkatnya PROGRAM
Kelestarian Hutan Produktivitas Hasil PENGELOLAAN
. Sumber Daya Hutan
yang Berkelanjutan . Hutan HUTAN
yang Berkelanjutan

Jumlah Dokumen
Pegelolaan Rencana
Tata Hutan KPH
Kewenangan Provinsi

Pengelolaan Rencana
Tata Hutan Kesatuan
Pengelolaan utan
(KPH) Kewenangan
Provinsi

Tersusunnya Rancang
Bangun Tata Hutan
Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan

Jumlah Rancang
Bangun Tata Hutan
Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan
yang Disusun

Penyusunan Rancang
Bangun Tata Hutan
Wilayah KPH

Terlaksananya
Pembagian Blok/Petak
Pengelolaan Hutan di
Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi/Lidung

Jumlah Unit Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Produksi/Lidung
(KPHP/L) yang Telah
Dilakukan Pembagian

Pembagian Blok/Petak
Pengelolaan Hutan
KPH.

(KPHP/L) Blok
Tersedianya Kantor Jumlah Sarana Penyediaan dan
Resor Kesatuan Prasarana Pemeliharaan Sarana

Pengelolaan Hutan dan
Sarana Prasarana
Operasionalisasi Resor

Operasionalisasi Resor
dan Kantor Resor
Kesatuan Pengelolaan
Hutan yang
Terbangun

Prasarana
Operasionalisasi KPH

Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
Sinkronisasi Usulan
Perubahan
Peruntukkan dan
Fungsi Kawasan Hutan
untuk Wilayah Provinsi

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Sinkronisasi Usulan
Perubahan
Peruntukkan dan
Fungsi Kawasan
Hutan untuk Wilayah

Koordinasi dan
Sinkronisasi Usulan
Perubahan Fungsi dan
Peruntukan Hutan

Provinsi
Terlaksananya Dokumen RKTP yang Penyusunan Rencana
penyusunan dan disahkan Kehutanan Tingkat

penetapan RKTP

Provinsi (RKTP)

Terpeliharanya Sarana
Prasarana
Operasionalisasi KPH

Jumlah sarana
prasarana
operasionalisasi KPH
yang terpelihara

Pemeliharaan Sarana
Prasarana
Operasionalisasi KPH

Telaksananya kegiatan

Jumlah

Fasilitasi kegiatan
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pembangunan dan kegiatan/layanan pembangunan dan

pengembangan KPH yang difasilitasi oleh pengembangan KPH
KPH

Tersedianya Kantor Jumlah sarana dan Pembangunan dan

resor KPH dan Sarana prasarana pengelolaan Sarana

Prasarana
Operasionalisasi resor

operasionalisasi resor
yang terbangun

dan Prasarana KPH
berbasis resor

Terlaksananya kegiatan

monitoring dan evaluasi

penatagunaan kawasan
hutan

Laporan data,
informasi dan
perkembangan
pelaksanaan kegiatan
penatagunaan
kawasan
hutanerlaksananya
kegiatan monitoring
dan evaluasi
penatagunaan
kawasan hutan

Pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi penatagunaan
Kawasan hutan

Rencana Pengelolaan
Kesatuan Pengelolaan
Hutan kecuali pada
Kesatuan Pengelolaan
Hutan Konservasi
(KPHK)

Tersusunnya Rencana
Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan

Jumlah Dokumen
Rencana Pengelolaan
Kesatuan Pengelolaan
Hutan yang Tersusun

Penyusunan Rencana
Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan

Tersedianya data dan
informasi hasil
inventarisasi KPHL/P

Jumlah
Dokumen/Laporan
data dan informasi
hasil inventarisasi

KPHL/P

Pelaksanaan
inventarisasi hutan
pada KPHL/P

Tersusunnya Peta Jumlah Peta Penyusunan
Perubahan Tata Hutan Perubahan Tata Perubahan Peta Tata
Hutan Hutan

Diselenggarakannya
Konsultasi Publik dalam
Rangka Penyusunan

Jumlah Peta

Penyusunan Peta Tata
Hutan Rencana

Rencana Pengelolaan Pengelolaan
Hutan
Diselenggarakannya Jumlah Hasil Konsultasi Publik

Konsultasi Publik dalam
Rangka Penyusunan
Rencana Pengelolaan

Hutan

Dokumen konsultasi
Publik

dalam Rangka
Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan

Tersusunnya Dokumen
Perubahan Rencana
Pengelolaan Hutan

Jumlah Dokumen
Perubahan

Penyusunan
Perubahan Dokumen
Rencana Pengelolaan

Hutan
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Pemanfaatan Hutan di
Kawasan Hutan
Produksi dan Hutan
Lindung

Tersedianya Data dan
Informasi Terkait Luas
Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan di
Kawasan Hutan
Produksi dalam 1 (Satu)
Provinsi Secara Berkala

Jumlah Data dan
Informasi Terkait Luas
Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan di
Kawasan Hutan
Produksi dalam 1
(Satu) Provinsi Secara
Berkala

Penyediaan Data dan
Informasi Wilayah
Usaha di Kawasan

Hutan Produksi

Tersedianya Data dan
Informasi Luas Wilayah
Usaha di Kawasan
Hutan Lindung

Jumlah Dokumen
Data dan Informasi
Mengenai
Pemanfaatan Hutan di
Kawasan HL Provinsi
Secara Berkala

Penyediaan Data dan
Informasi Wilayah
Usaha di Kawasan

Hutan Lindung

Dilakukannya penilaian
Rencana Kerja Tahunan
Pemanfaatan Hutan
produksi

Jumlah Dokumen
Rencana Kerja
Tahunan Pemanfaatan
Hutan Produksi yang
Disahkan

Penilaian Rencana
Kerja Tahunan
Pemanfaatan Hutan
Produksi

Tersedianya Dokumen
Analisis dalam Rangka
Pemberian Teknis
Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan
(PBPH)

Jumlah Dokumen
Analisis dalam
Rangka Pemberian
Pertimbangan Teknis
Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan
(PBPH)

Pelayanan Perizinan
Usaha/KerjaSama
Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik, di
Kawasan Hutan
Produksi dan Hutan
Lindung pada Blok
Pemanfaatan Kecuali
pada Wilayah Perum
Perhutani

Dilakukannya penilaian
Rencana Kerja Tahunan
Pemanfaatan Hutan

Jumlah Dokumen
Rencana Kerja
Tahunan Pemanfaatan

Penilaian Rencana
Kerja Tahunan
Pemanfaatan Hutan

Lindung Hutan Lindung yang Lindung
Disahkan
Terlaksananya Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Koordinasi dan Hasil Koordinasi Sinkronisasi
Sinkronisasi Sinkronisasi Pengendalian Perizinan
Pembinaan, Pembinaan, Berusaha Pemanfaatan

Pengendalian, dan
Pengawasan PBPH Di
Kawasan Hutan
Produksi

Pengendalian, dan
Pengawasan PBPH Di
Kawasan Hutan
Produksi

Hutan di Kawasan
Hutan Produksi

Terlaksananya

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan
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Pemantauan dan
evaluasi Pemanfaatan
Hutan di wilayah

Hasil Koordinasi
Sinkronisasi
Pembinaan,

Pemantauan dan
Evaluasi Pemanfaatan
Hutan di KPHL/P

KPHL/P Pengendalian, dan
Pengawasan PBPH Di
Kawasan Hutan
Produksi

Terlaksananya Jumlah Dokumen Koordinasi dan

Koordinasi Hasil Koordinasi Sinkronisasi
danSinkronisasi Sinkronisasi Pengendalian Izin

Pembinaan, Pembinaan, Usaha atau Kerjasama

Pengendalian, dan
Pengawasan PBPH Di
Kawasan Hutan
Lindung

Pengendalian, dan
Pengawasan PBPH Di
Kawasan Hutan
Lindung

Pemanfaatan di
Kawasan Hutan
Lindung

Pelaksanaan
Rehabilitasi di Luar
Kawasan Hutan
Negara

Tersusunnya Rencana
Tahunan Rehabilitasi
Lahan (RTnRL)

Jumlah Dokumen

Rencana Tahunan

Rehabilitasi Lahan
yang Disusun (RTnRL)

Penyusunan Rencana
Tahunan Rehabilitasi
Lahan (RTnRL)

Terbangunnya Hutan
Rakyat di Luar Kawasan
Hutan Negara

Luas Hutan Rakyat
yang Dibangun di
Luar Kawasan Hutan
Negara

Pembangunan Hutan
Rakyat di Luar
Kawasan Hutan
Negara

Terbangunnya Hutan
Kota di Luar Kawasan
Hutan Negara

Luas Hutan Kota yang
Dibangun di Luar
Kawasan Hutan
Negara

Pembangunan Hutan
Kota di Luar Kawasan
Hutan Negara

Terlaksananya
Penghijauan
Lingkungan di Luar
Kawasan Hutan Negara

Luas Lahan yang
Dihijaukan di Luar
Kawasan Hutan
Negara

Pembangunan
Penghijauan
Lingkungan di Luar
Kawasan
Hutan Negara

Terbangunnya
Bangunan Konservasi
Tanah dan Air berupa
Bangunan Sipil Teknis

Jumlah Bangunan
Sipil Teknis yang
Terbangun

Penerapan Teknik
Konservasi Tanah dan
Air Hutan dan Lahan

Diterapkannya
Pengembangan
Teknologi Rehabilitasi
Hutan dan Lahan

Luas Area Penerapan
Pengembangan
Teknologi Rehabilitasi
Hutan dan Lahan

Pengembangan
Teknologi Rehabilitasi
Hutan dan Lahan

Terlaksananya
Pembinaan dan/ atau
Pengawasan dalam
Rangka Pengembangan
Rehabilitasi Lahan

Jumlah Laporan
Pembinaan dan/atau
Pengawasan dalam
Rangka
Pengembangan
Rehabilitasi Lahan

Pembinaan dan/atau
Pengawasan dalam
rangka Pengembangan
Rehabilitasi Lahan
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Terlaksananya
Rehabilitasi Mangrove
Di Luar Kawasan Hutan

Luas Area Mangrove
Di Luar Kawasan
Hutan yang
direhabilitasi

Rehabilitasi Mangrove
di luar kawasan hutan

Terbangunnya
bangunan konservasi
tanah dan air berupa

Sumur Resapan

Jumlah Sumur
Resapan yang
terbangun

Pembangunan Sumur
resapan

Terlaksananya
Pemeliharaan Tanaman
RHL pasca P2

Luas Areal RHL pasca
P2 yang terpelihara

Pemeliharaan
Tanaman Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
(RHL) pasca P2

Terbangunnya
bangunan konservasi
tanah dan air berupa

Jumlah Gully Plug
yang Terbangun

Pembangunan gully
plug

gully plug
Terbangunnya Jumlah Dam Penahan Pembangunan Dam
bangunan konservasi yang terbangun Penahan
tanah dan air berupa
Dam Penahan
Pelaksanaan

Perlindungan Hutan di
Hutan Lindung dan
Hutan Produksi

Tercegahnya Kerusakan
Hutan

Luas Hutan yang
Dilakukan Patroli
Pengamanan Hutan

Pencegahan dan
Pembatasan
Kerusakan Hutan

Tidak muncul di
SIPD 2024-2025

Tercegahnya Kerusakan

Luas Kawasan Hutan

Pencegahan dan

Kawasan Hutan yang Dilakukan Pembatasan
Patroli Pengamanan Kerusakan Kawasan
Hutan Hutan
Terlaksananya Jumlah Operasi Pencegahan dan
Pengamanan Hasil Pencegahan dan Pembatasan
Hutan Pembatasan Kerusakan Hasil
Kerusakan Hasil Hutan
Hutan
Terlaksananya Jumlah Laporan Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi Pertemuan / Rapat Sinkronisasi dan
danPelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan
Perlindungan Hutan Sinkronisasi dan Perlindungan Hutan
Pelaksanaan
Perlindungan Hutan
Terlaksananya Jumlah Laporan Koordinasi,
Pencegahan Kebakaran Patroli/ Sosialisasi Sinkronisasi dan
Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan Pelaksanaan
Dalam Satu Tahun Pencegahan /
Penanggulangan
Kebakaran Hutan dan
Lahan
Terlaksananya Jumlah operasi Koordinasi,
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Penanggulangan penanggulangan Sinkronisasi dan
Kebakaran Hutan dan kebakaran hutan dan Pelaksanaan
Lahan lahan Penanggulangan
Kebakaran Hutan dan
Lahan
Tercegahnya Kerusakan Luas kawasan hutan Pencegahan dan
Kawasan Hutan yang dilakukan Pemberantasan
pengamanan hutan Kerusakan Kawasan
Hutan
Terlaksananya Jumlah operasi Pencegahan dan
Pengamanan Peredaran | peredaran hasil hutan Pemberantasan
Hasil Hutan Ilegal ilegal (llegal logging Peredaran Hasil Hutan
dan TSL) Ilegal
Pelaksanaan

Pengolahan Hasil
Hutan Bukan Kayu
(HHBK)

Terlaksananya
Pelayanan Perizinan
Berusaha Pengolahan
Hasil Hutan Bukan
Kayu Skala kecil dan
Menengah yang menjadi
Kewenangan Provinsi

Jumlah Permohonan
PBPHH Bukan Kayu
Skala Kecil dan
Menengah yang
Dilayani

Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Penerbitan
Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan
Bukan Kayu
(IUIPHHBK) melalui
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

Terpenuhinya
Kebutuhan Bahan Baku
dan Akses Pasar bagi
PBPH HHBK Skala Kecil
dan Menengah

Jumlah Unit
Managemen PBPH
HHBK Skala Kecil dan
Menengah Beroperasi

Pembudidayaan Hasil
Hutan Bukan Kayu
dengan tidak
Mengurangi Fungsi
Pokoknya

Terpenuhinya Hak
Akses SI- RPBBPHH
bagi PBPHHHHBK Skala
Kecil dan Menengah

Jumlah Unit
Managemen PBPHH
HHBK Skala Kecil dan
Menengah yang
Memiliki Hak Akses
SI- RPBBPHH

Pengawasan Perizinan
Pengolahan Hasil
Hutan Bukan Kayu

Terpenuhinya hak akses
SIRPBBPHH bagi
PBPHH (Kayu dan/atau
HHBK) Skala Kecil dan

Jumlah Unit
managemen PBPHH
(kayu dan/atau
HHBK) skala Kecil dan

Fasilitasi hak akses SI-
RPBBPHH bagi PBPHH
(Kayu dan/atau
HHBK) Skala Kecil dan

menengah menengah yang menengah yang
memiliki Hak Akses menjadi kewenangan
SI-RPBBPHH provinsi
Terpenuhinya Jumlah Unit Fasilitasi Fasilitasi

kebutuhan bahan baku
dan akses Pasar bagi
PBPHH Skala kecil dan
menengah

managemen PBPHH
(kayu dan/atau
HHBK) skala Kecil dan
menengah beroperasi

PBPHH skala Kecil dan
Menengah untuk akses
sumber bahan baku
(kayu dan/atau HHBK)
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Terlaksananya

Jumlah permohonan

dan Pasarak akses SI-
RPBBPHH bagi PBPHH
(Kayu dan/atau
HHBK) Skala Kecil dan
menengah yang
menjadi kewenangan
provinsi

pelayanan Perizinan
Berusaha Pengolahan
Hasil Hutan (PBPHH)
Kayu dan/atau Bukan
Kayu skala dan
menengah kecil yang

PBPHH Kayu
dan/atau Bukan Kayu
skala kecil dan
menengah yang
dilayani

Fasilitasi Pelayanan
Perizinan Berusaha
Pengolahan Hasil
Hutan (PBPHH) Kayu
dan/atau HHBK skala
kecil dan menengah

Pembinaan (Bimbingan

Teknis) Kegiatan
Pengolahan Hasil Hutan
(Kayu dan/atau HHBK)

yang menjadi
menjadi kewenangan kewenangan provinsi
provinsi
Terlaksananya Jumlah Pemegang Pelaksanaan

PBPHH yang taat
dalam pemenuhan
kewajiban dan patuh
terhadap ketentuan
peraturan perundang-
undangan

Pembinaan (Bimbingan
Teknis) Kegiatan
Pengolahan Hasil
Hutan (Kayu dan/atau
HHBK) skala kecil dan
menengah yang
menjadi kewenangan
provinsi

Terselaksananya Unit

Pelaksanaan
Pengolahan Hasil
Hutan Kayu dengan
Kapasitas Produksi
<6000 m3/Tahun

Managemen yang
Melaksanakan Tertib
Pelaporan RKOPHH
untuk Pemegang
PBPHH (Kayu dan

Melaksanakan Tertib

Jumlah Unit
Managemen yang

Pelaporan RKOPHH
untuk Pemegang
PBPHH (Kayu dan

Rencana Pengolahan
Hasil Hutan Kayu
dengan Kapasitas
Produksi <6000
m3/Tahun

(Kayu dan/atau HHBK)

Pengawasan PBPHH

untuk Skala Usaha
Kecil dan Menengah
yang menjadi

Kewenangan Provinsi

Pengawasan PBPHH

HHBK) untuk Skala

menjadi Kewenangan

HHBK) Skala Usaha HHBK) Skala Usaha
Kecil dan Menengah Kecil dan Menengah
Terlaksananya Jumlah Dokumen Pembinaan dan
Pembinaan, Pelaksanaan Pelaksanaan
Pengendalian dan Pembinaan,

Pengendalian dan
(Kayu dan/atau

Usaha Kecil dan
Menengah yang

Provinsi

Terlaksananya

Jumlah Permohonan

Pengolahan Hasil
Hutan Kayu dengan
Kapasitas Produksi
<6000 m3/Tahun

Fasilitasi Pemenuhan
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Pelayanan Perizinan
Berusaha Pengolahan
Hasil Hutan Kayu Skala
Kecil dan Menengah
yang menjadi
Kewenangan Provinsi

PBPHH Kayu Skala
Kecil dan Menengah
yang Dilayani

Komitmen Izin Usaha
Industri Primer Hasil
Hutan Kayu (IUIPHHK)
dengan Kapasitas
Produksi <6000
m3/Tahun melalui
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

Terlaksananya
Pengawasan PBPHH
(Kayu dan/atau HHBK)
untuk skala usaha kecil
dan menengah yang
menjadi kewenangan

Laporan Kegiatan
pelaksanaan
Pengawasan PBPHH
(Kayu dan/atau
HHBK) untuk skala
usaha kecil dan
menengah yang

Pembinaan dan
Pengawasan PBPHH
(Kayu dan/atau
HHBK) skala kecil dan
menengah yang
menjadi kewenangan
provinsi

provinsi
menjadi kewenangan
provinsi
Terlaksananya Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH

Pengendalian PBPHH
(Kayu dan/atau HHBK)
skala kecil dan

Pengendalian PBPHH
(Kayu dan/atau
HHBK) skala kecil dan

(Kayu dan/atau
HHBK) skala kecil dan
menengah yang

menengah menengah dan menjadi kewenangan
Tindaklanjutnya provinsi
berupa pengenaan
Sanksi Adminsitrati
Terlaksananya Tertib pelaporan Pemantauan Rencana

Pemantauan/Monitoring
pelaporan RKOPHH
untuk PBPHH (Kayu

dan HHBK) skala usaha
kecil dan menengah

RKOPHH untuk
Pemegang PBPHH
(Kayu dan HHBK)

skala usaha kecil dan
menengah

Kerja Operasional
Pengolahan Hasil
Hutan (RKOPHH)
untuk PBPHH (Kayu
dan HHBK) skala
usaha kecil dan
menengah yang
menjadi kewenangan
provinsi

Pelaksanaan
Pengelolaan KHDTK
untuk Kepentingan

Religi

Terlaksananya Fasilitasi
Rencana Pengelolaan
Jangka Panjang KHDTK

Jumlah Dokumen
Rencana Pengelolaan
Jangka Panjang

Penetapan Rencana
Pengelolaan Tempat
Ibadah dan Wisata

Tidak masuk dalm
perencanaan

KHDTK yang Rohani di Kawasan
difasilitasi Hutan
Terlaksananya Jumlah Dokumen Pengawasan dan Tidak masuk dalm
Pengawasan dan Kegiatan Pengawasan Pengendalian perencanaan
Pengendalian KHDTK Pengelolaan KHDTK

Pengelolaan KHDTK

untuk Tempat Ibadah
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Terlaksananya fasilitasi

dan Wisata Rohani
Pembinaan, Jumlah Laporan Pembinaan, Tidak masuk dalm
Pengendalian kegiatan pengawasan Pengendalian dan perencanaan
KHDTK Pengawasan

Pelaksanaan
pengawasan dan
pengendalian

Jumlah Dokumen

Pengelolaan KHDTK

Perencanaan

Tidak masuk dalm
perencanaan

rencana pengelolaan R
jangka panjang KHDTK

encana pengelolaan
jangka panjang
KHDTK yang
difasilitasi

pengelolaan KHDTK

Perbenihan Tanaman
Hutan

Terlaksananya

Jumlah Penerbitan
Perizinan Berusaha

Penetapan Pengadaan
Benih dan Pengedar

Risiko untuk Kegiatan
Usaha Pengadaan dan

Pengedaran Bibit Serta

Pengedaran Benih dan
Bibit bagi Pelaku Usaha
Perorangan dan Badan

Pelayanan Periijinan
Berusaha Berbasis

Pengedaran Benih,
Kegiatan Usaha
Pengadaan dan

Kegiatan Usaha
Pengadaan dan

Usaha Non Perhutani
Terlaksananya

Usaha Pengadaan dan

Pengedaran Benih dan

Berbasis Risiko
(Perorangan dan
Badan Usaha Non
Perhutani) Kegiatan

Pengedaran Benih,
Pengadaan dan

Pengedaran Bibit,

Serta Pengadaan dan

Bibit Dalam Provinsi

Jumlah Sertifikat

Benih dan/atau Bibit
Terdaftar

Sertifikasi Sumber

Sertifikasi Sumber
Benih

Sumber Benih yang
Diterbitkan
Jumlah Sertifikat

Benih

Sertifikasi Mutu Benih

Terlaksananya
Sertifikasi Mutu Benih

Mutu Benih yang
Diterbitkan
Jumlah Sertifikat

Terlaksananya
Sertifikasi Mutu Bibit

Mutu Bibit yang
Diterbitkan
Jumlah Data (Asal

Sertifikasi Mutu Bibit

Terlaksananya
Pengawasan Peredaran
Benih dan/Atau Bibit

Terlaksananya

Usul, Jenis Mutu)
Benih Atau Bibit yang
Beredar

Luas Sumber Benih

Pengawasan Peredaran
Benih dan/atau Bibit

Pembangunan Sumber

Pembangunan Sumber
Benih

yang Dibangun

Jumlah bibit

Benih

Pembuatan dan

Tersedianya bibit
berkualitas untuk
Rehabilitasi Lahan

berkualitas yang
tersedia untuk

Pengadaan Bibit untuk
Rehabilitasi Lahan

Rehabilitasi Lahan
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Terlaksananya
Pembinaan Perbenihan
Tanaman Hutan

Jumlah kegiatan
pembinaan yang
dilaksanakan dalam
setahun

Pembinaan Perbenihan
Tanaman Hutan

Terlaksananya Luas sumber benih
. Pengelolaan Sumber
Pengelolaan Sumber yang dikelola .
. Benih
Benih
Terlaksananya Jumlah penerbitan

pelayanan periijinan
berusaha berbasis risiko

untuk kegiatan usaha

pengadaan dan
pengedaran benih,

kegiatan usaha
pengadaan dan

pengedaran bibit serta

perizinan berusaha
berbasis risiko
(perorangan dan
badan usaha non
Perhutani) kegiatan
usaha pengadaan dan
pengedaran benih,
pengadaan dan

Pelayanan Perizinan
berusaha berbasis
risiko bidang
perbenihan tanaman

SDA Hayati

dan Ekosistemnya

kegiatan usaha pengedaran bibit, hutan
pengadaan dan serta pengadaan dan
pengedaran benih dan pengedaran benih dan
bibit bagi pelaku usaha bibit dalam provinsi
perorangan dan badan
usaha non Perhutani
; . PROGRAM
Lunsan Pemubian | Kelestarian Samber Indeks KONSERVASI
dan Perlindungan Daya Alam Hayati Keanekaragaman SUMBER DAYA ALAM
Hayati HAYATI

DAN EKOSISTEMNYA

Pengelolaan Taman
Hutan Raya (TAHURA)
Provinsi

Terlaksananya
Pengamanan Kawasan
Tahura Provinsi

Operasi Kegiatan
Pengamanan Kawasan
Tahura Provinsi

Pengamanan Kawasan
TAHURA Provinsi

Terlaksananya
Pengelolaan Jenis
Tumbuhan, Satwa dan
Habitatnya di Tahura
Provinsi

Luas Kawasan Tahura
yang Diinventarisasi
dan Diverifikasi
Dengan Nilai Kehati
Tinggi

Pengawetan
Tumbuhan, Satwa,
serta Habitat TAHURA
Provinsi

Terlaksananya
Pemulihan Ekosistem
Tahura Provinsi

Luas Areal Tahura
yang Dilakukan
Pemulihan Ekosistem

Pemulihan Ekosistem
atau Penutupan
Kawasan sesuai

Rencana Pengelolaan

TAHURA Provinsi

Terlaksananya
Pelayanan Pemanfaatan
Hutan di Tahura

Jumlah Permohonan
Pelayanan
Pemanfaatan di
Tahura yang Ditindak
Lanjuti

Pemanfaatan Jasa
Lingkungan TAHURA
Provinsi

Terlaksananya Kerja
Sama Penyelenggara

Jumlah Perjanjian
Kerja Sama

Kerja Sama
Penyelenggaraaan
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Tahura Provinsi

Penyelenggaraan
Tahura Provinsi

TAHURA Provinsi

Terlaksanakannya
Penguatan Kapasitas
dan Pemberdayaan
Masyarakat di Sekitar
Tahura Provinsi

Jumlah Desa yang
Diberdayakan Melalui
Peningkatan Usaha
Ekonomi Produktif

Penguatan Kapasitas
dan Pemberdayaan
Masyarakat di sekitar
TAHURA Provinsi

Tersedianya Peta Blok
Pengelolaan dan
Penataan Wilayah Kerja
dari Tahura
Berdasarkan Hasil
Penataan Kawasan
Tahura Provinsi

Jumlah Peta Blok
Pengelolaan dan
Penataan Wilayah
Kerja dari Tahura
Berdasarkan Hasil
Penataan Kawasan
Tahura Provinsi

Penyusunan Rencana
Pengelolaan dan
Penataan Blok
TAHURA

Terlaksananya Kegiatan
Perencanaan Tahura
Provinsi

Jumlah Dokumen
Rencana Pengelolaan
Tahura (Jangka
Panjang dan Jangka
Pendek) yang
Ditetapkan

Perencanaan
Pengelolaan TAHURA

Terlaksananya kegiatan
penanganan konflik
tenurial pada kawasan

Luas areal konflik
tenurial yang
ditangani

Penanganan konflik
tenurial di kawasan

TAHURA TAHURA Provinsi
Terlaksananya Luas kawasan Pengelolaan jenis
pengelolaan jenis TAHURA yang tumbuhan dan satwa

tumbuhan, satwa dan
habitatnya di Tahura
Provinsi

diinventarisasi dan
Diverifikasi dengan
nilai Kehati tinggi

beserta habitatnya di
Tahura Provinsi

Terlaksananya
Pemulihan Ekosistem
Tahura Provinsi

Luas Areal Tahura
yang Dilakukan
Pemulihan Ekosistem

Pemulihan Ekosistem
TAHURA Provinsi

Terlaksananya
Pengamanan Kawasan
Tahura Provinsi

Luas Kawasan
TAHURA Provinsi yang
diamankan

Pengamanan Kawasan
TAHURA Provinsi

Pelaksanan Penataan
Blok TAHURA Provinsi

Tersedianya peta blok
pengelolaan dan
penataan wilayah
kerja dari Tahura
berdasarkan hasil
penataan kawasan
Tahura Provinsi

Penataan kawasan
Tahura Provinsi

Perlindungan
Tumbuhan dan Satwa
Liar yang
TidakDilindungi
dan/atau Tidak Masuk
dalam Lampiran
(Appendix) CITES
(Convension On
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International Trade In
Endangered Species)
untuk Kewenangan

Daerah Provinsi

Terlaksananya
Pengendalian dan
Pengawasan Tumbuhan
dan Satwa Liar (T'SL)
yang tidak Dilindungi
dan/atau Tidak Masuk
dalam Lampiran CITES

Jumlah Laporan
Pengendalian dan
Pengawasan
Tumbuhan dan Satwa
Liar (TSL) yang Tidak
Dilindungi dan/atau
Tidak Masuk dalam
Lampiran CITES

Pengendalian dan
PengawasanTumbuhan
dan Satwa Liar yang
tidak Dilindungi
dan/atau Tidak Masuk
dalam Lampiran CITES

Pengelolaan Kawasan
Bernilai Ekosistem
Penting, Daerah
Penyangga Kawasan
Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian

Alam

Terencananya Jumlah Dokumen Perencanaan

Pemanfaatan Ekosistem Perencanaan Pemanfaatan
Karst Pemanfaatan Ekosistem Karst

Ekosistem Karst

Terlaksananya Luas Kerusakan Karst Pengendalian
Pengendalian yang Tertangani Kerusakan dan

Kerusakan dan Pemeliharaan

Pemeliharaan Ekosistem

Ekosistem Karst

Karst
Terencananya Jumlah Dokumen Perencanaan
Pemanfaatan Ekosistem Perencanaan Pemanfaatan
Lahan Basah Pemanfaatan Lahan Ekosistem Lahan
Basah Basah
Terlaksananya Pengendalian
Pengendalian Luas Kerusakan Kerusakan dan

Kerusakan dan

Lahan Basah yang

Pemeliharaan

Pemeliharaan Ekosistem Tertangani Ekosistem Lahan
Lahan Basah Basah
Terlaksananya Jumlah Penguatan Kapasitas
Penguatan Kapasitas Kelompok/Masyarakat dan Pemberdayaan

dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kawasan
Bernilai Ekosistem
Penting Kewenangan
Daerah Provinsi

yang Diberdayakan

Masyarakat di
Kawasan Bernilai
Ekosistem Penting

Kewenangan Daerah
Provinsi

Terlaksananya
Pengelolaan Daerah
Penyangga di Kawasan
Bernilai Ekosistem
Penting

Luas Daerah
Penyangga di
Kawasan Bernilai
Ekosistem Penting
yang Dikelola

Pengelolaan Daerah
Penyangga di Kawasan
Bernilai Ekosistem
Penting Kewenangan
Daerah Provinsi

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029




¥

@ DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
=

Meningkatnya nilai
efektivitas pengelolaan
koridor hidupan liar

Luas koridor hidupan
liar yang dikelola

Pengelolaan koridor
hidupan liar

Terlaksananya
penetapan koridor
hidupan liar satwa

dokumen Peta koridor
hidupan liar satwa
yang disepakati

Penetapan koridor
hidupan liar

mulitipihak
Terencananya Jumlah Dokumen Perencanaan
Pemanfaatan Ekosistem Perencanaan Pengelolaan Ekosistem
Lahan Basah Pemanfaatan Lahan Lahan Basah
Basah
Meningkatnya Persentase PROGRAM
Pemanfaatan Akses Peningkatan PENDIDIKAN DAN
Legal oleh Meningkatnya Kelompok Tani Hutan PELATIHAN,
Masyarakat dalam Kualitas Sumber (KTH) (KTH Madya) PENYULUHAN DAN
Pengelolaan Potensi | Daya Manusia di PEMBERDAYAAN

Hutan dan
Persetujuan
Perhutanan Sosial

Bidang Kehutanan

MASYARAKAT DI
BIDANG KEHUTANAN

Persentase
Peningkatan Kelas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial
(KUPS) (Menuju Silver)

Pelaksanaan
Penyuluhan
Kehutanan Provinsi
dan
Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang
Kehutanan

Terlaksananya
Penguatan dan
pendampingan
kelembagaan Kelompok
Tani Hutan

Penguatan dan
Pendampingan
Kelembagaan
Kelompok Tani Hutan

Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas

Jumlah Penyuluh
Kehutanan yang

Peningkatan Kapasitas

T1

T1

untuk Penyuluh Dilakukan dan Kompetensi
Kehutanan Peningkatan Penyuluh Kehutanan
Kapasitas
Terlaksananya Jumlah Kelompok
Penguatap dan Tani Hgtgn yang Penilaian / Uji
Pendampingan Mandiri yang

Kelembagaan Kelompok
Tani Hutan

Mengikuti Penguatan
dan Pendampingan
Kelembagaan

Kompetensi SDM
Bidang Kehutanan

S1.1

Terfasilitasinya
Penerbitan Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan

Luas Kawasan yang
Disiapkan untuk
Perhutanan Sosial

Pengembangan Usaha
Perhutanan Sosial
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Sosial

Terlaksananya SDM
bidang Kehutanan yang

Jumlah SDM bidang
kehutanan yang

Peningkatan Kapasitas

Masyarakat dalam
Kegiatan Pengelolaan

Masyarakat dalam

OC1.1.1 Meningkat meningkat dar.1 Kompetensi SDM
. Bidang Kehutanan
kapasitasnya
Terfasilitasinya Luas Kawasan van
penerbitan persetujuan disiapkan un t}; Kk € Penyiapan Perhutanan
pengelolaan perhutanan b . Sosial
sosial Perhutanan Sosial
Meningkatnya Meningkatnya Peml}i{ }flatﬁn Zg;upan PROGRAM
Kelestarian dan Kelestarian dan Semba danpSun ai PENGELOLAAN
Fungsi Daerah Fungsi Daerah (Peninpkatan Tu t§ an DAERAH ALIRAN
Aliran Sungai (DAS) | Aliran Sungai (DAS) & Jutup SUNGAI (DAS)
Lahan Kritis)
Pelaksanaan
Pengelolaan DAS
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Terlaksananya Jumlah Orang yang
Pemberdavaan Mengikuti Pemberdayaan
¥ Pemberdayaan Masyarakat dalam

Kegiatan Pengelolaan

Kegiatan Pengelolaan DAS
DAS DAS
Terlaksananya Jumlah Lembaga yang Pengembangan
Pembentukan dan Dibentuk dan Kelembagaan

Pengembangan Forum
Pengelolaan DAS

Dikembangkan dalam
Forum Pengelolaan
DAS

Pengelolaan DAS

Tersusunnya dan
ditetapkannya Rencana
Pengelolaan DAS

Jumlah dokumen
rencana pengelolaan
DAS yang ditetapkan

Penyusunan dan
Penetapan Rencana
Pengelolaan DAS
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan
dalam Daerah

Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah
Meningkatnya Jumlah dokumen Peningkatan
Optimalisasi Fungsi dan sinkronisasi dan Koordinasi dan
Daya Dukung Wilayah koordinasi Sinkronisasi
DAS optimalisasi DAS Optimalisasi Fungsi

dan Daya Dukung
Wilayah DAS
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TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN 88.608.446.856 86.000.000.000 88.240.000.000 90.460.000.000 92.650.000.000
3.28.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 57.200.000.000 57.700.000.000 58.200.000.000 58.700.000.000 59.200.000.000
PROVINSI
Terwujudnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat .
publik yang prima dan akuntabel (IKM) 86 87.5 56.480.000.000 88 56.980.000.000 88.5 57.480.000.000 90 57.980.000.000 90.5 58.480.000.000 | Dinas Kehutanan
Hasil Monev keterbukan informasi 5
Badan Publik kategori PD 25 72 74 76 78 80 Dinas Kehutanan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76.42 77 775 78 79 80 Dinas Kehutanan
3.28.01.1.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 | Dinas Kehutanan
Kinerja Perangkat Daerah
Persentase penataan dokumen
program perencanaan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja "
penganggaran pelaporan dan Perangkat Daerah 100 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 | Dinas Kehutanan
evaluasi
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil "
el ey ETET LEFEE 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Dinas Kehutanan
Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan .
Perangkat Daerah 100 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 | Dinas Kehutanan
3.28.01.1.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 | Dinas Kehutanan
Daerah
Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan .
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah 100 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 | Dinas Kehutanan
3.28.01.1.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian "
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Dinas Kehutanan
Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Kinerja dan lkhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil | SKPD dan Laporan Hasil 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Dinas Kehutanan
Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
3:28.01.1.01.0007 - Evaluasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 | Dinas Kehutanan
inerja Perangkat Daerah
Terlaksananya Evaluasi Kinerja | Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja 100 100 200.000.000| 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000| 100 200.000.000 | Dinas Kehutanan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
QA - AT 52.420.000.000 52.920.000.000 53.420.000.000 53.920.000.000 54.420.000.000 | Dinas Kehutanan
Keuangan Perangkat Daerah
P RERE D Jumlah Dokumen Penatausahaan
P u dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 1 1 520.000.000 1 520.000.000 1 520.000.000 1 520.000.000 1 520.000.000 | Dinas Kehutanan
pengelolaan keuangan SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
;ah“”. ST CER LR (] 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 | Dinas Kehutanan
oordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi 9
Penyusunan Laporan Keuangan 19 19 200.000.000 19 200.000.000 19 200.000.000 19 200.000.000 19 200.000.000 | Dinas Kehutanan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
paenoEndivanditeneimaitail 300 300 51.500.000.000 | 300 | 52.000.000.000 300 52.500.000.000 300 53.000.000.000 | 300 53.500.000.000 | Dinas Kehutanan
dan Tunjangan ASN
3.28.01.1.02.0001 - Penyediaan .
Gaji dan Tunjangan ASN 51.500.000.000 52.000.000.000 52.500.000.000 53.000.000.000 53.500.000.000 | Dinas Kehutanan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji 300 300 51.500.000.000 | 300 52.000.000.000 300 52.500.000.000 300 53.000.000.000 | 300 53.500.000.000 | Dinas Kehutanan
ASN dan Tunjangan ASN
3.28.01.1.02.0003 - Pelaksanaan
Penatausahaan dan
520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 | Dinas Kehutanan
Penguijian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Terlaksananya Penatausahaan dan | Jumlah Dokumen Penatausahaan
Penguijian/Verifikasi Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 1 1 520.000.000 1 520.000.000 1 520.000.000 1 520.000.000 1 520.000.000 | Dinas Kehutanan
SKPD SKPD
3.28.01.1.02.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 | Dinas Kehutanan
Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan .
Akhir Tahun SKPD dan Laporan %:TL:?‘“SL;F‘,’BFZ’;”KE:E"Q?:;‘:::i:r
Hasil Koordinasi Penyusunan e P 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 | Dinas Kehutanan
. Koordinasi Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan Akhir Tahun K .
SKPD euangan Akhir Tahun SKPD
3.28.01.1.02.0007 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan "
Ny £ e e 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 | Dinas Kehutanan
SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi SKPD dan Laporan Koordinasi 19 19 200.000.000 19 200.000.000 19 200.000.000 19 200.000.000 19 200.000.000 | Dinas Kehutanan
Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD SKPD
S0 = AGTIEEE] 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 | Dinas Kehutanan
Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan UL (el (Be R
PERERETE Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 10 10 70.000.000 10 70.000.000 10 70.000.000 10 70.000.000 10 70.000.000 | Dinas Kehutanan
= Pendidikan dan Pelatihan
3.28.01.1.05.0009 - Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 | Dinas Kehutanan
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terlaksananya Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 10 10 70.000.000 10 70.000.000 10 70.000.000 10 70.000.000 10 70.000.000 | Dinas Kehutanan
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum q
Perangkat Daerah 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 | Dinas Kehutanan
Persentase Fasilitasi Administrasi Jumlah Paket Barang Cetakan dan .
Ui Reaeniarn Penggandaan yang Disediakan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 [ Dinas Kehutanan
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 1 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 | Dinas Kehutanan
Disediakan
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | Dinas Kehutanan
Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | Dinas Kehutanan
SKPD
R DK pnatausehaan 1 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 | Dinas Kehutanan
Arsip Dinamis pada SKPD A A e A e
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 | Dinas Kehutanan
Undangan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | Dinas Kehutanan
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | Dinas Kehutanan
Kantor Kantor yang Disediakan
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 | Dinas Kehutanan
Kantor
T di Peralatan d Jumlah Paket Peralatan dan
ersedianya Ferajatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 | Dinas Kehutanan
Perlengkapan Kantor Disedi
isediakan
2 e B0 e vediash 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | Dinas Kehutanan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan | Jumiah Paket Barang Cetakan dan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | Dinas Kehutanan
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan
ZElER e G R 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 | Dinas Kehutanan
Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pe(undgng- 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 | Dinas Kehutanan
Undangan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | Dinas Kehutanan
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | Dinas Kehutanan
SKPD SKPD

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

B




% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.01.1.06.0010 -
Penatausahaan Arsip Dinamis 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 | Dinas Kehutanan
pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan .
Arsip Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 | Dinas Kehutanan
3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang _ _ _ _ _| Dinas Kehutanan
Urusan Pemerintah Daerah
P Jumlah Unit Gedung Kantor atau
CIRSEhIEED | FEREECEEEN (EEEny Bangunan Lainnya yan - - - - - | Dinas Kehutanan
Milik Daerah yang terlaksana Disegdiakan va yang
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin q
Lainnya yang Disediakan - : ° B = | s e viEE
3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan "
Peralatan dan Mesin Lainnya - : ° ° = || lies e e
Tersedianya Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin .
Lainnya Lainnya yang Disediakan : : ° B - | Dinas Kehutanan
3.28.01.1.07.0009 - Pengadaan
Gedung Kantor atau Bangunan - - - - - | Dinas Kehutanan
Lainnya
. Jumlah Unit Gedung Kantor atau
gz;s;‘?;z:yfaﬁi?/:ng Kantor atau Bangunan Lainnya yang - - - - - | Dinas Kehutanan
Disediakan
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa
PO UREED 1.340.000.000 1.340.000.000 1.340.000.000 1.340.000.000 1.340.000.000 | Dinas Kehutanan
Pemerintahan Daerah
faoEsniaseleen ediaaniass Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Surat Menyurat 12 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 | Dinas Kehutanan
Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 800.000.000 12 800.000.000 12 800.000.000 12 800.000.000 12 800.000.000 | Dinas Kehutanan
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 12 520.000.000 12 520.000.000 12 520.000.000 12 520.000.000 12 520.000.000 | Dinas Kehutanan
Listrik yang Disediakan
D28 008000 erenved aan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 | Dinas Kehutanan
Jasa Surat Menyurat
gﬁ:ftk,\sﬂae”nay’;{:tpe"yediaa” Jasa étgf&tﬁ?ﬁ::{“ Penyediaan Jasa 12 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 | Dinas Kehutanan
3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 | Dinas Kehutanan
dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
s Y . S Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 12 520.000.000 12 520.000.000 12 520.000.000 12 520.000.000 12 520.000.000 | Dinas Kehutanan
umber Daya Air dan Listrik Listrik yang Disediakan
D28 0050000 enyed iaan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 | Dinas Kehutanan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 800.000.000 12 800.000.000 12 800.000.000 12 800.000.000 12 800.000.000 | Dinas Kehutanan
Umum Kantor Disediakan
3.28.01.1.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 | Dinas Kehutanan
Urusan Pemerintahan Daerah
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Persentase Penyediaan Jumlah Sarana dan Prasarana
PemelliErezm B WMk BECRT || Geeting Remer ez Eemgimen 10 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 | Dinas Kehutanan
Penunjang Urusan Pemerintahan Lainnya yang
Daerah Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Dinas Kehutanan
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas q
Jabatan yang Dipelihara dan 23 60 1.000.000.000 60 1.000.000.000 60 1.000.000.000 60 1.000.000.000 60 1.000.000.000 | Dinas Kehutanan
Dibayarkan Pajaknya
3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 | Dinas Kehutanan
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas i
Kendaraan Perorangan Dinas atau | Jabatan yang Dipelihara dan 23 60 1.000.000.000 60 1.000.000.000 60 1.000.000.000 60 1.000.000.000 60 1.000.000.000 | Dinas Kehutanan
Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
3.28.01.1.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Dinas Kehutanan
Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Bangunan Lainnya yang 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Dinas Kehutanan
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
3.28.01.1.09.0010 -
pereliaraan Refiatiitasibaisna 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Dinas Kehutanan
dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | Gedung Kantor atau Bangunan .
dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya yang 10 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 | Dinas Kehutanan
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Tem{ujudnya lfualitas pelayanan Hasil Mone\( keterbuklan informasi 27 72 60.000.000 74 60.000.000 76 60.000.000 78 60.000.000 80 60.000.000 UETD KPHP Kerinci
publik yang prima dan akuntabel Badan Publik kategori PD Unit |
Indeks Kepuasan Masyarakat 86 87.5 88 88.5 90 905 UETD KPHP Kerinci
(IKM) Unit |
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76.42 77 775 78 79 80 thn'TtTID NP ]
AUV EKLD o/ IRl Ui 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
Perangkat Daerah Unit |
- . .| Jumlah Paket Komponen Instalasi N
Persentase Fasilitasi Administrasi || ;rit/penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
Umum Perkantoran A Unit |
Kantor yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan -
dan Peraturan Perundang- 20 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - UF.’TD NP ]
o Unit |
Undangan yang Disediakan
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Jumlah Laporan Penyelenggaraan N
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 G’nﬁtTID R RernG
SKPD
Ul (PR V) CHERE G 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
Penggandaan yang Disediakan Unit |
Jumlah Paket Peralatan dan N
Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 G’n'?tTID R RernG
Disediakan
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi -
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | YPTD KPHP Kerinci
] Unit |
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP Kerinci
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 Unit |
Kantor Kantor yang Disediakan
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan -
Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 ljJn'TtTlD iCgiligiennet
Kantor
. Jumlah Paket Peralatan dan -
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
Perlengkapan Kantor o Unit |
Disediakan
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan UPTD KPHP Kerinci
Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Unit |
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang‘Cetr?\kan dan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 UI?TD KPHP Kerinci
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Unit |
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan _ _ B B _| UPTD KPHP Kerinci
Unit |
Perundang-Undangan
: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan -
Tersedianya Bahan Bacaan dan UPTD KPHP Kerinci
Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang- 20 20 ° 20 ° 20 ) 20 ) 20 | Unitl
Undangan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi P
dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 LthFi’tTID AR ]
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP Kerinci
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 .
Unit |
SKPD SKPD
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa
e UEsm 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 | WPTO KPHP Kerinci
Pemerintahan Daerah
Persentase Pemenuhan Sarana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP Kerinci
Penunjang Operasional Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 Unit |
Perkantoran Disediakan
sl (LETseetn (Rt e 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2,000,000/ | VTR KEHE Kerinci

Unit |
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Seacolgtosco0igienvedias 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 210001000] el bigier el
Jasa Surat Menyurat Unit |
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 UETD KPHP Kerinci
Surat Menyurat Surat Menyurat Unit |
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan UPTD KPHP Kerinci
Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Unit |
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa -
Tersedianya Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | WP TD KPHP Kerinci
Umum Kantor o Unit |
Disediakan
Terwujudnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD KPHP Bungo
publik yang prima dan akuntabel (IKM) 86 87.5 60.000.000 88 60.000.000 88.5 60.000.000 90 60.000.000 90.5 60.000.000 Unit Il dan 11l
o UPTD KPHP Bungo
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76.42 77 775 78 79 80 Unit Il dan 111
Hasil Monev keterbukan informasi UPTD KPHP Bungo
Badan Publik kategori PD 2 72 " & 7 &Y Unit I dan Il
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum UPTD KPHP Bungo
Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Unit Il dan 11l
Presentase Fasilitasi Administrasi Jumlah Paket Barang Cetakan dan UPTD KPHP Bungo
Umum Perkantoran Penggandaan yang Disediakan t t I Es t D Es i RIO00Y t U000 g RUI0000 Unit Il dan Il
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | UPTD KPHP Bungo
Co Unit Il dan 11
Disediakan
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | WP TD KPHP Bungo
g Unit Il dan 11
Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 GJ'?T”D dKPTI}ID e
SKPD nit Il dan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP Bungo
dan Peraturan Perundang- - - - - = Unit Il dan 1
Undangan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | UPTD KPHP Bungo
- Unit Il dan 11
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP Bungo
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 . 9
isedi Unit Il dan 11l
Kantor Kantor yang Disediakan
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | UPTD KPHP Bungo
Unit Il dan 11
Kantor
. Jumlah Paket Peralatan dan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | UPTD KPHP Bungo
Perlengkapan Kantor Disediakan Unit Il dan 111
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
2'28'01 UBO0ES = [RenEe 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | UPTD KPHP Bungo
arang Cetakan dan Penggandaan Unit Il dan Ill
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 UPTD KPHP Bungo
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan e e U e U Unit Il dan Ill
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan _ _ R R _| UPTD KPHP Bungo
Unit Il dan Ill
Perundang-Undangan
. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan dan Peraturan Perundang- _ ~ R R R UETD KPHP Bungo
Peraturan Perundang-Undangan R Unit Il dan 11
Undangan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32,000,000 | /TP KPHE Bungo
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP Bungo
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 Unit Il dan I 9
SKPD SKPD a
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa
) UsEm 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 L‘,JnFi’tTl? d’;mlp ERNGO
Pemerintahan Daerah
Persentase Pemenuhan Sarana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP Bungo
Penunjang Operasional Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 Unit Il dan 111 9
Perkantoran Disediakan
JaElD (LT (REmpetEEm e 1 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 | UPTD KPHP Bungo
Surat Menyurat Unit Il dan 11
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan UPTD KPHP Bungo
Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Unit Il dan 11l
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP Bungo
Surat Menyurat Surat Menyurat 1 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 Unit Il dan 11l
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan UPTD KPHP Bungo
Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Unit Il dan 11l
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
LTerEd'a”ya Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | UPTD KPHP Bungo
mum Kantor o Unit Il dan I
Disediakan
: ) : ) ) UPTD KPHP
TemalnE (ElES pebvErEn | s ey (e En (e 25 72 60.000.000 74 60.000.000 76 60.000.000 78 60.000.000 80 60.000.000 | Merangin Unit IV, V
publik yang prima dan akuntabel Badan Publik kategori PD dan VI
UPTD KPHP
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76.42 77 775 78 79 80 Merangin Unit IV, V

dan VI
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% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT oz
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
UPTD KPHP
IGIehes [Repmeesm Rl at 86 87.5 88 88.5 90 90,5 Merangin Unit IV, V
() dan VI
- ; UPTD KPHP
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum A "
Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 !\j/l:ﬁ;\lgm Unit IV, V
Persentase Fasilitasi Administrasi Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP
Ui PEEn Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | Merangin Unit IV, V
u Kantor yang Disediakan dan VI
UPTD KPHP
dloilln (PELGH By (CelELen Gem 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 | Merangin Unit IV, V
Penggandaan yang Disediakan dan VI
Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 | Merangin Unit IV, V
SKPD dan VI
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP
dan Peraturan Perundang- - - - - - | Merangin Unit IV, V
Undangan yang Disediakan dan VI
Jumlah Paket Peralatan dan UPTD KPHP
Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | Merangin Unit IV, V
Disediakan dan VI
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi UPTD KPHP
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | Merangin Unit IV, V
Listrik/Penerangan Bangunan dan VI
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | Merangin Unit IV, V
Kantor Kantor yang Disediakan dan VI
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan UPTD KPHP
Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | Merangin Unit IV, V
Kantor dan VI
Tersedianya Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan UPTD KPHR
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | Merangin Unit IV, V
Disediakan dan VI
) UPTD KPHP
D28 10000 Dpenved iaan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | Merangin Unit IV, V
Barang Cetakan dan Penggandaan dan VI
. UPTD KPHP
Tersedianya Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 | Merangin Unit IV, V
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan dan VI
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% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan _ _ _ _ _ “:J;:Egﬁpggt WV
Perundang-Undangan dank/
Tersedianya Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP
dan Peraturan Perundang- - - - - - | Merangin Unit IV, V
Peraturan Perundang-Undangan Undangan yang Disediakan dan VI
3.28.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi UPTD KPHP
dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 | Merangin Unit IV, V
dan VI
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 | Merangin Unit IV, V
SKPD SKPD dan VI
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa UPTD KPHP
Femunfze) Uz 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 | Merangin Unit IV, V
Pemerintahan Daerah dan VI
Persentase Pemenuhan Sarana . UPTD KPHP
Penunjang Operasional é‘ffg?&:ﬁ"ﬁ:{‘ el eizaniasd 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 | Merangin Unit IV, V
Perkantoran Y dan VI
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP
Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | Merangin Unit IV, V
Disediakan dan VI
. UPTD KPHP
ST = il 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | Merangin Unit IV, V
Jasa Surat Menyurat dan VI
i ; UPTD KPHP
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa . .
Surat Menyurat Surat Menyurat 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 g/laenravnlgln Unit IV, V
R UPTD KPHP
D28 0080000 enyed iaan 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 | Merangin Unit IV, V
Jasa Pelayanan Umum Kantor dan VI
Tersedianya Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP
Y Y Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | Merangin Unit IV, V
Umum Kantor oo
Disediakan dan VI
Terwujudnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat WIPUD) (4212 LW
. X 86 87.5 60.000.000 88 60.000.000 88.5 60.000.000 90 60.000.000 90.5 60.000.000 | Unit VIl Hulu
publik yang prima dan akuntabel (IKM) Sarolangun
UPTD KPHP Limau
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76.42 77 775 78 79 80 Unit VII Hulu
Sarolangun

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

B




% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
. . . UPTD KPHP Limau
Hasil Mone\_/ keterbuk_an informasi 25 72 74 76 78 80 Unit VIl Hulu
Badan Publik kategori PD
Sarolangun
- ; UPTD KPHP Limau
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum .
Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 gmtVII Hulu
arolangun
S A A Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP Limau
Persentase Fasilitasi Administrasi o
Vi RatEnieem dan Peraturan Per.und?ng- - - - - - | Unit VIl Hulu
Undangan yang Disediakan Sarolangun
Jumlah Paket Peralatan dan UPTD KPHP Limau
Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | Unit VIl Hulu
Disediakan Sarolangun
Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP Limau
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | Unit VIl Hulu
Kantor yang Disediakan Sarolangun
UPTD KPHP Limau
Jumlah Paket Barang Cetakan dan .
A 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 | Unit VIl Hulu
Penggandaan yang Disediakan Sarolangun
Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP Limau
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 | Unit VIl Hulu
SKPD Sarolangun
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi UPTD KPHP Limau
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | Unit VIl Hulu
Listrik/Penerangan Bangunan Sarolangun
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP Limau
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | Unit VIl Hulu
Kantor Kantor yang Disediakan Sarolangun
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan UPTD KPHP Limau
Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | Unit VIl Hulu
Kantor Sarolangun
Tersedianya Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan UPTD KPHP Limau
P V Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | Unit VIl Hulu
erlengkapan Kantor P
Disediakan Sarolangun
) UPTD KPHP Limau
g.azr?a.r(\)1 .éé()tgigaoga_npsgr{ed::dnaan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | Unit VIl Hulu
9 99 Sarolangun
. UPTD KPHP Limau
Tersedianya Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 | Unit VII Hulu
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Sarolangun
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BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Badan Publik kategori PD

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan UPTD KPHP Limau
Bahan Bacaan dan Peraturan n
- - - - - | Unit VIl Hulu
Perundang-Undangan Salanglin
Tersedianya Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP Limau
Peraturan Perundang-Undangan Eljan Peraturan Per_und_ang- - - - - - | Unit VIl Hulu
ndangan yang Disediakan Sarolangun
3.28.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi UPTD KPHP Limau
dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 | Unit VII Hulu
Sarolangun
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP Limau
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 | Unit VII Hulu
SKPD SKPD Sarolangun
g::Ta:\O%; er:]yediaan Jasa UPTD KPHP Limau
unjang Yru 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 | Unit VII Hulu
Pemerintahan Daerah Sarolangun
Persentase Pemenuhan Sarana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP Limau
Penunjang Operasional Pelayanan Umum Kantor yang 1 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | Unit VII Hulu
Perkantoran Disediakan Sarolangun
. UPTD KPHP Limau
LD (LT (R edlee e 1 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 | Unit VIl Hulu
Surat Menyurat
Sarolangun
. UPTD KPHP Limau
SN o[ RET EE 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | Unit VI Hulu
Jasa Surat Menyurat
Sarolangun
. . UPTD KPHP Limau
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa .
Surat Menyurat Surat Menyurat 1 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 | Unit VIl Hulu
Sarolangun
. UPTD KPHP Limau
oo OLOS 000 saspyediasy 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 | Unit VIl Hulu
Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sarolangun
Tersedianya Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP Limau
u Y Y Pelayanan Umum Kantor yang 1 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | Unit VIl Hulu
mum Kantor o
Disediakan Sarolangun
Terwujudnya kualitas pelayanan | \;.i saAkiP Perangkat Daerah 76.42 77 60.000.000| 775 60.000.000 78 60.000.000 79 60.000.000 80 60.000.000 | UPTD KPHP Unit
publik yang prima dan akuntabel VIII Hilir Sarolangun
Hasil Monev keterbukan informasi 25 72 74 76 78 80 UPTD KPHP Unit

VIII Hilir Sarolangun
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% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD KPHP Unit
(IKM) 56 B 68 68.5 90 90:5 VIII Hilir Sarolangun
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum UPTD KPHP Unit
Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 VI Hilir Sarolangun
Persentase Fasilitasi Administrasi | >um!ah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP Unit
Umum Perkantoran GETD [MEIELUIEN (MERUTEEE - : ° B “ | VIl Hilir Sarolangun
Undangan yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP Unit
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 VI Hili
SKPD ilir Sarolangun
Jumlah Paket Barang Cetakan dan UPTD KPHP Unit
Penggandaan yang Disediakan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 VIl Hilir Sarolangun
Jumlah Paket Komponen Instalasi .
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 \%:TL%:(g:,Z;}an
Kantor yang Disediakan g
Jumlah Paket Peralatan dan )
Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | UPTD KPHP Unit
P VIII Hilir Sarolangun
Disediakan
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi _
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | U TD KPHP Unit
At VIII Hilir Sarolangun
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP Unit
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 VIl Hilir Sarol
Kantor Kantor yang Disediakan ir Sarolangun
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan .
Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 \f”ﬁ’ LEI' KSF’ HPI Wit
[ ilir Sarolangun
: Jumlah Paket Peralatan dan .
Tersedianya Peralatan dan UPTD KPHP Unit
Perlengkapan Kantor Plerler)gkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 VI Hilir Sarolangun
Disediakan
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan UPTD KPHP Unit
Barang Cetakan dan Penggandaan 000000 000000 L0000 000000 ROC0000 VIII Hilir Sarolangun
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang‘Cetgkan dan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 UPTI'T)‘ KPHP Unit
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan VIII Hilir Sarolangun
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@ DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan _ _ _ _ _| UPTD KPHP Unit
VIII Hilir Sarolangun
Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan j:;”lszrgg:grggriig:z Eiacaan _ ~ B R _| UPTD KPHP Unit
Peraturan Perundang-Undangan U undang VIII Hilir Sarolangun
ndangan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi UPTD KPHP Unit
dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 VIl Hilir Sarolangun
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP Unit
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 o
VIII Hilir Sarolangun
SKPD SKPD
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan UPTD KPHP Unit
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 VIl Hilir Sarolangun
Pemerintahan Daerah
Persentase Pemenuhan Sarana . )
Penunjang Operasional e e 12 12 2000000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2000000 12 2.000.000 | UPTD KPHP Unit
Surat Menyurat VIII Hilir Sarolangun
Perkantoran
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP Unit
Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 VIl Hilir Sarol
Disediakan ilir Sarolangun
25 0LL 08,0001 en e 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 21000,000] [ O REHPL Dt
Jasa Surat Menyurat VIII Hilir Sarolangun
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP Unit
Surat Menyurat Surat Menyurat 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 VI Hilir Sarolangun
ez U108 000 hetyediaa 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 | Y TD KPHP Unit
Jasa Pelayanan Umum Kantor VIII Hilir Sarolangun
: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa .
Tersedianya Jasa Pelayanan UPTD KPHP Unit
Umum Kantor Pglaygnan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 VI Hilir Sarolangun
Disediakan
Terwujudnya kualitas pelayanan Hasil Monev keterbukan informasi UPTD KPHP Tebo
publik yang prima dan akuntabel Badan Publik kategori PD 25 72 60.000.000 74 60.000.000 76 60.000.000 78 60.000.000 80 60.000.000 Barat Unit IX
Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD KPHP Tebo
(IKM) 86 87.5 88 88.5 90 90.5 Barat Unit IX
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76.42 77 775 78 79 80 WP P etz

Barat Unit IX
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% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
DZMILLLD o ATl U 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Perangkat Daerah Barat Unit IX
o - .| Jumlah Paket Komponen Instalasi
Eerse”‘ase Fasilitasi Administrasi | | istrit/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | UPTD KPHP Tebo
mum Perkantoran e Barat Unit IX
Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 BUPTDUK.PB(P f5te
SKPD arat Unit
Jumlah Paket Barang Cetakan dan UPTD KPHP Tebo
Penggandaan yang Disediakan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 Barat Unit IX
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | UPTD KPHP Tebo
P Barat Unit IX
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP Tebo
dan Peraturan Perundang- - - - - - | Barat Unit IX
Undangan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | UPTD KPHP Tebo
A Barat Unit IX
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP Tebo
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 B .
g arat Unit 1X
Kantor Kantor yang Disediakan
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | WPTD KPHP Tebo
arat Unit IX
Kantor
. Jumlah Paket Peralatan dan
Tersedianya Peralatan dan UPTD KPHP Tebo
Perlengkapan Kantor B_erler_\gkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 Barat Unit IX
isediakan
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan UPTD KPHP Tebo
Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Barat Unit IX
Tersedianya Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang_Cete_ikan dan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 UPTD KPHP Tebo
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Barat Unit IX
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan _ _ _ _ _| UPTD KPHP Tebo
Barat Unit IX
Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP Tebo
dan Peraturan Perundang- - - - - - H
Peraturan Perundang-Undangan o Barat Unit IX
Undangan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Barat Unit IX
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP Tebo
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 B it IX
SKPD SKPD arat Unit
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e

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa
FERUTENE) WS 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 QJPTD WP VB
arat Unit IX
Pemerintahan Daerah
Persentase Pemenuhan Sarana A
Penunjang Operasional ettt LETaEIeET [FEmyelzEm d e 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Surat Menyurat Barat Unit IX
Perkantoran
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 BL;F:;DU};F{.:? f=te
Disediakan !
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan UPTD KPHP Tebo
T S Vet 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | g it Ix
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP Tebo
Surat Menyurat Surat Menyurat 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 Barat Unit IX
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan UPTD KPHP Tebo
Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Barat Unit IX
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Lersed'anya Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | UPTD KPHP Tebo
mum Kantor o Barat Unit IX
Disediakan
Terwujudnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD KPHP Tebo
publik yang prima dan akuntabel (IKM) 86 87.5 60.000.000 88 60.000.000 88.5 60.000.000 90 60.000.000 90.5 60.000.000 TimurUnieX
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76.42 77 775 78 79 80 #;IPUﬁ';'(P Lebo
Hasil Monev keterbukan informasi UPTD KPHP Tebo
Badan Publik kategori PD 2 2 " & 7 &Y Timur Unit X
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum UPTD KPHP Tebo
Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Timur UnitX
RIS [l STl e #a:m;thi?Sif;sr dan Tliﬂiﬂﬁéi?” 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Umum Perkantoran SKFI;D : : : : ; : ! : : ! Timur Unit X
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 #{EI?UTE;';‘(P iSto
Disediakan
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 T‘fm?uﬁt‘(’:’ iSto
Kantor yang Disediakan
el (Pl [EETERy CH R G 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Penggandaan yang Disediakan Timur Unit X
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- - - - - - ‘IE:nF;IrDUﬁT—)'(P f=te
Undangan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | o T KPHP Tebo
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
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e

BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Umum Kantor

Disediakan

Timur Unit X

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP Tebo
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 Timur Unit X
Kantor Kantor yang Disediakan
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 TL.JPTD higiebo
imur Unit X
Kantor
. Jumlah Paket Peralatan dan
Tersedianya Peralatan dan UPTD KPHP Tebo
Perlengkapan Kantor Bgl;jr;g::san Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 Timur Unit X
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan UPTD KPHP Tebo
Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Timur Unit X
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan UPTD KPHP Tebo
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 Timur Unit X
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan _ _ R R _| UPTD KPHP Tebo
Timur Unit X
Perundang-Undangan
. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Peraturan perundang-Undangan | 321 Peraturan Perundang- - : - - | Timurntx
9 Undangan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
UPTD KPHP Tebo
dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 Timur Unit X
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP Tebo
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 Ti Unit X
SKPD SKPD fmur nt
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa
PR URED 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Timur Unit X
Pemerintahan Daerah
PEREIERD [REMEILIER SEhE) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP Tebo
Penunjang Operasional Surat Menyurat 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 Timur UnitX
Perkantoran
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 #PTDUKT)'(P f=te
Disediakan imur Cni
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan UPTD KPHP Tebo
Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Timur Unit X
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP Tebo
Surat Menyurat Surat Menyurat 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 Timur Unit X
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan UPTD KPHP Tebo
Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Timur Unit X
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | UPTD KPHP Tebo
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT oz
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terwujudnya kualitas pelayanan Hasil Monev keterbukan informasi WP (4PiRL
vujudnya peray v ¢ 25 72 60.000.000 74 60.000.000 76 60.000.000 78 60.000.000 80 60.000.000 | Batanghari Unit XI
publik yang prima dan akuntabel Badan Publik kategori PD dan Xl
UPTD KPHP
Iratehés [Kepuesem eyl et 86 87.5 88 88.5 % 90,5 Batanghari Unit XI
o, dan Xl
UPTD KPHP
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76.42 77 775 78 79 80 Batanghari Unit XI
dan XII
- . UPTD KPHP
HZEWI0F = Al e UL 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 | Batanghari Unit XI
Perangkat Daerah dan XII
S - o Jumlah Paket Peralatan dan UPTD KPHP
Efnrﬁfn"g‘:fkgﬁg'r';is' Administrasi | oo o gkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | Batanghari Unit XI
Disediakan dan XII
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP
dan Peraturan Perundang- - - - - - | Batanghari Unit XI
Undangan yang Disediakan dan Xl
Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 | Batanghari Unit XI
SKPD dan Xl
Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | Batanghari Unit XI
Kantor yang Disediakan dan Xl
UPTD KPHP
it (Ll Bty CHELEn Caw 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 | Batanghari Unit XI
Penggandaan yang Disediakan dan Xl
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi UPTD KPHP
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | Batanghari Unit XI
Listrik/Penerangan Bangunan dan XII
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | Batanghari Unit XI
Kantor Kantor yang Disediakan dan XII
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan UPTD KPHP
Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | Batanghari Unit XI
Kantor dan XII
: Jumlah Paket Peralatan dan UPTD KPHP
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | Batanghari Unit XI
Perlengkapan Kantor Disediakan dan Xl
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BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

publik yang prima dan akuntabel

(IKM)

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
. UPTD KPHP
3'28'01'1'06'0005 = EmEE 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | Batanghari Unit XI
arang Cetakan dan Penggandaan dan Xl
. UPTD KPHP
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan R
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 Szga;ﬁhan Unit XI
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan _ _ _ _ _ BUaFt’e-\rr%::'i'—'Snit X
Perundang-Undangan el
: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP
;z:sa‘tejrl::y:e?::;annB?stgndZ: dan Peraturan Perundang- - - - - - | Batanghari Unit XI|
9 9 Undangan yang Disediakan dan Xl
3.28.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi UPTD KPHP
dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 | Batanghari Unit XI
dan Xl
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 | Batanghari Unit XI
SKPD SKPD dan XII
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa UPTD KPHP
Penunjang UrusanPemerintahan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 | Batanghari Unit XI
Daerah dan XII
Persentase Pemenuhan Sarana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP
Penunjang Operasional Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | Batanghari Unit XI
Perkantoran Disediakan dan XII
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPUD) (4P
12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 | Batanghari Unit XI
Surat Menyurat dan XIl
R UPTD KPHP
D28 O 0S 000 enved aan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | Batanghari Unit XI
Jasa Surat Menyurat dan XII
i ; UPTD KPHP
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa .
Surat Menyurat Surat Menyurat 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 Saar?;ﬁharl Unit XI
. UPTD KPHP
D28 0050000 enyed iaan 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 | Batanghari Unit XI
Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Xl
" Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP
Tersedianya Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | Batanghari Unit X
Umum Kantor N
Disediakan dan XII
fonwiudivalkuaiiagpelavanni findolSliepuas L e ke 86 87.5 60.000000| 88 60.000.000 | 885 60.000.000 90 60.000.000 | 905 60.000.000 | UPTD KPHP Muaro

Jambi Unit XIII
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e

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Hasil Monev keterbukan informasi UPTD KPHP Muaro
Badan Publik kategori PD 2 2 " " & &Y Jambi Unit XIII
—_— UPTD KPHP Muaro
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76.42 77 77.5 78 79 80 Jambi Unit XIII
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum UPTD KPHP Muaro
Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Jambi Unit XIII
Persentase Fasilitasi Administrasi Jumlah Paket Barang Cetakan dan UPTD KPHP Muaro
Umum Perkantoran Penggandaan yang Disediakan t t I Es t D Es i RIO00Y t U000 g RUI0000 Jambi Unit XIII
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP Muaro
dan Peraturan Perundang- - - - - = | Jambi Unit XIlI
Undangan yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 JUPLDL:(T';EII“"UG“’
SKPD lambi Uni
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 JUPTE.’ WPt LT
R lambi Unit XIII
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 JUPTE.’ WP LT
P lambi Unit XIII
Disediakan
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | UPTD KPHP Muaro
- Jambi Unit XIII
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP Muaro
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 J s
g lambi Unit XIII
Kantor Kantor yang Disediakan
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | YPTD KPHP Muaro
Jambi Unit XIII
Kantor
. Jumlah Paket Peralatan dan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | YPTD KPHP Muaro
erlengkapan Kantor Disedi Jambi Unit XIII
isediakan
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan UPTD KPHP Muaro
Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Jambi Unit X111
Tersedianya Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang_Cete_ikan dan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 UPT[_) KF_’HP Muaro
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Jambi Unit XIII
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan UPTD KPHP Muaro
’ i ’ ) | Jambi Unit X1l
Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP Muaro
dan Peraturan Perundang- - - - - - S
Peraturan Perundang-Undangan o Jambi Unit XIII
Undangan yang Disediakan
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BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 5210001000] sl Le
Jambi Unit XIII
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP Muaro
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 Jambi Unit XIII
SKPD SKPD
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa
Feminfzy Uz 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 JL;Pme?Lani’t";Z“""“am
Pemerintahan Daerah
Persentase Pemenuhan Sarana .
Penunjang Operasional é“’“'ah mapoEtiaenvesizanlasd 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 | YPTD KPHP Muaro
urat Menyurat Jambi Unit XIII
Perkantoran
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 J‘;':L?L:(ni";z”""“a“’
Disediakan
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan UPTD KPHP Muaro
Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Jambi Unit XIII
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP Muaro
Surat Menyurat Surat Menyurat 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 Jambi Unit XIl
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan UPTD KPHP Muaro
Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Jambi Unit XIII
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Lerse‘j'a”ya Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | YPTD KPHP Muaro
mum Kantor Disediakan Jambi Unit XIlI
f i UPTD KPHP
TEIMEDITEERESEIEED || TS e (e el 86 875 60.000.000 88 60.000000| 885 60.000.000 90 60.000000| 905 60.000.000 | Tanjung Jabung
publik yang prima dan akuntabel (IKM) Timur Unit XIV
UPTD KPHP
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76.42 77 775 78 79 80 Tanjung Jabung
Timur Unit XIV
: ) ) UPTD KPHP
Hasil Mone\( keterbuk.an informasi 25 72 74 76 78 80 Tanjung Jabung
Badan Publik kategori PD Timur Unit XIV
Gl UPTD KPHP
SABOLB = ATttt Ui 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 | Tanjung Jabung
Perangkat Daerah Timur Unit XIV
e - A UPTD KPHP
Persentase Fasilitasi Administrasi | Jumlah Paket Barang‘Ceta_lkan dan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 9 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 | Tanjung Jabung
Umum Perkantoran Penggandaan yang Disediakan Timur Unit XIV
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP
dan Peraturan Perundang- - - - - - | Tanjung Jabung
Undangan yang Disediakan Timur Unit XIV
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT oz
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Jumlah Paket Peralatan dan UPTD KPHP
Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | Tanjung Jabung
Disediakan Timur Unit XIV
Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | Tanjung Jabung
Kantor yang Disediakan Timur Unit XIV
Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 | Tanjung Jabung
SKPD Timur Unit XIV
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi UPTD KPHP
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | Tanjung Jabung
Listrik/Penerangan Bangunan Timur Unit XIV
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTD KPHP
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | Tanjung Jabung
Kantor Kantor yang Disediakan Timur Unit XIV
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan UPTD KPHP
Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | Tanjung Jabung
Kantor Timur Unit XIV
: Jumlah Paket Peralatan dan UPTD KPHP
;‘Z‘rf::'igyz :ﬁfﬁ;‘” dan Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | Tanjung Jabung
gkap Disediakan Timur Unit XIV
. UPTD KPHP
2 SO oelvediaan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | Tanjung Jabung
Barang Cetakan dan Penggandaan o q
Timur Unit XIV
. UPTD KPHP
Tersedianya Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan .
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 Enjung Jabung
imur Unit XIV
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan UPTD KPHP
Bahan Bacaan dan Peraturan A
- - - - - | Tanjung Jabung
Perundang-Undangan Wi R4
Tersedianya Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan UPTD KPHP
N dan Peraturan Perundang- - - - - - | Tanjung Jabung
Peraturan Perundang-Undangan Undangan yang Disediakan Timur Unit XIV
3.28.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi UPTD KPHP
dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 | Tanjung Jabung
Timur Unit XIV
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan UPTD KPHP
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 | Tanjung Jabung
SKPD SKPD Timur Unit XIV

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029




% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa UPTD KPHP
R e 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 | Tanjung Jabung
Pemerintahan Daerah Wi U8
Persentase Pemenuhan Sarana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP
Penunjang Operasional Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | Tanjung Jabung
Perkantoran Disediakan Timur Unit XIV
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa WIPUD) (A1
P! Y 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 | Tanjung Jabung
Sl [ty Timur Unit XIV
. UPTD KPHP
3;2“?;:5?%2%&;5’9”ye"'aa” 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | Tanjung Jabung
Timur Unit XIV
i ; UPTD KPHP
Terlaksananya Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 | Tanjung Jabung
Surat Menyurat Surat Menyurat Timur Unit XIV
. UPTD KPHP
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan N
Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 $;21]utinSnJlta;:J\r/\g
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa UPTD KPHP
L‘fn'fj‘;‘]"sgﬁofasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | Tanjung Jabung
Disediakan Timur Unit XIV
UPTD KPHP
Terwujudnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Tanjung Jabung
publik yang prima dan akuntabel (IKM) 86 87.5 60.000.000 88 60.000.000 88.5 60.000.000 90 60.000.000 90.5 60.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
UPTD KPHP
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76.42 77 775 78 79 80 gz‘:;‘:'l‘j’nff)’(’\‘}”i\II
dan XVII
UPTD KPHP
Hasil Monev keterbukan informasi Tanjung Jabung
Badan Publik kategori PD 23 72 [ & & 0 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
UPTD KPHP
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Tanjung Jabung
Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
Persentase Fasilitasi Administrasi it (LU el ELE i 1%21?1 K.T;:nin
Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 Jung 9

Umum Perkantoran

Disediakan

Barat Unit XV, XVI
dan XVII
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan .I%ETJ?] K.Taizn
dan Peraturan Perundang- 20 20 - 20 - 20 - 20 - 20 g ng o g(VI
Undangan yang Disediakan et !
dan XVII
UPTD KPHP
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Terfims| JEbum
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 | o 1ung - 9
arat Unit XV, XVI
SKPD
dan XVII
UPTD KPHP
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Tanjung Jabung
Penggandaan yang Disediakan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 | 52 2t Unit XV, XV
dan XVII
Jumlah Paket Komponen Instalasi .I%':T?] K\T;)Pn
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 Jung -.abung
Kantor yang Disediakan Barat Unit XV, XVI
yang dan XVII
3.28.01.1.06.0001 »_Penyediaan UPTD KPHP
Komponen Instalasi Tanjung Jabunt
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | o2niung - 20UNg
L Barat Unit XV, XVI
Listrik/Penerangan Bangunan
dan XVII
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 'I%T\—J:r)\ K\T;LG
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 Barét Ugnit XV ?(\/I
Kantor Kantor yang Disediakan !
dan XVII
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan ‘I%':-La K.}J)al—:)}ljn
Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Jung . 9
Kantor Barat Unit XV, XVI
antol dan XVII
UPTD KPHP
. Jumlah Paket Peralatan dan i
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | Janiung Jabung
Perlengkapan Kantor N . Barat Unit XV, XVI
Disediakan
dan XVII
UPTD KPHP
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Tanjung Jabung
Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | 52 ot Unit XV, XV
dan XVII
UPTD KPHP
Tersedianya Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Tanjung Jabung
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 | 52 2t Unit XV, XV
dan XVII
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan UPTD KPHP
Bahan Bacaan dan Peraturan _ _ R R _ | Tanjung Jabung
Barat Unit XV, XVI
Perundang-Undangan dan XVII
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
UPTD KPHP
: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan .
Fersedianya Bahan Bacaan dan | (o peraturan Perundang- 20 20 - 20 - 20 - 20 ) - | Taniung Jabung
eraturan Perundang-Undangan U A Barat Unit XV, XVI
ndangan yang Disediakan d
an XVII
3.28.01.1.06.0009 - o UPTD KPHP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tanjung Jabung
dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 Barat Unit XV, XVI
Konsultasi SKPD e
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 'I%T\—J:r)l K\T;LG
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 Jung . 9
Barat Unit XV, XVI
SKPD SKPD
dan XVII
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa UPTD KPHP
Penunjang Urusan Tanjung Jabung
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Barat Unit XV, XVI
Pemerintahan Daerah dan XVII
Persentase Pemenuhan Sarana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa .I%':L?] K\T;LG
Penunjang Operasional Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 Barét Ugnit XV ?(VI
Perkantoran Disediakan 9
dan XVII
UPTD KPHP
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tanjung Jabung
Surat Menyurat 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
UPTD KPHP
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Tanjung Jabung
Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
UPTD KPHP
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tanjung Jabung
Surat Menyurat Surat Menyurat 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
UPTD KPHP
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Tanjung Jabung
Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
. UPTD KPHP
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa i
Tersedianya Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | r@niung Jabung
Umum Kantor C oI Barat Unit XV, XVI
Disediakan
dan XVII
Terwyjudnya kualitas pelayanan | \;.i sAKIP Perangkat Daerah 76.42 77 60.000.000| 775 60.000.000 78 60.000.000 79 60.000.000 80 60.000.000 | UPTD Tahura
publik yang prima dan akuntabel
Hasil Monev keterbukan informasi
Badan Publik kategori PD 25 72 74 76 78 80 UPTD Tahura
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
zﬂg,f’/l';s D (VR 86 87.5 88 885 9% 905 UPTD Tahura
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 [ UPTD Tahura
Persentase Fasilitasi Administrasi el G e i GEEr
Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | UPTD Tahura
Umum Perkantoran P
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- - - - - -| UPTD Tahura
Undangan yang Disediakan
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | UPTD Tahura
Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 [ UPTD Tahura
SKPD
JialEl (FERCR ) R G 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1,000.000 | UPTD Tahura
Penggandaan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | UPTD Tahura
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 | UPTD Tahura
Kantor Kantor yang Disediakan
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | UPTD Tahura
Kantor
T di Peralatan d Jumlah Paket Peralatan dan
ersedianya Ferajatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 | UPTD Tahura
Perlengkapan Kantor Disedi
isediakan
5280108000 henved aan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | UPTD Tahura
Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan | Jumiah Paket Barang Cetakan dan 1 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 | UPTD Tahura
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan _ _ B B _| UPTD Tahura
Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Jumiah Dokumen Bahan Bacaan
Y dan Peraturan Perundang- - - - - - | UPTD Tahura
Peraturan Perundang-Undangan R
Undangan yang Disediakan
3.28.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 [ UPTD Tahura
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 [ UPTD Tahura
SKPD SKPD
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa
R e 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 | UPTD Tahura
Pemerintahan Daerah
Persentase Pemenuhan Sarana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penunjang Operasional Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | UPTD Tahura
Perkantoran Disediakan
il (LRI (FREBRelEEm 22 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 | UPTD Tahura
Surat Menyurat
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan
Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | UPTD Tahura
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Surat Menyurat 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 | UPTD Tahura
SZCAES = [REmyGlEEm 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 | UPTD Tahura
Jasa Pelayanan Umum Kantor
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 | UPTD Tahura
Umum Kantor S
Disediakan
3.28.03 - PROGRAM
GGl AR LT 24.048.962.000 19.000.000.000 20.000.000.000 21.000.000.000 22.000.000.000
. L . Persentase kontribusi sektor
a"uetg':gkat"ya produktivitas hasil | o1 tanan dari retribusi dan bagi 0.21 0214 7.548.962.000|  0.216 5.250.000.000 |  0.218 6.250.000.000 022 7.250.000.000 |  0.222 8.250.000.000 | Dinas Kehutanan
hasil terhadap Pendapatan Daerah
3.28.03.1.02 - Rencana
Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pada 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 | Dinas Kehutanan
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pengelolaan izt DU [REmEzIiE q
Pengelolaan Kesatuan 1 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 | Dinas Kehutanan
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Pengelolaan Hutan yang Tersusun
(KPH)
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan
Rencana Pengelolaan Kesatuan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 | Dinas Kehutanan
Pengelolaan Hutan
Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan 1 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 | Dinas Kehutanan
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan
di Kawasan Hutan Produksi dan 1.400.000.000 905.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 | Dinas Kehutanan
Hutan Lindung
Ezlr;ykussal;naaann %iﬁ;efgsgﬁtu e Jumlah Dokumen Rencana Kerja
di f Tahunan Pemanfaatan Hutan 2 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 | Dinas Kehutanan
i Kawasan Hutan Produksi i .
A Produksi yang Disahkan
dan/atau Hutan Lindung
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
SO (PEEE, 2 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 | Dinas Kehutanan
Pengendalian, dan Pengawasan
PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
Jumlah Data dan Informasi Terkait
Luas Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan di Kawasan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | Dinas Kehutanan
Hutan Produksi dalam 1 (Satu)
Provinsi Secara Berkala
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
pamanleoraninia Ll Bhadar 2 2 1,000.000.000 2 505.000.000 2 900.000.000 2 900.000.000 2 900.000.000 | Dinas Kehutanan
pemanfaatan hutan di KPHL/P
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan
Data dan Informasi Wilayah Usaha 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Dinas Kehutanan
di Kawasan Hutan Produksi
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Terkait
Terkait Luas Perizinan Berusaha Luas Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Pemanfaatan Hutan di Kawasan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | Dinas Kehutanan
Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Hutan Produksi dalam 1 (Satu)
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.03.0010 - Penilaian
Rencana Kerja Tahunan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Dinas Kehutanan
Pemanfaatan Hutan Produksi
Dilakukannya penilaian Rencana Jumlah Dokumen Rencana Kerja
Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan | Tahunan Pemanfaatan Hutan 2 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 | Dinas Kehutanan
produksi Produksi yang Disahkan
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan
S Konisasiiendopdalian 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Dinas Kehutanan
Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan di Kawasan Hutan Produksi
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Sinkronisasi Pembinaan, Sinkronisasi Pembinaan, .
Pengendalian, dan Pengawasan Pengendalian, dan Pengawasan 2 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 | Dinas Kehutanan
PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.03.0014 - Pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi 1.000.000.000 505.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 | Dinas Kehutanan
Pemanfaatan Hutan di KPHL/P
Terlaksananya Pemantauan dan Jumlah laporan nilai PNBP dari
evaluasi Pemanfaatan Hutan di . 2 2 1.000.000.000 2 505.000.000 2 900.000.000 2 900.000.000 2 900.000.000 | Dinas Kehutanan
. pemanfaatan hutan di KPHL/P
wilayah KPHL/P
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan
Rehabilitasi di Luar Kawasan 670.000.000 420.000.000 420.000.000 420.000.000 420.000.000 | Dinas Kehutanan
Hutan Negara
Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Rencana
Rehabilitasi di Luar Kawasan Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 | Dinas Kehutanan
Hutan Negara Disusun (RTnRL)
Jumlah Laporan Pembinaan
dan/atau Pengawasan dalam "
Rangka Pengembangan 12 12 400.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 | Dinas Kehutanan
Rehabilitasi Lahan
LD T P (T Gl 10 10 120.000.000 10 120.000.000 10 120.000.000 10 120.000.000 10 120.000.000 | Dinas Kehutanan
Luar Kawasan Hutan Negara
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan
Rencana Tahunan Rehabilitasi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Dinas Kehutanan
Lahan (RTnRL)
Tersusunnya Rencana Tahunan Jumlah Dokumen Rencana
R P Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 | Dinas Kehutanan
ehabilitasi Lahan (RTnRL) °
Disusun (RTnRL)
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan
Penghijauan Lingkungan di Luar 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 | Dinas Kehutanan
Kawasan Hutan Negara
Terlaksananya Penghijauan Luas Lahan yang Dihijaukan di
Hsgﬁ‘ur&%agr;z Luar Kawasan Luar Kawasan Hutan Negara 10 10 120.000.000 10 120.000.000 10 120.000.000 10 120.000.000 10 120.000.000 | Dinas Kehutanan
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan
e atailengawasandalan 400.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Dinas Kehutanan
rangka Pengembangan
Rehabilitasi Lahan
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan
dan/atau Pengawasan dalam dan/atau Pengawasan dalam .
Rangka Pengembangan Rangka Pengembangan 12 12 400.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 | Dinas Kehutanan
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan
Perlindungan Hutan di Hutan 3.753.962.000 2.400.000.000 2.805.000.000 3.805.000.000 4.805.000.000 | Dinas Kehutanan
Lindung dan Hutan Produksi
Eenyusunan DokL_nmen Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
elaksanaan Perlindungan Hutan n .
h g yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 3.353.962.000 12 2.000.000.000 12 2.405.000.000 12 3.405.000.000 12 4.405.000.000 | Dinas Kehutanan
di Hutan Lindung dan Hutan Tahun
Produksi !
Luas kawasan hutan yang .
dilakukan pengamanan hutan 2000 2000 400.000.000 2000 400.000.000 2000 400.000.000 2000 400.000.000 2000 400.000.000 | Dinas Kehutanan
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan 9
Pencegahan/Penanggulangan 3.353.962.000 2.000.000.000 2.405.000.000 3.405.000.000 4.405.000.000 | Dinas Kehutanan
Kebakaran Hutan dan Lahan
Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
Terlaksananya Pencegahan yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 3.353.962.000 12 2.000.000.000 12 2.405.000.000 12 3.405.000.000 12 4.405.000.000 | Dinas Kehutanan
Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan
dan Pemberantasan Kerusakan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 | Dinas Kehutanan
Kawasan Hutan
Tercegahnya Kerusakan Kawasan | Luas kawasan hutan yang 2000 2000 400.000.000 | 2000 400.000.000 | 2000 400.000.000 | 2000 400.000.000 | 2000 400.000.000 | Dinas Kehutanan
Hutan dilakukan pengamanan hutan
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Bukan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 | Dinas Kehutanan
Kayu (HHBK)
Penyusunan Dokumen Hasil
Pembinaan, Pengawasan dan Jumlah Pemegang PBPHH yang
ciocalanlieaisanaan EERGEIET pEmEhED [EnE e 10 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 | Dinas Kehutanan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan patuh terhadap ketentuan
dengan Kapasitas Produksi &000 | peraturan perundang-undangan
m3/Tahun
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan
Pembinaan (Bimbingan Teknis)
pegiatanlisonogiahanlias i an 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 | Dinas Kehutanan
(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil
dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Pemegang PBPHH yang
(Bimbingan Teknis) Kegiatan taat dalam pemenuhan kewajiban 10 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 | Dinas Kehutanan
Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan patuh terhadap ketentuan
dan/atau HHBK) peraturan perundang-undangan
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan
el [REE) (RIiED ey 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 | Dinas Kehutanan
dengan Kapasitas Produksi <6000
m3/Tahun
PERMENGER Dal e (FEs] Laporan Kegiatan pelaksanaan
engendalin Pajakeanaen || Pengawasan PBPHH (Kayu
9 5 dan/atau HHBK) untuk skala usaha 2 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 | Dinas Kehutanan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu et G FERERrED vEme GniEsl
dengan Kapasitas Produksi &6000 X 9an yang !
m3/Tahun ewenangan provinsi
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Laporan kegiatan Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
skala kecil dan menengah dan 10 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 | Dinas Kehutanan
Tindaklanjutnya berupa pengenaan
Sanksi Adminsitratif
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan
dan Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) skala kecil dan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 | Dinas Kehutanan
menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pengawasan Laporan Kegiatan pelaksanaan
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Pengawasan PBPHH (Kayu
untuk skala usaha kecil dan dan/atau HHBK) untuk skala usaha 2 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 | Dinas Kehutanan
menengah yang menjadi kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian
poma e iidanatallIBR) 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 | Dinas Kehutanan
skala kecil dan menengah yang
menjadi kewenangan provinsi
Laporan kegiatan Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan 10 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 | Dinas Kehutanan
skala kecil dan menengah Tindaklanjutnya berupa pengenaan
Sanksi Adminsitratif
3.28.03.1.09 - Perbenihan .
000 L 725.000.000 525.000.000 725.000.000 725.000.000 725.000.000 | Dinas Kehutanan
PEIREINIEED [pETER R, SR || Junlelh SErilet Mim B e 2 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 | Dinas Kehutanan
dan pengawasan perbenihan Diterbitkan
urllin B E2TUENTES vy 3000 3000 150.000.000 | 3000 150.000.000 | 3000 150.000.000 | 3000 150.000.000 | 3000 150.000.000 | Dinas Kehutanan
tersedia untuk Rehabilitasi Lahan
Jumlah Data (Asal Usul, Jenis
Mutu) Benih Atau Bibit yang 2 2 300.000.000 2 200.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 | Dinas Kehutanan
Beredar
Luas Sumber Benih yang Dibangun 5 5 200.000.000 5 100.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 | Dinas Kehutanan
lelh SRl Suntier et 2 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 P 25.000.000 2 25.000.000 | Dinas Kehutanan
yang Diterbitkan
AT S B 2 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 P 25.000.000 2 25.000.000 | Dinas Kehutanan
3.28.03.1.09.0002 - Sertifikasi ]
g 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 | Dinas Kehutanan
Jenaksananya Sertiikasi Sumber | Jumiah Sertfikat Sumber Benin 2 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 | Dinas Kehutanan
enih yang Diterbitkan
328 03.1.09.0003 - Serifikasi Mutu 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 | Dinas Kehutanan
Tertaksananya Sertifikasi Mutu Jumiah Sertfikat Mutu Benih yang 2 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 | Dinas Kehutanan
Benih Diterbitkan
3.28.03.1.09.0004 - Serifkasi Mutu 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 | Dinas Kehutanan
Lertaksananya Sertikasi Mutu Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang 2 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 | Dinas Kehutanan
ibit Diterbitkan
3.28.03.1.09.0005 - Pengawasan 8
e L 300.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | Dinas Kehutanan
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Jumlah Data (Asal Usul, Jenis
Terlaksananya Pengawasan Mutu) Benih Atau Bibit yang 2 2 300.000.000 2 200.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 | Dinas Kehutanan
Peredaran Benih dan/Atau Bibit Beredar
SA ) TOWLYS = [REmlPETGUER 200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 | Dinas Kehutanan
Sumber Benih
;ﬁfggfgzzfs Pembangunan Luas Sumber Benih yang Dibangun 5 5 200.000.000 5 100.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 | Dinas Kehutanan
3.28.03.1.09.0007 - Pembuatan
dan Pengadaan Bibit untuk 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Dinas Kehutanan
Rehabilitasi Lahan
Tersedianya bibit berkualitas untuk | Jumlah bibit berkualitas yang .
Rofebiitoe Laban oreeiin UK Rehabitaa S han 3000 3000 150.000.000 | 3000 150.000.000 3000 150.000.000 3000 150.000.000 | 3000 150.000.000 | Dinas Kehutanan
A Ry . Persentase kontribusi sektor -
a”uetg':gkamya produktivitas hasil | oty tanan dari retribusi dan bagi 0.21 0214 1.500.000.000 | 0216 1.250.000.000 |  0.218 1.250.000.000 0.22 1.250.000.000 |  0.222 1.250.000.000 L&’n?tTID iCgligiennet
hasil terhadap Pendapatan Daerah
3.28.03.1.02 - Rencana
Pengelolaan Kesatuan o
Pengelolaan Hutan kecuali pada 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 lElJn'TtTID (PR (ot
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Rencana -
EZ;ZTS::?;::E?:;I?&;;n Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 lfn'TtTlD Cgiligiennet
Pengelolaan Hutan yang Tersusun
(KPH)
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan .
Rencana Pengelolaan Kesatuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 ljJn'TtTlD iCgiligiennet
Pengelolaan Hutan
Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana -
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | SETD KPHP Kerinei
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan —
di Kawasan Hutan Produksi dan 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | 2P KPHP Kerinei
Hutan Lindung
. Jumlah Data dan Informasi Terkait
Penyusunan Dokumen terkait e (er e Eaueslie)
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan | po o neaatan Hutan di Kawasan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
di Kawasan Hutan Produksi H Produksi dal 1(s Unit |
dan/atau Hutan Lindung uta_n roduksi dalam (Satu)
Provinsi Secara Berkala
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
SREAEE e, 60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5010001000] | IruM Rl =i
Pengendalian, dan Pengawasan Unit |
PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan P
Data dan Informasi Wilayah Usaha 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | i 110 KPHP Kerinei
di Kawasan Hutan Produksi
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Terkait
Terkait Luas Perizinan Berusaha Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP Kerinci
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Unit 1
Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Hutan Produksi dalam 1 (Satu)
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian UPTD KPHP Kerinci
- 60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | 1
Hutan di Kawasan Hutan Produksi
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Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Slnkronlsa_5| Pembinaan, Slnkromsa_5| Pembinaan, 60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 UF_’TD KPHP Kerinci
Pengendalian, dan Pengawasan Pengendalian, dan Pengawasan Unit |
PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan -
Rehabiltasi di Luar Kawasan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350,000,000 | [P TP KPHP Kerinc
Hutan Negara !
Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Pembinaan
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar | 43"/atau Pengawasan dalam 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
K Rangka Pengembangan Unit |
awasan Hutan Negara R S
ehabilitasi Lahan
Jumlah Dokumen Rencana -
Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 L‘,JnFi’tTID AR (]
Disusun (RTnRL)
L D B BT L 10 ] 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 5010001000 [\ HIAKEHI PIKerinGi
uar Kawasan Hutan Negara Unit |
Loz MET REf i) DI 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
di Luar Kawasan Hutan Negara Unit |
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan -
Rencana Tahunan Rehabilitasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100,000,000 | TP KPHP Kerinci
Lahan (RTnRL)
Jumlah Dokumen Rencana -
;ersus.‘f””y.a Rencana Tahunan | 7.1 2 Rehabilitasi Lahan yang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
ehabilitasi Lahan (RTnRL) . Unit |
Disusun (RTnRL)
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan —
Hutan Rakyat di Luar Kawasan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | SPTD KPHP Kerinci
Hutan Negara
Terbangunnya Hutan Rakyatdi | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
Luar Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Unit |
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan —
Penghijauan Lingkungan di Luar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | S/PTD KPHP Kerinci
Kawasan Hutan Negara
Terlaksananya Penghijauan Luas Lahan yang Dihijaukan di UPTD KPHP Kerinci
Lingkungan di Luar Kawasan 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | U°
Luar Kawasan Hutan Negara Unit |
Hutan Negara
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan
G [REEEERE Gl 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
rangka Pengembangan Unit |
Rehabilitasi Lahan
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan
dan/atau Pengawasan dalam dan/atau Pengawasan dalam 2 2 100.000.000 2 100.000.000 P 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 UETD KPHP Kerinci
Rangka Pengembangan Rangka Pengembangan Unit |
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan L
Perlindungan Hutan di Hutan 750.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 | WPTO KPHP Kerinci
Lindung dan Hutan Produksi
Penyusunan Dokumen . o
; Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi P
Pelaksanaan Perlindungan Hutan | " hyijaycanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
di Hutan Lindung dan Hutan Sl Unit |
Produksi
Luas kawasan hutan yang UPTD KPHP Kerinci
A kL L 2000 1000 250.000.000 | 1000 250.000.000 | 1000 250.000.000 | 1000 250.000.000 | 1000 250.000.000 | F T
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3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi,
Elkionisasidaglipclaksanaon 500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | YPTD KPHP Kerinci
Pencegahan/Penanggulangan Unit |
Kebakaran Hutan dan Lahan
Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi -
Terlaksananya Pencegahan yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Unit |
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan P
dan Pemberantasan Kerusakan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 LjJnFi’tTID AP RIS
Kawasan Hutan
Tercegahnya Kerusakan Kawasan | Luas kawasan hutan yang UPTD KPHP Kerinci
Hutan dilakukan pengamanan hutan 2000 1000 250.000.000 1000 250.000.000 1000 250.000.000 1000 250.000.000 1000 250.000.000 Unit |
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan o
Pengolahan Hasil Hutan Bukan 190.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
Unit |
Kayu (HHBK)
Penyusunan Dokumen Hasil
PEIEITEEN) | RENEEVIEEE G il ?Q:S?Z%Zliﬁfnpﬁ'ecvﬁﬁn UPTD KPHP Kerinci
Pengendalian Pelaksanaan ; 0 3 190.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 .
¢ dan patuh terhadap ketentuan Unit |
Pengolahan Hasil Hutan Bukan =T FEUTE R R EETEE
Kayu (HHBK) P P 9 9
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan
Pembinaan (Bimbingan Teknis)
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan UPTD KPHP Kerinci
(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil 190.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Unit |
dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Pemegang PBPHH yang
(Bimbingan Teknis) Kegiatan taat dalam pemenuhan kewajiban 0 3 190.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 UPTD KPHP Kerinci

Pengolahan Hasil Hutan (Kayu
dan/atau HHBK)

dan patuh terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan

Unit |

3.28.03.1.07 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu
dengan Kapasitas Produksi <6000
m3/Tahun

UPTD KPHP Kerinci
Unit |

Penyusunan Dokumen Hasil
Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu
dengan Kapasitas Produksi &6000
m3/Tahun

Laporan Kegiatan pelaksanaan
Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) untuk skala usaha
kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi

UPTD KPHP Kerinci
Unit |

Laporan kegiatan Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
skala kecil dan menengah dan
Tindaklanjutnya berupa pengenaan
Sanksi Adminsitratif

UPTD KPHP Kerinci
Unit |

3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan
dan Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) skala kecil dan
menengah yang menjadi
kewenangan provinsi

UPTD KPHP Kerinci
Unit |

Terlaksananya Pengawasan
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
untuk skala usaha kecil dan
menengah yang menjadi
kewenangan provinsi

Laporan Kegiatan pelaksanaan
Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) untuk skala usaha
kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi

UPTD KPHP Kerinci
Unit |
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) _ _ R R _| UPTD KPHP Kerinci
skala kecil dan menengah yang Unit |
menjadi kewenangan provinsi
Laporan kegiatan Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) -
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan - - - - - GJnF.’tTID KPHP Kerinci
skala kecil dan menengah Tindaklanjutnya berupa pengenaan !
Sanksi Adminsitratif
q Ay q Persentase kontribusi sektor
:‘]"u‘jg'rz‘gkamya produktivitas hasil | o tanan dari retribusi dan bagi 0.21 0214 1.500.000.000 | 0216 1.250.000.000 |  0.218 1.250.000.000 0.22 1.250.000.000 |  0.222 1.250.000.000 ljJnFi’tT”D d’;i'*l'np I
hasil terhadap Pendapatan Daerah
3.28.03.1.02 - Rencana
Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pada 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Bungo
Unit Il dan I
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)
FEBLIER Dl Uisn Jumlah Dokumen Rencana
E:;Zrt‘szza;:n::;ﬁ’:;'aﬂ - Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 fn?ﬁ?dﬁiﬂr e
(KPH) Pengelolaan Hutan yang Tersusun
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan
Rencana Pengelolaan Kesatuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 L‘fm%’;mr BUDdS
Pengelolaan Hutan
Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 GJn'TtTl? d’;mf’ Bungo
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan
di Kawasan Hutan Produksi dan 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 |  UPTD KPHP Bungo
) Unit Il dan 11
Hutan Lindung
PEEEn B el Jumlah Data dan Informasi Terkait
Pelayksanaan Pemanfaatan Hutan L (RO EEzle) UPTD KPHP Bungo
A A Pemanfaatan Hutan di Kawasan 2 2 110.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 . 9
di Kawasan Hutan Produksi H Produksi dalam 1 (S Unit Il dan 11
dan/atau Hutan Lindung uta_n roduksi dalam (Satu)
Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan
Data dan Informasi Wilayah Usaha 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 |  UPTP KPHP Bungo
" . Unit Il dan 11
di Kawasan Hutan Produksi
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Terkait
Terkait Luas Perizinan Berusaha Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP Bungo
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Pemanfaatan Hutan di Kawasan 2 2 110.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Unit Il dan 11l 9
Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Hutan Produksi dalam 1 (Satu)
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan
Rehabilitasi di Luar Kawasan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 | WFTD KPHP Bungo
Hutan Negara
Penyusunan Dokumen .
Pelaksanaan Rehabiltasi di Luar | -UaS Hutan Rakyat yang Dibangun 0 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 |  UPTD KPHP Bungo
di Luar Kawasan Hutan Negara Unit Il dan 11
Kawasan Hutan Negara
Jumlah Laporan Pembinaan
GEYEI W (RS Gt 2 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | UPTD KPHP Bungo
Rangka Pengembangan Unit Il dan 11
Rehabilitasi Lahan
Lorz (Lol pnys OEuiem Gl 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | UPTD KPHP Bungo
Luar Kawasan Hutan Negara Unit Il dan 1Il
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3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan
Hutan Rakyat di Luar Kawasan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 G’nTI? d’;mf’ BUDdS
Hutan Negara
Jerbangunnya Hutan Rakyatdi | Luas Hutan Rakyal yang Dibangun 0 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 |  UPTD KPHP Bungo
uar Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Unit Il dan Il
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan
Penghijauan Lingkungan di Luar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 thn'TtTlPd’;m'”P BUDdS
Kawasan Hutan Negara
[ﬁqﬂitsr.ar;nflj?:?(r:fxgzgn Luas Lahan yang Dihjjaukan di 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | UPTD KPHP Bungo
H gkung Luar Kawasan Hutan Negara Raa Raa aas aa AR Unit Il dan 11
utan Negara
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan
dan/atau Pengawasan dalam UPTD KPHP Bungo
S L Sl 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 | 7T KPHE
Rehabilitasi Lahan
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan
dan/atau Pengawasan dalam dan/atau Pengawasan dalam UPTD KPHP Bungo
e B e o 2 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | 71D KPHS
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan
Perlindungan Hutan di Hutan 750.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 GJnFi’tTl?d’;mr Hre
Lindung dan Hutan Produksi
Penyusunan Dokumen . s
. Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
Pelaksanaan Perlindungan Hutan " UPTD KPHP Bungo
A el e i yang Diaksanakan Datam Sat 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | /7T KPEE
Produksi
Luas kawasan hutan yang UPTD KPHP Bungo
G L L L 2000 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | /7T KPHE
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi,
Sikionisasidapliccksapaany 500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | UPTD KPHP Bungo
Pencegahan/Penanggulangan Unit Il dan 11
Kebakaran Hutan dan Lahan
Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
Tertaksananya Pencegahan yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | UPTD KPHP Bungo
Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Unit Il dan 1ll
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan
dan Pemberantasan Kerusakan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 | WFTD KPHP Bungo
Kawasan Hutan
Tercegahnya Kerusakan Kawasan | Luas kawasan hutan yang 2000 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | UPTD KPHP Bungo
Hutan dilakukan pengamanan hutan Unit Il dan 11l
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Bukan 190.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | SETD KPHP Bungo
Kayu (HHBK)
Penyulsunan Dokumen Hasil Jumlah Pemegang PBPHH yang
PEmIENEEDY RENEEERE, Gl taat dalam pemenuhan kewajiban UPTD KPHP Bungo
Pengendalian Pelaksanaan T PR (G 0 3 190.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 | TP KPEE
Pengelolaan Hasil Hutan Bukan ? d P d
Kayu (HHBK) peraturan perundang-undangan
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan
Pembinaan (Bimbingan Teknis)
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan UPTD KPHP Bungo
e e e 190.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | TP KPEE
dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
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KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Pemegang PBPHH yang
(Bimbingan Teknis) Kegiatan taat dalam pemenuhan kewajiban UPTD KPHP Bungo
Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan patuh terhadap ketentuan 0 3 190.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 Unit Il dan Ill
dan/atau HHBK) peraturan perundang-undangan
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu _ _ B B _| UPTD KPHP Bungo
dengan Kapasitas Produksi <6000 Unit Il dan IIl
m3/Tahun
Eenyu_sunan (DI (] Laporan kegiatan Pengendalian
embinaan, Pengawasan dan
P 5 PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
engendalian Pelaksanaan skala kecil dan menengah dan _ _ B B _| UPTD KPHP Bungo
Pengolahan He_lsn Hutan Kayu Tindaklanjutnya berupa pengenaan Unit Il dan 1Il
dengan Kapasitas Produksi & SanksilAdminsitratif
6000m3/Tahun
Laporan Kegiatan pelaksanaan
Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) untuk skala usaha - - - - - LkJJnT-I[I)d};E’“T B
kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan
dan Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) skala kecil dan B B - . g L‘fﬂm%’;mr SU0de
menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pengawasan Laporan Kegiatan pelaksanaan
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Pengawasan PBPHH (Kayu
untuk skala usaha kecil dan dan/atau HHBK) untuk skala usaha - - - - - UETD KPHP Bungo
i - g Unit Il dan 11l
menengah yang menjadi kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) _ _ _ _ _| UPTD KPHP Bungo
skala kecil dan menengah yang Unit Il dan Ill
menjadi kewenangan provinsi
Laporan kegiatan Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan - - - - - UF.’TD KPHP Bungo
8 . . Unit Il dan 1l
skala kecil dan menengah Tindaklanjutnya berupa pengenaan
Sanksi Adminsitratif
Mg EeslEnEs fes Persentase kontribusi sektor UPTD KPHP
PO gkainya p kehutanan dari retribusi dan bagi 0.21 0.214 1.500.000.000 0.216 1.250.000.000 0.218 1.250.000.000 0.22 1.250.000.000 0.222 1.250.000.000 | Merangin Unit IV, V/
hasil terhadap Pendapatan Daerah dan VI
3.28.03.1.02 - Rencana
Pengelolaan Kesatuan UPTD KPHP
Pengelolaan Hutan kecuali pada 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Kesatuan Pengelolaan Hutan dan VI
Konservasi (KPHK)
Ez?g:s:::;nD;;:;?;aan Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP
kesatuan Pengelolaan Hutan Eenge:o:aan Eefatuan . 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 ll;/leravnlgln Unit IV, V
(KPH) engelolaan Hutan yang Tersusun an
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan UPTD KPHP
Rencana Pengelolaan Kesatuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Pengelolaan Hutan dan VI
Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan yang Tersusun dan VI
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3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP
di Kawasan Hutan Produksi dan 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Hutan Lindung dan VI
. Jumlah Data dan Informasi Terkait
Ezgyku:al::;aar:] E’Zﬁzr::\efzatgrl:ﬂtutan Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP
h . Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 110.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
di Kawasan Hutan Produksi A
d . Hutan Produksi dalam 1 (Satu) dan VI
an/atau Hutan Lindung P
Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan UPTD KPHP
Data dan Informasi Wilayah Usaha 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
di Kawasan Hutan Produksi dan VI
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Terkait
Terkait Luas Perizinan Berusaha Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 110.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Hutan Produksi dalam 1 (Satu) dan VI
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan UPTD KPHP
Rehabilitasi di Luar Kawasan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 | Merangin Unit IV, V
Hutan Negara dan VI
Penyusunan Dokumen Pelaksanan T i UPTD KPHP
Rehabilitasi di Luar Kawasan 'I:ﬁgf k:;i’;;’:’;gug':'ﬁ:k::‘ad' 10 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | Merangin Unit IV,
Hutan Negara 9 dan VI
j:m?tgbipeirgngzr:?g:;% UPTD KPHP
2 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | Merangin Unit IV, V
Rangka Pengembangan
L dan VI
Rehabilitasi Lahan
L (MR (R TRy 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 r\kAJePrZE mj‘nﬁt v,V
di Luar Kawasan Hutan Negara e A A U e akm Vlg !
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan UPTD KPHP
Hutan Rakyat di Luar Kawasan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Hutan Negara dan VI
i i UPTD KPHP
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luas Hutan Rakyat yang Dibangun . .
Luar Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 Z/Iaer:avnlgln Unit IV, V
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan UPTD KPHP
Penghijauan Lingkungan di Luar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | Merangin Unit IV, V
gnij gKung g
Kawasan Hutan Negara dan VI
Terlaksananya Penghijauan - . UPTD KPHP
Lingkungan di Luar Kawasan Luas Lahan yang Dihijaukan di 10 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | Merangin Unit IV, V
Luar Kawasan Hutan Negara
Hutan Negara dan VI
e UPTO KPHP
200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 | Merangin Unit IV, V
rangka Pengembangan d
poig an VI
Rehabilitasi Lahan

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

105




% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT i 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH | KETERANGAN
OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan UPTD KPHP
gzr;‘/giaaup'::‘g%f‘n"gsnznaga'am gz:{;zupz‘?‘g%?n"gsnag"aﬁa'am 2 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | Merangin Unit IV, V
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan dan VI
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan UPTD KPHP
Perlindungan Hutan di Hutan 700.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 | Merangin Unit IV, V
Lindung dan Hutan Produksi dan VI
ie”y"s“"a” (Dl Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi UPTD KPHP
elaksanaan Perlindungan Hutan q A A
di Hutan Lind et i yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | Merangin Unit IV, V
ieanSncungicaniyinan Tahun dan VI
Produksi
UPTD KPHP
(';I‘I‘:Ifuﬁ";“:: g‘rﬁg:ayrfﬂ?nan 2000 1000 200.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 | Merangin Unit IV, V.
peng dan VI
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, UPTD KPHP
sg‘:ﬁ’g’g‘:ﬁ:ﬁ]f;e"n:ﬁ;agkaggzg 500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | Merangin Unit IV, V.
Kebakaran Hutan dan Lahan vl
Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi UPTD KPHP
l‘;ﬂit;fgswjt:nez;igf;‘;:n yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | Merangin Unit IV, V.
Tahun dan VI
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan UPTD KPHP
dan Pemberantasan Kerusakan 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Merangin Unit IV, V
Kawasan Hutan dan VI
Tercegahnya Kerusakan Kawasan | Luas kawasan hutan yang UPTD KPHR
Hutan dilakukan pengamanan hutan 2000 1000 200.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 | Merangin Unit IV, V
dan VI
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan UPTD KPHP
Pengolahan Hasil Hutan Bukan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Kayu (HHBK) dan VI
Penyusunan Dokumen Hasil
Pembinaan, Pengawasan dan #:;?:l:ne\m:r%a;%r?fnpre ng?tr:gn UPTD KPHP
Pengendalian Pelaksanaan . — tgrhada ketentuajn 0 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Pengolahan Hasil Hutan Bukan era?uran erundaﬁ GENEED) dan VI
Kayu (HHBK) P P 9 9
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan
Pembinaan (Bimbingan Teknis)
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan WP KPHP.
(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
dan menengah yang menjadi el
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Pemegang PBPHH yang UPTD KPHP
(Bimbingan Teknis) Kegiatan taat dalam pemenuhan kewajiban . .
Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan patuh terhadap ketentuan 0 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
dan/atau HHBK) peraturan perundang-undangan dan VI
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu ) KPHR
dengan Kapasitas Produksi <6000 140.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Merangin Unit IV, V
dan VI
m3/Tahun
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Penyusunan Dokumen Hasil y
" Laporan Kegiatan pelaksanaan
i:':b:r“zzﬂ'asi”j:}‘(”’sﬁaa”aga” Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP
Pengolahan (1 e - dan/atau HHBK) untuk skala usaha 1 2 90.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 | Merangin Unit IV, V
d 9 A Y kecil dan menengah yang menjadi dan VI
engan Kapasitas Produksi & 6000 K .
ewenangan provinsi
m3/Tahun
Laporan kegiatan Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP
skala kecil dan menengah dan 1 1 50.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Tindaklanjutnya berupa pengenaan dan VI
Sanksi Adminsitratif
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan
dan Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP
dan/atau HHBK) skala kecil dan 90.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | Merangin Unit IV, V
menengah yang menjadi dan VI
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pengawasan Laporan Kegiatan pelaksanaan
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP
untuk skala usaha kecil dan dan/atau HHBK) untuk skala usaha 1 2 90.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 | Merangin Unit IV, V
menengah yang menjadi kecil dan menengah yang menjadi dan VI
kewenangan provinsi kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian
UPTD KPHP
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) ) .
skala kecil dan menengah yang 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 g/laenravr}gln Unit IV, V
menjadi kewenangan provinsi
Laporan kegiatan Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan 1 1 50.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
skala kecil dan menengah Tindaklanjutnya berupa pengenaan dan VI
Sanksi Adminsitratif
e EesllEnEs fes Persentase kontribusi sektor UPTD KPHP Limau
PO gkainya p kehutanan dari retribusi dan bagi 0.21 0.214 1.500.000.000 0.216 1.250.000.000 0.218 1.250.000.000 0.22 1.250.000.000 0.222 1.250.000.000 | Unit VII Hulu
hasil terhadap Pendapatan Daerah Sarolangun
3.28.03.1.02 - Rencana
Pengelolaan Kesatuan UPTD KPHP Limau
Pengelolaan Hutan kecuali pada 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Unit VII Hulu
Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarolangun
Konservasi (KPHK)
Ez?g:cs:::annljsgﬁgn:;aan Jumlah Dokumen Rencana UETD KPHP Limau
Kesatuan Pengelolaan Hutan Eenge:o:aan Eesatuan . 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 LSJnlt YII Hulu
(KPH) engelolaan Hutan yang Tersusun arolangun
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan UPTD KPHP Limau
Rencana Pengelolaan Kesatuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Unit VIl Hulu
Pengelolaan Hutan Sarolangun
Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP Limau
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Unit VIl Hulu
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan yang Tersusun Sarolangun
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP Limau
di Kawasan Hutan Produksi dan 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Unit VIl Hulu
Hutan Lindung Sarolangun
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
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PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Penyusunan Dokumen terkait Jumlah Data dan Informasi Terkait
Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP Limau
Felaksanaan Pemanfaatan Hulah | pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | Unit VIl Hulu
i Kawasan Hutan Produksi A
5 Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Sarolangun
dan/atau Hutan Lindung ety
Provinsi Secara Berkala
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi UPTD KPHP Limau
ﬁ'”km’"“?' PR 1 1 60.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | Unit VII Hulu
engendalian, dan Pengawasan SeTeEEE
PBPH Di Kawasan Hutan Produksi ou
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan UPTD KPHP Limau
Data dan Informasi Wilayah Usaha 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | Unit VII Hulu
di Kawasan Hutan Produksi Sarolangun
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Terkait
Terkait Luas Perizinan Berusaha Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP Limau
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | Unit VII Hulu
Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Sarolangun
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan UPTD KPHP Limau
Sinkronisasi Pengendalian .
PR e R e P e 60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 gg:}o}grll Huur:u
Hutan di Kawasan Hutan Produksi 9
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi .

) s : - g . UPTD KPHP Limau
Sinkronisasi Pembinaan, Sinkronisasi Pembinaan, 1 1 60.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | Unit VIl Hulu
Pengendalian, dan Pengawasan Pengendalian, dan Pengawasan Sarolangun
PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 9
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan UPTD KPHP Limau
Rehabilitasi di Luar Kawasan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 | Unit VIl Hulu
Hutan Negara Sarolangun
Penyusunan Dokumen s [MviEn Rl ey B UPTD KPHP Limau
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar ol luen KawasanyHu);angNe arag 0 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 | Unit VII Hulu
Kawasan Hutan Negara 9 Sarolangun

- . UPTD KPHP Limau
Lrasitatanyanginiiiauall 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | Unit VIl Hulu
Luar Kawasan Hutan Negara Sarolangun
Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP Limau
Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Unit VIl Hulu
Disusun (RTnRL) Sarolangun
Jumlah Laporan Pembinaan UPTD KPHP Limau
e etalenoanasaldaan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Unit VIl Hulu
Rangka Pengembangan e e
Rehabilitasi Lahan 9
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan UPTD KPHP Limau
Rencana Tahunan Rehabilitasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Unit VII Hulu
Lahan (RTnRL) Sarolangun
Tersusunnya Rencana Tahunan Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP Limau
Rehabilitas)i/ Lahan (RTnRL) Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Unit VIl Hulu
Disusun (RTnRL) Sarolangun
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3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan UPTD KPHP Limau
Hutan Rakyat di Luar Kawasan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Unit VIl Hulu
Hutan Negara Sarolangun
. . UPTD KPHP Limau
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luas Hutan Rakyat yang Dibangun .
Luar Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara 0 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 g;:;};l;;uur:u
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan UPTD KPHP Limau
Penghijauan Lingkungan di Luar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | Unit VII Hulu
Kawasan Hutan Negara Sarolangun
Terlaksananya Penghijauan - . UPTD KPHP Limau
Lingkungan di Luar Kawasan 'I:ﬁgf kg;i’;gf’;gug':'ﬁ:k::‘ad' 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | Unit VIl Hulu
Hutan Negara 9 Sarolangun
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan UPTD KPHP Limau
3 taulenoayasanlcalan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Unit VIl Hulu
rangka Pengembangan et
Rehabilitasi Lahan o
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan .
UPTD KPHP Limau
dan/atau Pengawasan dalam dan/atau Pengawasan dalam .
Rangka Pengembangan Rangka Pengembangan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 gg:to?g# Huunlu
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan 9
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan UPTD KPHP Limau
Perlindungan Hutan di Hutan 750.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 | Unit VII Hulu
Lindung dan Hutan Produksi Sarolangun
Ezgﬁ’;’;\"n %ikrmeur; o Hutan | Jumlah Laporan Patrol /Sosialisasi UPTD KPHP Limau
di . g yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | Unit VII Hulu
i Hutan Lindung dan Hutan
A Tahun Sarolangun
Produksi
Luas kawasan hutan yang WIPUD) (4eiA [ LW
7 2000 2000 250.000.000 2000 250.000.000 2000 250.000.000 2000 250.000.000 2000 250.000.000 | Unit VII Hulu
dilakukan pengamanan hutan Sarolangun
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, UPTD KPHP Limau
Sigkieisasiidagiiclsisanaan 500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | Unit VII Hulu
Pencegahan/Penanggulangan STl
Kebakaran Hutan dan Lahan 9
Terlaksananya Pencegahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi UPTD KPHP Limau
Y g yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | Unit VIl Hulu
K
ebakaran Hutan dan Lahan
Tahun Sarolangun
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan UPTD KPHP Limau
dan Pemberantasan Kerusakan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 | Unit VIl Hulu
Kawasan Hutan Sarolangun
Tercegahnya Kerusakan Kawasan | Luas kawasan hutan yang 2000 2000 250.000.000 2000 250.000.000 2000 250.000.000 2000 250.000.000 2000 250.000.000 L&Jn'TtT\E)IIKI-iF:JTuP Hmau
Hutan dilakukan pengamanan hutan s A Raas U aas Sarolangun
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3.28.03.1.06 - Pelaksanaan UPTD KPHP Limau
Pengolahan Hasil Hutan Bukan 190.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Unit VII Hulu
Kayu (HHBK) Sarolangun
Penyusunan Dokumen Hasil
Pembinaan, Pengawasan dan ::;?Ij;:n?m:%zﬁ::npgugiggn UPTD KPHP Limau
Pengendalian Pelaksanaan d P ) 1 2 190.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 | Unit VIl Hulu
Pengolahan Hasil Hutan Bukan aalpatiliciiacaciicieniuan Sarolangun
90 eraturan perundang-undangan 9
Kayu (HHBK) P
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan
Pembinaan (Bimbingan Teknis) .
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan UETD Kihiigdlimat
. 190.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Unit VIl Hulu
(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil ST
dan menengah yang menjadi 9
kewenangan provinsi
rorelsonay porirest |t Pemegeng PRF g
o 1e) el ™ pemenunan kewall 1 2 190.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 | Unit VIl Hulu
engolahan Hasil Hutan (Kayu dan patuh terhadap ketentuan Sarolangun
dan/atau HHBK) peraturan perundang-undangan 9
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan .
Pengolahan Hasil Hutan Kayu L‘,”PTD 14201 L
: : = = - - - | Unit VII Hulu
dengan Kapasitas Produksi <6000 ST
m3/Tahun 9
Penyusunan Dokumen Hasil .
8 Laporan Kegiatan pelaksanaan
EZ’:gb;’r“f’Zﬂ'a:i'g:}gﬁ”aga” Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP Limau
e : : : : |
dengan Kapasitas Produksi o2
26000m3/Tahun kewenangan provinsi
Laporan kegiatan Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP Limau
skala kecil dan menengah dan - - - - - | Unit VIl Hulu
Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sarolangun
Sanksi Adminsitratif
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan
dan Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP Limau
dan/atau HHBK) skala kecil dan - - - - - | Unit VIl Hulu
menengah yang menjadi Sarolangun
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pengawasan Laporan Kegiatan pelaksanaan
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP Limau
untuk skala usaha kecil dan dan/atau HHBK) untuk skala usaha - - - - - | Unit VIl Hulu
menengah yang menjadi kecil dan menengah yang menjadi Sarolangun
kewenangan provinsi kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian A
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skl imall
" - - - - - | Unit VIl Hulu
skala kecil dan menengah yang e
menjadi kewenangan provinsi 9
Laporan kegiatan Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP Limau
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan - - - - - | Unit VIl Hulu
skala kecil dan menengah Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sarolangun
Sanksi Adminsitratif
. L - Persentase kontribusi sektor i
Meningkatnya produktivitas hasil | oh tanan dari retribusi dan bagi 0.21 0.214 1.500.000.000 |  0.216 1.250.000.000 |  0.218 1.250.000.000 0.22 1.250.000.000 |  0.222 1.250.000.000 | UPTD KPHP Unit

hutan

hasil terhadap Pendapatan Daerah

VIII Hilir Sarolangun

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

110




@ DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.03.1.02 - Rencana
Pengelolaan Kesatuan .
Pengelolaan Hutan kecuali pada 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 \;‘:I’:’L?'Fga'—:’;;]mt X
Kesatuan Pengelolaan Hutan i gu
Konservasi (KPHK)
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Rencana .
Eere”ca”aa” PO Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | UPTD KPHP Unit
esatuan Pengelolaan Hutan P ol vt T VIII Hilir Sarolangun
(KPH) 'engelolaan Hutan yang lersusun
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan o
Rencana Pengelolaan Kesatuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 \f”Fl’ L?ifg;;;]"'tj .
Pengelolaan Hutan 9
Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP Unit
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 o
VIII Hilir Sarolangun
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan .
di Kawasan Hutan Produksi dan 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | ,YPTD KPHP Unit
5 VIII Hilir Sarolangun
Hutan Lindung
Penyusunan Dokumen terkait ild;nslag e?iiit:aiag elp‘jz;n'::si et
Folaksanaar) Pemanfaaten Hutan | pemantaatan Hutan di Kawasan 1 1 110.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | UPTD KPHP Unit
i Kawasan Hutan Produksi Hutan Produksi dalam 1 (Satu) VIII Hilir Sarolangun
GETELE (RIED LTy Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan i
Data dan Informasi Wilayah Usaha 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Unit
5 i VIII Hilir Sarolangun
di Kawasan Hutan Produksi
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Terkait
Terkait Luas Perizinan Berusaha Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP Unit
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 110.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 VIl Hilir Sarolangun
Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Hutan Produksi dalam 1 (Satu) 9
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan .
Rehabilitasi di Luar Kawasan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 | UPTD KPHP Unit
VIII Hilir Sarolangun
Hutan Negara
Penyusunan Dokumen " )
Pelaksanaan Rehabiltasi di Luar | -U3S Hutan Rakyat yang Dibangun 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 | ,YPTE KPHP Unit
di Luar Kawasan Hutan Negara VIII Hilir Sarolangun
Kawasan Hutan Negara
Jumlah Dokumen Rencana .
Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 \%:TL%:(SP:Z;an
Disusun (RTnRL) g
Jumlah Laporan Pembinaan
denstapeloapasanualan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | UPTD KPHP Unit
Rangka Pengembangan VIII Hilir Sarolangun
Rehabilitasi Lahan
Luas Lahan yang Dihijaukan di UPTD KPHP Unit
Luar Kawasan Hutan Negara 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 VI Hilir Sarolangun
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3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan .
Rencana Tahunan Rehabilitasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 UPTD. 4241 Wit
VIII Hilir Sarolangun
Lahan (RTnRL)
Jumlah Dokumen Rencana .
Tersusunnya Rencana Tahunan L UPTD KPHP Unit
Rehabilitasi Lahan (RTnRL) T;hunan Rehabilitasi Lahan yang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 VI Hilir Sarolangun
Disusun (RTnRL)
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan A
Hutan Rakyat di Luar Kawasan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 \zﬁLFT.Fg;ZI;mt q
Hutan Negara i qu
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luas Hutan Rakyat yang Dibangun 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 | UPTD KPHP Unit
Luar Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara VIII Hilir Sarolangun
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan .
Penghijauan Lingkungan di Luar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 \f”'f Lﬂir’(ga":;;]"'tj .
Kawasan Hutan Negara 9
Linchargen ot Luar Kawzomn Luas Lahan yang Dihijaukan di 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | UPTD KPHP Unit
Hi grungal ar Kawas: Luar Kawasan Hutan Negara e e U e e VIII Hilir Sarolangun
utan Negara
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan
dan/atau Pengawasan dalam UPTD KPHP Unit
rangka Pengembangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 VIl Hilir Sarolangun
Rehabilitasi Lahan
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan
dan/atau Pengawasan dalam dan/atau Pengawasan dalam UPTD KPHP Unit
Rangka Pengembangan Rangka Pengembangan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 VI Hilir Sarolangun
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan .
Perlindungan Hutan di Hutan 700.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 | ¥ Lﬁifgg‘i’l;"'ﬁn
Lindung dan Hutan Produksi 9
PELENER (2 Luas kawasan hutan yang UPTD KPHP Unit
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar H 2000 2000 200.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 4
dilakukan pengamanan hutan VIII Hilir Sarolangun
Kawasan Hutan Negara
Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi UPTD KPHP Unit
yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 VIl Hilir Sarol
Tahun Ilir Sarolangun
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi,
S EEIC (RS 500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | UPTD KPHP Unit
Pencegahan/Penanggulangan VIII Hilir Sarolangun
Kebakaran Hutan dan Lahan
Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi .
Terlaksananya Pencegahan " UPTD KPHP Unit
Kebakaran Hutan dan Lahan ¥aar|;§l;jrl]3llaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 VI Hilir Sarolangun
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3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan .

dan Pemberantasan Kerusakan 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 UPTD. 4241 Wit
VIII Hilir Sarolangun

Kawasan Hutan

Tercegahnya Kerusakan Kawasan | Luas kawasan hutan yang UPTD KPHP Unit

Hutan dilakukan pengamanan hutan 2000 2000 200.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 1000 160.000.000 |\ Hilir Sarolangun

3.28.03.1.06 - Pelaksanaan o

Pengolahan Hasil Hutan Bukan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 UPTD. AL Wit
VIII Hilir Sarolangun

Kayu (HHBK)

Penyusunan Dokumen Hasil

Pembinaan, Pengawasan dan Lozl (Rl (PR yang .

. taat dalam pemenuhan kewajiban UPTD KPHP Unit
Pengendalian Pelaksanaan d 3 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 e
Pengelolaan Hasil Hutan Bukan an patuh terhadap ketentuan VIII Hilir Sarolangun

S LIRS eraturan perundang-undangan
Kayu (HHBK) P
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan
Pembinaan (Bimbingan Teknis)
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan UPTD KPHP Unit
(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 |\ 11 Hilir Sarolangun
dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Pemegang PBPHH yang
(Bimbingan Teknis) Kegiatan taat dalam pemenuhan kewajiban UPTD KPHP Unit
Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan patuh terhadap ketentuan s s 100.000.000 s 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 VIII Hilir Sarolangun
dan/atau HHBK) peraturan perundang-undangan
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu UPTD KPHP Unit
dengan Kapasitas Produksi <6000 140.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | \/\1i Hilir Sarolangun
m3/Tahun
Penyusunan Dokumen Hasil A
" Laporan Kegiatan pelaksanaan
Pembinaan, Pengawasan dan Pengawasan PBPHH (Kayu
cnoncaianlicaksanaay dan/atau HHBK) untuk skala usaha 1 1 90.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | ,UPTD KPHP Unit
Pengelolaan Hasil Hutan dengan kecil d h adi VIII Hilir Sarolangun
Kapasitas Produksi & 6000 ecll dan menengan yang menjaci
m3/Tahun kewenangan provinsi
Laporan kegiatan Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) q
: UPTD KPHP Unit
skala kecil dan menengah dan 1 2 50.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 =
\ " VIII Hilir Sarolangun
Tindaklanjutnya berupa pengenaan
Sanksi Adminsitratif
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan
dan Pengawasan PBPHH (Kayu .
dan/atau HHBK) skala kecil dan 90.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | ,UPTD KPHP Unit
o VIII Hilir Sarolangun
menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pengawasan Laporan Kegiatan pelaksanaan
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP Unit
untuk skala usaha kecil dan dan/atau HHBK) untuk skala usaha 1 1 90.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 VI Hili
o . o ilir Sarolangun
menengah yang menjadi kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP Unit
skala kecil dan menengah yang 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 |\ /11 Hilir Sarolangun
menjadi kewenangan provinsi
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Laporan kegiatan Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP Unit
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan 1 2 50.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 o
: . N VIII Hilir Sarolangun
skala kecil dan menengah Tindaklanjutnya berupa pengenaan
Sanksi Adminsitratif
A Ay . Persentase kontribusi sektor
'“{'e”'”gka'”ya produktivitas hasil |\ o tanan dari retribusi dan bagi 0.21 0214 1.500.000.000 | 0216 1.250.000.000 |  0.218 1.250.000.000 022 1.250.000.000 |  0.222 1.250.000.000 | UPTD KPHP Tebo
utan . Barat Unit IX
hasil terhadap Pendapatan Daerah
3.28.03.1.02 - Rencana
Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pada 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 BUPTD K.PHP f=te
arat Unit IX
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Rencana
E:;?j::gaez P;g%i"ﬁ'ﬂan Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 ;T;Duﬁmf fske
(KPH) 9 Pengelolaan Hutan yang Tersusun
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan
Rencana Pengelolaan Kesatuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | SPTD KPHP Tebo
arat Unit IX
Pengelolaan Hutan
Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP Tebo
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 B .
arat Unit 1X
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan
di Kawasan Hutan Produksi dan 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | SR TD KPHP Tebo
- arat Unit IX
Hutan Lindung
Penyusunan Dokumen terkait ild;nslag e?iiit:aiag elp‘jz;n'::si jlesar
Felaksanaar Pemanfaaten Hutan | pemantaatan Hutan i Kawasan 1 1 110.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
i Kawasan Hutan Produksi i Barat Unit IX
. Hutan Produksi dalam 1 (Satu)
dan/atau Hutan Lindung Aot
Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan
Data dan Informasi Wilayah Usaha 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | SPTD KPHP Tebo
" " arat Unit 1X
di Kawasan Hutan Produksi
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Terkait
Terkait Luas Perizinan Berusaha Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP Tebo
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 110.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Barat Unit IX
Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Hutan Produksi dalam 1 (Satu)
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan
Rehabilitasi di Luar Kawasan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350,000,000 | AJPTD KPHE Tebo
arat Unit 1X
Hutan Negara
Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Pembinaan
Frn dan/atau Pengawasan dalam UPTD KPHP Tebo
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Rangka Pengembangan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Barat Unit IX
Kawasan Hutan negara Py
Rehabilitasi Lahan
puasliiutagitakatyanoiobanony 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
di Luar Kawasan Hutan Negara Barat Unit IX
LuasiananyanaDiliatkans 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Luar Kawasan Hutan Negara Barat Unit IX
Jumlah Dokumen Rencana
Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
" Barat Unit IX
Disusun (RTnRL)
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3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan
Rencana Tahunan Rehabilitasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | SPTD KPHP Tebo
Lahan (RTnRL)
Jumlah Dokumen Rencana
Tersusunnya Rencana Tahunan | -5 na Rehabilitasi Lahan yang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Di Barat Unit IX
isusun (RTnRL)

3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan
Hutan Rakyat di Luar Kawasan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Bua'j;DUﬁ&P Ske
Hutan Negara
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luas Hutan Rakyat yang Dibangun UPTD KPHP Tebo
e e o Rt B e K Yo ot 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 | SJPTD KEHE
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan
Penghijauan Lingkungan di Luar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 BUaF:aTtDU’;m;(P [Ske
Kawasan Hutan Negara
Terlaksananya Penghijauan - "

A N Luas Lahan yang Dihijaukan di UPTD KPHP Tebo
Lingkungan di Luar Kawasan o Ko O 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | P10 KBHE
Hutan Negara
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan
dansstatiiiisnoavasanidalan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
rangka Pengembangan Barat Unit IX
Rehabilitasi Lahan
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan
dan/atau Pengawasan dalam dan/atau Pengawasan dalam UPTD KPHP Tebo
bt e o 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | SPTE KEHF
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan
Perlindungan Hutan di Hutan 750.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 | MPTD KPHP Tebo
Lindung dan Hutan Produksi
Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Luas kawasan hutan yang UPTD KPHP Tebo
ey e 2000 1000 250.000.000 | 1000 250.000.000 | 1000 250.000.000 | 1000 250.000.000 | 1000 250.000.000 | P10 KBHE
Produksi

Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi

yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 ;’:;Duﬁﬁp f=te

Tahun
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan UPTD KPHP Tebo
SR 500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | JPTD KPHE
Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
Tertaksananya Pencegahan yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Barat Unit IX
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan
dan Pemberantasan Kerusakan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 | JPTD KPHP Tebo
Kawasan Hutan
Tercegahnya Kerusakan Kawasan | Luas kawasan hutan yang 2000 1000 250.000.000 | 1000 250.000.000 | 1000 250.000.000 | 1000 250.000.000 | 1000 250.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Hutan dilakukan pengamanan hutan Barat Unit IX
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Bukan 190.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | g TD KPHP Tebo
Kayu (HHBK)
Penyusunan Dokumen Hasil Jumlah Pemegang PBPHH yang
Pembinaan, Pengawasan dan taat dalam pemenuhan kewajiban UPTD KPHP Tebo
A E e e e e 0 10 190.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150,000,000 | PTO KPHE
Pengolahan Hasil Hutan Bukan peraturan perundang-undangan
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KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Kayu (HHBK)
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan
Pembinaan (Bimbingan Teknis)
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan UPTD KPHP Tebo
(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil 190.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Barat Unit IX
dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Pemegang PBPHH yang
(Bimbingan Teknis) Kegiatan taat dalam pemenuhan kewajiban UPTD KPHP Tebo
Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan patuh terhadap ketentuan 0 10 190.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 Barat Unit IX
dan/atau HHBK) peraturan perundang-undangan
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu UPTD KPHP Tebo
dengan Kapasitas Produksi <6000 : : : - " | Barat Unit IX
m3/Tahun
Penyusunan Dokumen Hasil .
Pembinaan, Pengawasan dan I';e;;:‘(;:;a};zglitggEz;Ia(szaeraan
Pengoiahan Hasl Futan Kayu | danatau HHEK) untuk skala useha - - - - | Bt tnitix
dengan Kapasitas Produksi & 6000 e m———— %in Iy 9 i
m3/Tahun ewenangan provins
Laporan kegiatan Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
skala kecil dan menengah dan - - - - - ;\T;DU}:E'I—;? fske
Tindaklanjutnya berupa pengenaan
Sanksi Adminsitratif
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan
dan Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) skala kecil dan - - - - - [ UPTD KPHP Tebo
o Barat Unit IX
menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pengawasan Laporan Kegiatan pelaksanaan
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Pengawasan PBPHH (Kayu
untuk skala usaha kecil dan dan/atau HHBK) untuk skala usaha - - - - .| UPTD KPHP Tebo
o - g Barat Unit IX
menengah yang menjadi kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) ~ ~ R R _| UPTD KPHP Tebo
skala kecil dan menengah yang Barat Unit IX
menjadi kewenangan provinsi
Laporan kegiatan Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan - - - - - El’JPTD K.PHP Tebo
. . . arat Unit 1X
skala kecil dan menengah Tindaklanjutnya berupa pengenaan
Sanksi Adminsitratif
. - - Persentase kontribusi sektor
Meningkatnya produktivitas hasil | e tanan dari retribusi dan bagi 0.21 0214 1.500.000.000 | 0216 1.250.000.000 |  0.218 1.250.000.000 022 1.250.000.000 |  0.222 1.250.000.000 | UPTD KPHP Tebo
utan H Timur Unit X
hasil terhadap Pendapatan Daerah
3.28.03.1.02 - Rencana
Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pada 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Timur Unit X
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Rencana
Perencanaan Pengelolaan UPTD KPHP Tebo
Kesatuan Pengelolaan Hutan Eenge:o:aan Eesatuan T 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | i Unit X
(KPH) engelolaan Hutan yang Tersusun
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KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT i 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH | KETERANGAN
OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan
Rencana Pengelolaan Kesatuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 #nfzfuﬁip Ske
Pengelolaan Hutan
Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP Tebo
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Timur Unit X
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan
di Kawasan Hutan Produksi dan 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | 01D KEHP Tebo
Hutan Lindung
Penyusunan Dokumen terkait Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Sinkronisasi Pembinaan, UPTD KPHP Tebo
di Kawasan Hutan Produksi Pengendalian, dan Pengawasan i i RUUOCIEY i SDETYLY U RUUU00 i H0ETINITY i SUUO00 Timur Unit X
dan/atau Hutan Lindung PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
Jumlah Data dan Informasi Terkait
Luas Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50,000,000 | 1 10 KPHP Tebo
Hutan Produksi dalam 1 (Satu)
Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan
Data dan Informasi Wilayah Usaha 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 ‘IE.iJerPUﬁT-)'(P ete
di Kawasan Hutan Produksi
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Terkait
Terkait Luas Perizinan Berusaha Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP Tebo
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Timur Unit X
Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Hutan Produksi dalam 1 (Satu)
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan
Shkionicasiienoencaian 60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Timur Unit X
Hutan di Kawasan Hutan Produksi
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Sinkronisasi Pembinaan, Sinkronisasi Pembinaan, UPTD KPHP Tebo
Pengendalian, dan Pengawasan Pengendalian, dan Pengawasan 1 1 60.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Timur Unit X
PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan
Rehabilitasi di Luar Kawasan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 | 4 10 KPHP Tebo
Hutan Negara
Jumlah Laporan Pembinaan
Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar | 4an/atau Pengawasan dalam 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | P TD KEHP Tebo
Kawasan Hutan Negara angka mengemoangan imur Zni
Rehabilitasi Lahan
Luvzs (Rl [RET Szt ) (B un 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
di Luar Kawasan Hutan Negara Timur Unit X
Jumlah Dokumen Rencana
Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 T‘fn':IPUﬁ:F)'(P flcte
Disusun (RTnRL)
Luas Lahan yang Dinijaukan di 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | UPTD KPHP Tebo
uar Kawasan Hutan Negara Timur Unit X
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan
Rencana Tahunan Rehabiltasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | HPTD KEHP Tebo
Lahan (RTnRL)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

117




% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 20zt
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Jumlah Dokumen Rencana
Tersusunnya Rencana Tahunan | 7o 2 Rehabilitasi Lahan yang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Di Timur Unit X
isusun (RTnRL)
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan
Hutan Rakyat di Luar Kawasan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 #nfzfuﬁip Ske
Hutan Negara
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luas Hutan Rakyat yang Dibangun UPTD KPHP Tebo
e et Naoyed B K o e 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 | 01D KEHY
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan
Penghijauan Lingkungan di Luar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 T‘f:‘IPUﬁ:*)'(P [Ske
Kawasan Hutan Negara
Terlaksananya Penghijauan - "
A N Luas Lahan yang Dihijaukan di UPTD KPHP Tebo
Lingkungan i Luar Kawasan o Ko O e, 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | 11D KPHE
utan Negara
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan
dansatatiiiisnoavasanidalan; 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
rangka Pengembangan Timur Unit X
Rehabilitasi Lahan
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan
dan/atau Pengawasan dalam dan/atau Pengawasan dalam UPTD KPHP Tebo
e o e o 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | 0 TD KEEH
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan
Perlindungan Hutan di Hutan 700.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 T‘fm?uﬁip el
Lindung dan Hutan Produksi
Penyusunan Dokumen . s
" Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
Pelaksanaan Perlindungan Hutan | "y sanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | UPTD KPHP Tebo
di Hutan Lindung dan Hutan Tl Timur Unit X
Produksi
Luas kawasan hutan yang UPTD KPHP Tebo
G L L L 2000 2000 200.000.000 | 2000 150.000.000 | 2000 150.000.000 | 2000 150.000.000 | 2000 150.000.000 | 01D KEEH
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi,
Sikionisasidapliclcksapaany 500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | UPTP KPHP Tebo
Pencegahan/Penanggulangan Timur Unit X
Kebakaran Hutan dan Lahan
Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
wotaksananya Pencegaian yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | 1JPTD KPHP Tebo
Tahun
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan
dan Pemberantasan Kerusakan 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | 1P TD KEHP Tebo
Kawasan Hutan
Tercegahnya Kerusakan Kawasan | Luas kawasan hutan yang 2000 2000 200.000.000| 2000 150.000.000 | 2000 150.000.000 | 2000 150.000.000 | 2000 150.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Hutan dilakukan pengamanan hutan Timur Unit X
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Bukan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | P TD KEHP Tebo
Kayu (HHBK)
Penyulsunan (DI ] Jumlah Pemegang PBPHH yang
Pembinaan, Pengawasan dan taat dalam pemenuhan kewajiban UPTD KPHP Tebo
Pengendalian Pelaksanaan T T T (G 0 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | e 1B [EEY
Pengelolaan Hasil Hutan Bukan ? d P d
Kayu (HHBK) peraturan perundang-undangan
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3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan
Pembinaan (Bimbingan Teknis)
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan UPTD KPHP Tebo
(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | i Unit X
dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Pemegang PBPHH yang
(Bimbingan Teknis) Kegiatan taat dalam pemenuhan kewajiban UPTD KPHP Tebo
Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan patuh terhadap ketentuan 0 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 Timur Unit X
dan/atau HHBK) peraturan perundang-undangan
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu UPTD KPHP Tebo
dengan Kapasitas Produksi <6000 140.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Timur Unit X
m3/Tahun
PSR D En ) Laporan Kegiatan pelaksanaan
E:?Qb‘:’:zzﬁ;;ﬁ:‘gs’;lgan :::gmamsi?z:mﬁgg usaha 1 1 90.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Pengolahan Hasil Hutan Kayu kecil dan menengah yang menjadi e e e e e Timur Unit X
dengan Kapasitas Produksi & 6000 -
m3/Tahun kewenangan provinsi
Laporan kegiatan Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
skala kedil dan menengah dan 1 1 50.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | P TD KEHP Tebo
Tindaklanjutnya berupa pengenaan
Sanksi Adminsitratif
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan
dan Pengawasan PBPHH (Kayu
danfatau HHBK) skala kecil dan 90.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | 11D KPHE Tebo
menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pengawasan Laporan Kegiatan pelaksanaan
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP Tebo
untuk skala usaha kecil dan dan/atau HHBK) untuk skala usaha 1 1 90.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Timur Unit X
menengah yang menjadi kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian
PBRHH(Kayu dan/atau HHEK) 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
skala kecil dan menengah yang Timur Unit X
menjadi kewenangan provinsi
Laporan kegiatan Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP Tebo
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan 1 1 50.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | -
: - . Timur Unit X
skala kecil dan menengah Tindaklanjutnya berupa pengenaan
Sanksi Adminsitratif
Mg EeslEnEs fes Persentase kontribusi sektor UPTD KPHP
T gkainya p kehutanan dari retribusi dan bagi 0.21 0.214 1.500.000.000 0.216 1.250.000.000 0.218 1.250.000.000 0.22 1.250.000.000 0.222 1.250.000.000 | Batanghari Unit XI
hasil terhadap Pendapatan Daerah dan Xl
3.28.03.1.02 - Rencana
Pengelolaan Kesatuan UPTD KPHP
Pengelolaan Hutan kecuali pada 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Kesatuan Pengelolaan Hutan dan XIl
Konservasi (KPHK)
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pengelolaan Jumlah Dokumen Rencana UPTD KP_HP _
Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Kesatuan Pengelolaan Hutan P ol H T dan Xl
(KPH) engelolaan Hutan yang Tersusun an
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3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan UPTD KPHP
Rencana Pengelolaan Kesatuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Pengelolaan Hutan dan Xl
Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan yang Tersusun dan Xl
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP
di Kawasan Hutan Produksi dan 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Hutan Lindung dan XII
Pen Dok terkait Jumlah Data dan Informasi Terkait
yusunan Lokumen terkal Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan - A
N : Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 110.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Batanghari Unit XI
di Kawasan Hutan Produksi q
dan/atau Hutan Lindung Hula_n P_roduk51 dalam 1 (Satu) dan Xl
Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan UPTD KPHP
Data dan Informasi Wilayah Usaha 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
di Kawasan Hutan Produksi dan XII
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Terkait
Terkait Luas Perizinan Berusaha Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 110.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Hutan Produksi dalam 1 (Satu) dan Xl
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan UPTD KPHP
Rehabilitasi di Luar Kawasan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 | Batanghari Unit XI
Hutan Negara dan XII
Penyusunan Dokumen ol Lfpaem (PEmlihEED UPTD KPHP
P Frn dan/atau Pengawasan dalam AnMer
elaksanaan Rehabilitasi di Luar 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | Batanghari Unit XI
K Rangka Pengembangan
awasan Hutan Negara et dan Xl
Rehabilitasi Lahan
Luas Hutan Rakyat yang Dibangun P [Pt L
- yalyang 9 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 | Batanghari Unit XI
di Luar Kawasan Hutan Negara dan Xl
Luas Lahan yang Dihijaukan di UPTD KPHP
Luar Kawasan Hutan Negara 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 S:r?;ﬁharl Unit XI
Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP
Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Disusun (RTnRL) dan XII
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan UPTD KPHP
Rencana Tahunan Rehabilitasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Lahan (RTnRL) dan XII
Tersusunnya Rencana Tahunan Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP
Rehabilitas)i/ Lahan (RTnRL) Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Disusun (RTnRL) dan XII
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3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan UPTD KPHP
Hutan Rakyat di Luar Kawasan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Hutan Negara dan Xl
. . UPTD KPHP
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luas Hutan Rakyat yang Dibangun R
Luar Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 Szga;ﬁhan Unit XI
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan UPTD KPHP
Penghijauan Lingkungan di Luar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | Batanghari Unit XI
Kawasan Hutan Negara dan XII
Terlaksananya Penghijauan - . UPTD KPHP
Lingkungan di Luar Kawasan 'I:ﬁgf kg;i’;gf’;gug':'ﬁ:k::‘ad' 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | Batanghari Unit XI
Hutan Negara 9 dan XII
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan UPTD KPHP
dan/atau Pengawasan dalam S
rangka Pengembangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 S:rt]a;ﬁharl Unit XI
Rehabilitasi Lahan
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan UPTD KPHP
dan/atau Pengawasan dalam dan/atau Pengawasan dalam .
Rangka Pengembangan Rangka Pengembangan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Sgr?gﬁharl Unit XI
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan UPTD KPHP
Perlindungan Hutan di Hutan 700.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 | Batanghari Unit XI
Lindung dan Hutan Produksi dan XII
Ezgﬁ’;’;\"n %ikrmeur; o Hutan | Jumlah Laporan Patrol /Sosialisasi UPTD KPHP
di B g yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | Batanghari Unit XI
i Hutan Lindung dan Hutan
A Tahun dan Xl
Produksi
Luas kawasan hutan yang UPUD) (4RI
7 2000 2000 200.000.000 2000 150.000.000 2000 150.000.000 2000 150.000.000 2000 150.000.000 | Batanghari Unit XI
dilakukan pengamanan hutan dan XII
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, UPTD KPHP
Sikonisasidanii Sl ks 500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | Batanghari Unit XI
Pencegahan/Penanggulangan dan Xl
Kebakaran Hutan dan Lahan
Terlaksananya Pencegahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi UPTD KPHP
Kebakaran Hutan dan Lahan ¥ang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | Batanghari Unit XI
ahun dan XII
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan UPTD KPHP
dan Pemberantasan Kerusakan 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Batanghari Unit XI
Kawasan Hutan dan XII
Tercegahnya Kerusakan Kawasan | Luas kawasan hutan yang UPTD KPHP
Hutan dilakukan pengamanan hutan 2000 2000 200.000.000 2000 150.000.000 2000 150.000.000 2000 150.000.000 2000 150.000.000 S::‘a;ﬁharl Unit XI
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3.28.03.1.06 - Pelaksanaan UPTD KPHP
Pengolahan Hasil Hutan Bukan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Kayu (HHBK) dan XII
Penyusunan Dokumen Hasil
Pembinaan, Pengawasan dan ::;?Ij;:n?m:%zﬁ::npgugiggn UPTD KPHP
Pengendalian Pelaksanaan d P ) 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Pengelolaan Hasil Hutan Bukan aalpatiliciiacaciicieniuan dan Xl

9 eraturan perundang-undangan
Kayu (HHBK) P
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan
Pembinaan (Bimbingan Teknis)

h f UPTD KPHP
iegiataniienaclaanliasiiulan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan XII
dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Pemegang PBPHH yang PTD KPHP
(Bimbingan Teknis) Kegiatan taat dalam pemenuhan kewajiban uy S
P - 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Batanghari Unit XI

engolahan Hasil Hutan (Kayu dan patuh terhadap ketentuan dan XII
dan/atau HHBK) peraturan perundang-undangan
dengan Kapasitas Produksi <6000 140.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 S:r?;ﬁharl Unit XI
m3/Tahun
Penyusunan Dokumen Hasil .
8 Laporan Kegiatan pelaksanaan
EZ’:&?\@ZH;:;’;?:@?Z’;?” Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP
Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha 1 1 90.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | Batanghari Unit XI
dengan Kapasitas Produksi & 6000 t‘ﬁl ?‘a: m&re‘nerng\;’?nh iyang nelizel danpul
m3/Tahun ewenangan provins
Laporan kegiatan Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP
skala kecil dan menengah dan 1 1 50.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Tindaklanjutnya berupa pengenaan dan XII
Sanksi Adminsitratif
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan
dan Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP
dan/atau HHBK) skala kecil dan 90.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | Batanghari Unit XI
menengah yang menjadi dan XII
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pengawasan Laporan Kegiatan pelaksanaan
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP
untuk skala usaha kecil dan dan/atau HHBK) untuk skala usaha 1 1 90.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | Batanghari Unit XI
menengah yang menjadi kecil dan menengah yang menjadi dan Xl
kewenangan provinsi kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian
UPTD KPHP
PEIRRL (e cEkE (IRE) 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
skala kecil dan menengah yang dan Xl
menjadi kewenangan provinsi
Laporan kegiatan Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan 1 1 50.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Batanghari Unit XI
skala kecil dan menengah Tindaklanjutnya berupa pengenaan dan XII
Sanksi Adminsitratif

8 hyo . Persentase kontribusi sektor

Meningkatnya produktivitas hasil | e tanan dari retribusi dan bagi 0.21 0214 1.500.000.000 | 0216 1.250.000.000 |  0.218 1.250.000.000 022 1.250.000.000 |  0.222 1.250.000.000 | UPTD KPHP Muaro
utan H Jambi Unit XIII
hasil terhadap Pendapatan Daerah
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3.28.03.1.02 - Rencana
Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pada 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 J‘;Pm?l;(nﬁ";z”“"“am
Kesatuan Pengelolaan Hutan rni
Konservasi (KPHK)
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Rencana
E CHEEENEER (R HERR Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | UPTD KPHP Muaro
esatuan Pengelolaan Hutan P ol vt T Jambi Unit XIII
(KPH) 'engelolaan Hutan yang lersusun
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan
Rencana Pengelolaan Kesatuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 JUPTD WA VDD
lambi Unit XIII
Pengelolaan Hutan
Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | JPTD KPHE Muaro
lambi Unit XIII
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan
di Kawasan Hutan Produksi dan 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100,000,000 | |JPTD KEHE Muaro
P lambi Unit XIII
Hutan Lindung
Penyusunan Dokumen terkait ild;nslag e?iiit:aiag elp‘jz;n'::si et
Folaksanaar) Pemanfaaten Hutan | pemantaatan Hutan di Kawasan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | UPTD KPHP Muaro
i Kawasan Hutan Produksi Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Jambi Unit XIII
cap Bt tianlnctnd Provinsi Secara Berkala
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Sinkronisasi Pembinaan, UPTD KPHP Muaro
Pengendalian, dan Pengawasan 1 1 60.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Jambi Unit XIII
PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan
Data dan Informasi Wilayah Usaha 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | UPTD KPHP Muaro
A " Jambi Unit XIII
di Kawasan Hutan Produksi
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Terkait
Terkait Luas Perizinan Berusaha Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP Muaro
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Jambi Unit X1l
Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Hutan Produksi dalam 1 (Satu)
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan
Slikonsasieloscalian 60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | UPTD KPHP Muaro
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jambi Unit XIII
Hutan di Kawasan Hutan Produksi
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Sinkronisasi Pembinaan, Sinkronisasi Pembinaan, 1 1 60.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | UPTD KPHP Muaro
Pengendalian, dan Pengawasan Pengendalian, dan Pengawasan Jambi Unit XIII
PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan
Rehabilitasi di Luar Kawasan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 | UPTD KPHP Muaro
Jambi Unit XIII
Hutan Negara
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP Muaro
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 s
- Jambi Unit XIII
Kawasan Hutan Negara Disusun (RTnRL)
Jumlah Laporan Pembinaan
G (R Gl 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | UPTD KPHP Muaro
Rangka Pengembangan Jambi Unit XIII
Rehabilitasi Lahan
Luas Hutan Rakyat yang Dibangun UPTD KPHP Muaro
di Luar Kawasan Hutan Negara 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 Jambi Unit XIII
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BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT oz
TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU
'I:”as [tz v OISR GE 10 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | UPTD KPHP Muaro
uar Kawasan Hutan Negara Jambi Unit XIII
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan
Rencana Tahunan Rehabilitasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | [JPTD KEHE Muaro
Lahan (RTnRL)
Jumlah Dokumen Rencana
Tersusunnya Rencana Tahunan e UPTD KPHP Muaro
R e Yol Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | JPTD KEHE
Disusun (RTnRL)
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan
Hutan Rakyat di Luar Kawasan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Jgpmz?lfni*;z”""“am
Hutan Negara
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luas Hutan Rakyat yang Dibangun UPTD KPHP Muaro
e e o Rt B e K Yo ot 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 | JPTD KEHE
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan
Penghijauan Lingkungan di Luar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Jgpmz?lfni*;z”""“am
Kawasan Hutan Negara
Terlaksananya Penghijauan L - "
A N uas Lahan yang Dihijaukan di UPTD KPHP Muaro
Lingkungan i Luar Kawasan oo Koo o e 10 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | 21D KEHE !
utan Negara
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan
dansstatiiisnoavasanidalan; 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | YPTD KPHP Muaro
rangka Pengembangan Jambi Unit XIII
Rehabilitasi Lahan
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan
dan/atau Pengawasan dalam dan/atau Pengawasan dalam 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | UPTD KPHP Muaro
Rangka Pengembangan Rangka Pengembangan Jambi Unit XIII
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan
Perlindungan Hutan di Hutan 700.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 | JPTD KPHE Muaro
Lindung dan Hutan Produksi
Penyusunan Dokumen . b
" Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 0"y sanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | YPTD KPHP Muaro
di Hutan Lindung dan Hutan Tahun Jambi Unit XIII
Produksi cull
Luas kawasan hutan yang UPTD KPHP Muaro
b e 2000 2000 200.000.000 | 2000 150.000.000 | 2000 150.000.000 | 2000 150.000.000 | 2000 150.000.000 | 0 TD KERE
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi,
Sikionisasidapliclcksapaany 500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | UPTD KPHP Muaro
Pencegahan/Penanggulangan Jambi Unit XIII
Kebakaran Hutan dan Lahan
Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
wolaksananya Pencegaian yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | |JPTD KPHE Muaro
Tahun
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan
dan Pemberantasan Kerusakan 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | JPTD KEHE Muaro
Kawasan Hutan
Tercegahnya Kerusakan Kawasan | Luas kawasan hutan yang 2000 2000 200.000.000| 2000 150.000.000 | 2000 150.000.000 | 2000 150.000.000 | 2000 150.000.000 | UPTD KPHP Muaro
Hutan dilakukan pengamanan hutan Jambi Unit XIII
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Bukan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | JPTD KEHE Muaro
Kayu (HHBK)
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DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Penyusunan Dokumen Hasil
b paaniissnaawasanidan tJ:aT ?:I:n?m:%i:%tﬁ’fnpre'—v'vg?gagn UPTD KPHP Muaro
Pengendalian Pelaksanaan P ) 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 A
Pengelolaan Hasil Hutan Bukan dan patuh terhar;‘l’ap ketegtuan Jambi Unit XIII
Kayu (HHBK) peraturan perundang-undangan
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan
Pembinaan (Bimbingan Teknis)
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan UPTD KPHP Muaro
(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Jambi Unit XIII
dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Pemegang PBPHH yang
(Bimbingan Teknis) Kegiatan taat dalam pemenuhan kewajiban UPTD KPHP Muaro
Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan patuh terhadap ketentuan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Jambi Unit XIlI
dan/atau HHBK) peraturan perundang-undangan
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu UPTD KPHP Muaro
dengan Kapasitas Produksi <6000 140.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | ;- it Xl
m3/Tahun
Ez::‘y;i:gin PDeonkg;‘aTvzns::Zin Laporan kegiatan Pengendalian
Pengndalian Pelaksanaan Pl (Kayu atamiiz i71E) UPTD KPHP Muaro
; skala kecil dan menengah dan 2 2 50.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 F e
Pengelolaan Hasil Hutan dengan TindaKlaniutrvalb Jambi Unit XIII
Kapasitas Produksi & 6000 e
m3/Tahun anksi Adminsitrati
Laporan Kegiatan pelaksanaan
Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) untuk skala usaha 2 2 90.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50,000,000 | JPTO KEHE Muaro
. T lambi Unit XIII
kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan
dan Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) skala keil dan 90.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | UPTD KPHP Muaro
= Jambi Unit XIII
menengah yang menjadi
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pengawasan Laporan Kegiatan pelaksanaan
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP Muaro
untuk skala usaha kecil dan dan/atau HHBK) untuk skala usaha 2 2 90.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 Jambi Unit XIII
menengah yang menjadi kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP Muaro
skala kecil dan menengah yang 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | ;- v Uit Xl
menjadi kewenangan provinsi
Laporan kegiatan Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP Muaro
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan 2 2 50.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Sl
: . . Jambi Unit XIII
skala kecil dan menengah Tindaklanjutnya berupa pengenaan
Sanksi Adminsitratif
T e Ty oy e Persentase kontribusi sektor UPTD KPHP
h gkatnya p kehutanan dari retribusi dan bagi 0.21 0.214 1.500.000.000 0.216 1.250.000.000 0.218 1.250.000.000 0.22 1.250.000.000 0.222 1.250.000.000 | Tanjung Jabung
utan ; N ~
hasil terhadap Pendapatan Daerah Timur Unit XIV
3.28.03.1.02 - Rencana
Pengelolaan Kesatuan UPTD KPHP
Pengelolaan Hutan kecuali pada 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Tanjung Jabung
Kesatuan Pengelolaan Hutan Timur Unit XIV
Konservasi (KPHK)
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DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
ERIEN BRI Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP
K 9 Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Tanjung Jabung
esatuan Pengelolaan Hutan z .
(KPH) Pengelolaan Hutan yang Tersusun Timur Unit XIV
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan UPTD KPHP
Rencana Pengelolaan Kesatuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Tanjung Jabung
Pengelolaan Hutan Timur Unit XIV
Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Tanjung Jabung
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan yang Tersusun Timur Unit XIV
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP
di Kawasan Hutan Produksi dan 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Tanjung Jabung
Hutan Lindung Timur Unit XIV
. Jumlah Data dan Informasi Terkait
Penyusunan Dokumen tekait an | Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP
di ; Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | Tanjung Jabung
i Kawasan Hutan Produksi f o o
dan/atau Hutan Lindung Hutap Ffroduk5| dalam 1 (Satu) Timur Unit XIV
Provinsi Secara Berkala
émli:igsgiu';ne?;]bﬁlnaas:n}foordmaSI 1 1 60.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 'I%':Tl:r)\ K.Taktgpn
Pengendalian, dan Pengawasan e e e e e Timluur Snit erg
PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan UPTD KPHP
Data dan Informasi Wilayah Usaha 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | Tanjung Jabung
di Kawasan Hutan Produksi Timur Unit XIV
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Terkait
Terkait Luas Perizinan Berusaha Luas Perizinan Berusaha UPTD KPHP
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | Tanjung Jabung
Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Timur Unit XIV
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
o 60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | Tanjung Jabung
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Timur Unit XIV
Hutan di Kawasan Hutan Produksi
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Sinkronisasi Pembinaan, Sinkronisasi Pembinaan, 1 1 60.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | Tanjung dabun
Pengendalian, dan Pengawasan Pengendalian, dan Pengawasan R R R R R Timjur Snit leg
PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan UPTD KPHP
Rehabilitasi di Luar Kawasan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 | Tanjung Jabung
Hutan Negara Timur Unit XIV
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Tanjung Jabung
Kawasan Hutan Negara Disusun (RTnRL) Timur Unit XIV
RS A UPTD KPHP
9 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Tanjung Jabung
Rangka Pengembangan Ti "
ol imur Unit XIV
Rehabilitasi Lahan
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Luas Hutan Rakyat yang Dibangun WP (4Pt
di yatyang 9 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 | Tanjung Jabung
i Luar Kawasan Hutan Negara Timur Unit XIV
Luas Lahan yang Dihijaukan di WPV (A1
Luar Kawasan Hutan Negara 10 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 ¥ﬁ1r1uuurngn.fta)t2:1\r;g
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan UPTD KPHP
Rencana Tahunan Rehabilitasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Tanjung Jabung
Lahan (RTnRL) Timur Unit XIV
Jumlah Dokumen Rencana UPTD KPHP
;‘Zﬁ:;ﬁ?ansﬁsrf::?gigst‘;‘”a” Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Tanjung Jabung
Disusun (RTnRL) Timur Unit XIV
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan UPTD KPHP
Hutan Rakyat di Luar Kawasan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Tanjung Jabung
Hutan Negara Timur Unit XIV
i i UPTD KPHP
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luas Hutan Rakyat yang Dibangun N
Luar Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara 10 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 $;21]LIL:'nSana;:J\r/\g
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan UPTD KPHP
Penghijauan Lingkungan di Luar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | Tanjung Jabung
Kawasan Hutan Negara Timur Unit XIV
Terlaksananya Penghijauan Luas Lahan yang Dihijaukan di UPTD KPHP
Lingkungan di Luar Kawasan yang / 10 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 | Tanjung Jabung
Luar Kawasan Hutan Negara i i
Hutan Negara Timur Unit XIV
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan UPTD KPHP
dan/atatiisngawasanidalan; 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Tanjung Jabung
rangka Pengembangan Timur Unit XIV
Rehabilitasi Lahan
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan UPTD KPHP
dan/atau Pengawasan dalam dan/atau Pengawasan dalam 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Tanjung Jabung
Rangka Pengembangan Rangka Pengembangan Timur Unit XIV
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan UPTD KPHP
Perlindungan Hutan di Hutan 750.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 | Tanjung Jabung
Lindung dan Hutan Produksi Timur Unit XIV
Ezg{lg::g; ?f:;ﬁ:;ir; N Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi UPTD KPHP
A B 9 yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | Tanjung Jabung
di Hutan Lindung dan Hutan = .
. Tahun Timur Unit XIV
Produksi
e lanasanitanyand 2000 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 2000 250.000.000 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 TL;':Tu?] K.Ta'-:)zn
dilakukan pengamanan hutan e R R R o Timjur Snit XIVg
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DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT i 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH | KETERANGAN
OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi.

f feedf ' UPTD KPHP
ﬁg‘:;gg:::;/"F?Qn:s;agkj::gzg 500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | Tanjung Jabung
Kebakaran Hutan dan Lahan Wit U487
Terlaksananya Pencegahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi UPTD KPHP
Kebakaran }—{utan dangLahan yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | Tanjung Jabung

Tahun Timur Unit XIV
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan UPTD KPHP
dan Pemberantasan Kerusakan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 | Tanjung Jabung
Kawasan Hutan Timur Unit XIV

UPTD KPHP

L‘Z‘gf‘gah”ya Kerusakan Kawasan (';I‘I‘:fuﬁ";“:: g‘;ﬁg’r‘]a‘/::'ﬂtan 2000 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | Tanjung Jabung

peng Timur Unit XIV
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan UPTD KPHP
Pengolahan Hasil Hutan Bukan 190.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Tanjung Jabung
Kayu (HHBK) Timur Unit XIV
Penyusunan Dokumen Hasil
Pembinaan, Pengawasan dan ;J:ar??:l:n?mzrgnaelgur?fnplt'euﬁggn UPTD KPHP
Pengendalian Pelaksanaan T tgrhada ketentuajn 2 2 190.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 | Tanjung Jabung
Pengelolaan Hasil Hutan Bukan f d p d Timur Unit XIV
Kayu (HHBK) peraturan perundang-undangan
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan
Pembinaan (Bimbingan Teknis)
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan 1 1 1 1 1 _IEJPTD KP'—:’P
(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil 90.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tgnjung J.ax:J\l;g
dan menengah yang menjadi ey Wit
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Pemegang PBPHH yang UPTD KPHP
(Bimbingan Teknis) Kegiatan taat dalam pemenuhan kewajiban 2 2 190.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 | Tanjung Jabung
Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan patuh terhadap ketentuan e e e aae e Timur Unit XIV
dan/atau HHBK) peraturan perundang-undangan
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu _ _ B B B .I%i-l;?l K\T;LG
dengan Kapasitas Produksi <6000 TimJur gnit leg
m3/Tahun
Ezm’;i:gin 'E:nggcg;::zzn Laporan kegiatan Pengendalian
Pen endalién ekl eEED PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP
Pengolahan Hasil Hutan Kayu skala kecil dan menengah dan - - - - - | Tanjung Jabung
den gan Kapasitas Produksié 5000 Tindaklanjutnya berupa pengenaan Timur Unit XIV
e Sanksi Adminsitratif

Laporan Kegiatan pelaksanaan

Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP

dan/atau HHBK) untuk skala usaha - - - - - | Tanjung Jabung

kecil dan menengah yang menjadi Timur Unit XIV

kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan
dan Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP
dan/atau HHBK) skala kecil dan - - - - - | Tanjung Jabung
menengah yang menjadi Timur Unit XIV
kewenangan provinsi
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terlaksananya Pengawasan Laporan Kegiatan pelaksanaan
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Pengawasan PBPHH (Kayu UPTD KPHP
untuk skala usaha kecil dan dan/atau HHBK) untuk skala usaha - - - - - | Tanjung Jabung
menengah yang menjadi kecil dan menengah yang menjadi Timur Unit XIV
kewenangan provinsi kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) TUP.TD (AP
K - - = - - | Tanjung Jabung
skala kecil dan menengah yang Timur Unit XIV
menjadi kewenangan provinsi
Laporan kegiatan Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) UPTD KPHP
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan - - - - - | Tanjung Jabung
skala kecil dan menengah Tindaklanjutnya berupa pengenaan Timur Unit XIV
Sanksi Adminsitratif
Meningkatnya produktivitas hasil PEENIEED [Tl U Sy ‘I%':-[Ja Kfa'—::ln
B gkatnya p kehutanan dari retribusi dan bagi 0.21 0.214 1.500.000.000 0.216 1.250.000.000 0.218 1.250.000.000 0.22 1.250.000.000 0.222 1.250.000.000 Bar'in Ugnit XV g(VI
hasil terhadap Pendapatan Daerah g
dan XVII
3.28.03.1.02 - Rencana UPTD KPHP
Pengelolaan Kesatuan TR
Pengelolaan Hutan kecuali pada 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Barét Ugnit XV g(VI
Kesatuan Pengelolaan Hutan dan XVII g
Konservasi (KPHK)
Kesatuan Pengelolaan Hutan Ezzgz:g:gzz Ele;ts:rt]ua:n Tereusun 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Barat Unit XV, XVI
(KPH) 9 yang dan XVII
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan D KPHe
Rencana Pengelolaan Kesatuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | & Jung - 9
arat Unit XV, XVI
Pengelolaan Hutan
dan XVII
Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana _I%':-[E] K‘Ta':)zn
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Barét Ugnit XV ?(VI
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan yang Tersusun !
dan XVII
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan .I%:L?] K.Ta'-:)’.:n
di Kawasan Hutan Produksi dan 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | & Jung - 9
N arat Unit XV, XVI
Hutan Lindung
dan XVII
Penyusunan Dokumen terkait Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi UPTD KPHP
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan [ Sinkronisasi Pembinaan, Tanjung Jabung
di Kawasan Hutan Produksi Pengendalian, dan Pengawasan i i T i 0ETIITY L LTI i H0OTINTY U SN Barat Unit XV, XVI
dan/atau Hutan Lindung PBPH Di Kawasan Hutan Produksi dan XVII
Jumlah [?a.ta dan Informasi Terkait UPTD KPHP
Luas Perizinan Berusaha Ty b
Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | Jung - 9
h arat Unit XV, XVI
Hutan Produksi dalam 1 (Satu)
Ao dan XVII
Provinsi Secara Berkala
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OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan T‘f;TuEr’] KJF:LE N
Data dan Informasi Wilayah Usaha 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 B Jung . 9
" . arat Unit XV, XVI
di Kawasan Hutan Produksi d
an XVII
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Terkait UPTD KPHP
Terkait Luas Perizinan Berusaha Luas Perizinan Berusaha Taniung Jabun
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Pemanfaatan Hutan di Kawasan 1 1 50.000.000 1 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 B Jung - 9
A . arat Unit XV, XVI
Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Hutan Produksi dalam 1 (Satu) dan XVII
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan UPTD KPHP
Sinkronisasi Pengendalian Tanjung Jabung
e L ey R 60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Barat Unit XV, XVI
Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan XVII
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi UPTD KPHP
Sinkronisasi Pembinaan, Sinkronisasi Pembinaan, Tanjung Jabung
Pengendalian, dan Pengawasan Pengendalian, dan Pengawasan L L 60.000.000 L 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Barat Unit XV, XVI
PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | PBPH Di Kawasan Hutan Produksi dan XVII
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan 'I%T\—J?\ K.Takt;zn
Rehabilitasi di Luar Kawasan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Jung . 9
e Barat Unit XV, XVI
9 dan XVII
Penyusunan Dokumen UPTD KPHP
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar | -43S Lahan yang Dihijaukan di 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 | 1aniung Jabung
Luar Kawasan Hutan Negara Barat Unit XV, XVI
Kawasan Hutan Negara d
an XVII
UPTD KPHP
Luas Hutan Rakyat yang Dibangun Tanjung Jabung
di Luar Kawasan Hutan Negara 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
Jumlah Laporan Pembinaan UPTD KPHP
dan/atau Pengawasan dalam Tanjung Jabung
Rangka Pengembangan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Barat Unit XV, XVI
Rehabilitasi Lahan dan XVII
Jumlah Dokumen Rencana 1%?1-[1?1 K.}J)al—:)}ljn
Tahunan Rehabilitasi Lahan yang 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Jung . 9
° Barat Unit XV, XVI
Disusun (RTnRL)
dan XVII
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan ‘I%':-[JE; KFaTEn
Rencana Tahunan Rehabilitasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Jung . 9
Barat Unit XV, XVI
Lahan (RTnRL)
dan XVII
UPTD KPHP
Jumlah Dokumen Rencana j
Tersusunnya Rencana Tahunan | 7.4 2 Rehabilitasi Lahan yang 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Tanjung Jabung
Rehabilitasi Lahan (RTnRL) " Barat Unit XV, XVI
Disusun (RTnRL) dan XVII
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3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan T‘ﬁTuEr’] KJP;LE N
Hutan Rakyat di Luar Kawasan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | 12niung Jabung
vt NEsEm Barat Unit XV, XVI
9 dan XVII
UPTD KPHP
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luas Hutan Rakyat yang Dibangun Tanjung Jabung
Luar Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan 'I%T\—J?\ K.Taklgzn
Penghijauan Lingkungan di Luar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 | 12niung Jabung
Kawasan Hutan N A Barat Unit XV, XVI
awasal uta egara dan XVII
" UPTD KPHP
Terlaksananya Penghijauan - " .

A N Luas Lahan yang Dihijaukan di Tanjung Jabung
Lingkungan di Luar Kawasan o Ko O 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50,000,000 | (219 2209
Hutan Negara

dan XVII
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan UPTD KPHP
‘r’::éif;:n‘zngg‘g’:s;;‘  dalam 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Taniung Jabung
Rehabilitasi Lahan dan XVII
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan UPTD KPHP
‘éi’:}’;g“éi”ggam"gsnznaﬁa'am ‘F’{g’ggup':';%amﬁsnag"aga'am 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Taniung Jabung
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan dan XVII
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan ‘I%':La K.}J)al—:)}ljn
Perlindungan Hutan di Hutan 750.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 | aniung Jabung

h . Barat Unit XV, XVI
Lindung dan Hutan Produksi

dan XVII
Penyusunan Dokumen . e UPTD KPHP

: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi L
Pelaksanaan Perlindungan Hutan | "y sanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | T2niung Jabung
di Hutan Lindung dan Hutan Barat Unit XV, XVI
A Tahun
Produksi dan XVII
UPTD KPHP

L hewzEem i gEg 2000 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | T@niung Jabung
dilakukan pengamanan hutan Barat Unit XV, XVI

dan XVII
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, UPTD KPHP
ﬁg‘:crggS:;f;;;%%ﬁg:gg: 500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | f2Mung Jabung
Kebakaran Hutan dan Lahan dan XVII

R UPTD KPHP
Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi N
Terlaksananya Pencegahan yang Dilaksanakan Dalam Satu 12 12 500.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 | F@niung Jabung
Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Barat Unit XV, XVI
dan XVII
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OUTPUT oz
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan T‘ﬁTuEr’] KJP;LE N
dan Pemberantasan Kerusakan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Jung . 9
Barat Unit XV, XVI
Kawasan Hutan
dan XVII
UPTD KPHP
Tercegahnya Kerusakan Kawasan | Luas kawasan hutan yang 2000 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 2000 250.000.000 | 1@niung Jabung
Hutan dilakukan pengamanan hutan Barat Unit XV, XVI
dan XVII
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan .I%':L?] K\T;LG
Pengolahan Hasil Hutan Bukan 190.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 B ! Ug XV ?(VI
Kayu (HHBK) EIEUit,
dan XVII
Penyusunan Dokumen Hasil
EZ?béﬂiiﬂ;nP i’l?:l:;iiazar;gan ‘J:; I:E::’:r;:’%'iﬁ’sfnp'lmﬁggn 1 1 190.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 Tli’i;?‘;faizng
9 . dan patuh terhadap ketentuan e e e e U Barat Unit XV, XVI
RenosicsaiaiiiisnBusey eraturan perundang-undangan dan XVII
Kayu (HHBK) P p 9 9
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan
Pembinaan (Bimbingan Teknis) UPTD KPHP
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Tanjung Jabung
(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil 190.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan menengah yang menjadi dan XVII
kewenangan provinsi
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Pemegang PBPHH yang UPTD KPHP
(Bimbingan Teknis) Kegiatan taat dalam pemenuhan kewajiban 1 1 190.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 | T2njung Jabung

Pengolahan Hasil Hutan (Kayu
dan/atau HHBK)

dan patuh terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan

Barat Unit XV, XVI
dan XVII

3.28.03.1.07 - Pelaksanaan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu
dengan Kapasitas Produksi <6000
m3/Tahun

UPTD KPHP
Tanjung Jabung
Barat Unit XV, XVI
dan XVII

Penyusunan Dokumen Hasil
Pembinaan, Pengawasan dan
Pengndalian Pelaksanaan
Pengelolaan Hasil Hutan dengan
Kapasitas Produksi & 6000
m3/Tahun

Laporan Kegiatan pelaksanaan
Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) untuk skala usaha
kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi

UPTD KPHP
Tanjung Jabung
Barat Unit XV, XVI
dan XVII

Laporan kegiatan Pengendalian
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
skala kecil dan menengah dan
Tindaklanjutnya berupa pengenaan
Sanksi Adminsitratif

UPTD KPHP
Tanjung Jabung
Barat Unit XV, XVI
dan XVII

3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan
dan Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) skala kecil dan
menengah yang menjadi
kewenangan provinsi

UPTD KPHP
Tanjung Jabung
Barat Unit XV, XVI
dan XVII

Terlaksananya Pengawasan
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
untuk skala usaha kecil dan
menengah yang menjadi
kewenangan provinsi

Laporan Kegiatan pelaksanaan
Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) untuk skala usaha
kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi

UPTD KPHP
Tanjung Jabung
Barat Unit XV, XVI
dan XVII
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian UPTD KPHP
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) _ _ R B _ | Tanjung Jabung
skala kecil dan menengah yang Barat Unit XV, XVI
menjadi kewenangan provinsi dan XVII
Laporan kegiatan Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) 'I%Tt—.::r)\ K\}Jja'—lﬁn
PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan - - - - -1 jung ~abung
. . . arat Unit XV, XVI
skala kecil dan menengah Tindaklanjutnya berupa pengenaan d
. P an XVII
Sanksi Adminsitratif
rl\]/leningkatnya produktivitas hasil _ _ B B _| UPTD Tahura
utan
3.28.04 - PROGRAM
KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN 2.700.000.000 2.900.000.000 3.100.000.000 3.300.000.000 3.450.000.000
EKOSISTEMNYA
Meningkatnya kelestarian sumber Persentase peningkatan luasan
daya alam hayati dan pemulihan dan perlindungan SDA 81.87 81.887 1.500.000.000 81.896 1.700.000.000 81.905 1.700.000.000 81.914 1.800.000.000 81.922 1.950.000.000 | Dinas Kehutanan
ekosistemnya hayati dan ekosistemnya
3.28.04.1.02 - Perlindungan
Tumbuhan dan Satwa Liar yang
Tidak Dilindungi dan/atau Tidak
Masuk dalam Lampiran (Appendix) .
CITES (Convension On 400.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000 | Dinas Kehutanan
International Trade In Endangered
Species) untuk Kewenangan
Daerah Provinsi
. Jumlah Laporan Pengendalian dan
Porsriasoponbraz o0 | Pongaasan Tumburancan |
e o Yy e gﬁllwa Liar (TSL) yang Tidak 2 2 400.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 600.000.000 | Dinas Kehutanan
Kewenangan daerah ilindungi da_n/atau Tidak Masuk
dalam Lampiran CITES
3.28.04.1.02.0001 - Pengendalian
dan Pengawasan Tumbuhan dan
Satwa Liar yang tidak Dilindungi 400.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000 | Dinas Kehutanan
dan/atau Tidak Masuk dalam
Lampiran CITES
Terlaksananya Pengendalian dan | Jumlah Laporan Pengendalian dan
Pengawasan Tumbuhan dan Pengawasan Tumbuhan dan
Satwa Liar (TSL) yang tidak Satwa Liar (TSL) yang Tidak 2 2 400.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 600.000.000 | Dinas Kehutanan
Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dilindungi dan/atau Tidak Masuk
dalam Lampiran CITES dalam Lampiran CITES
3.28.04.1.03 - Pengelolaan
Kawasan Bernilai Ekosistem
Penting, Daerah Penyangga 1.100.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.350.000.000 | Dinas Kehutanan
Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam
Persentase pelaksanaan Luas Daerah Penyangga di
peningkatan pengelolaan kawasan | Kawasan Bernilai Ekosistem 50 50 550.000.000 50 600.000.000 50 600.000.000 50 650.000.000 50 650.000.000 | Dinas Kehutanan
bernilai ekosistem penting Penting yang Dikelola
pananelompoliNEs Siakat 60 60 550.000.000 60 600.000.000 60 600.000.000 60 650.000.000 60 700.000.000 | Dinas Kehutanan
yang Diberdayakan
3.28.04.1.03.0005 - Penguatan
Kapasitas dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kawasan Bernilai 550.000.000 600.000.000 600.000.000 650.000.000 700.000.000 | Dinas Kehutanan
Ekosistem Penting Kewenangan
Daerah Provinsi
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terlaksananya Penguatan
Kapasitas dan Pemberdayaan Jumlah Kelompok/Masyarakat
Masyarakat di Kawasan Bermnilai ang Diberdayakan 60 60 550.000.000 60 600.000.000 60 600.000.000 60 650.000.000 60 700.000.000 | Dinas Kehutanan
Ekosistem Penting Kewenangan yang Y
Daerah Provinsi
3.28.04.1.03.0006 - Pengelolaan
DaciahlBenvangoaldijitawasag 550.000.000 600.000.000 600.000.000 650.000.000 650.000.000 | Dinas Kehutanan
Bernilai Ekosistem Penting
Kewenangan Daerah Provinsi
Terlaksananya Pengelolaan Luas Daerah Penyangga di
Daerah Penyangga di Kawasan Kawasan Bernilai Ekosistem 50 50 550.000.000 50 600.000.000 50 600.000.000 50 650.000.000 50 650.000.000 | Dinas Kehutanan
Bernilai Ekosistem Penting Penting yang Dikelola
Meningkatnya kelestarian sumber -
daya alam hayati dan - - - - - L‘,”PTD iCgligiennet
A nit |
ekosistemnya
UPTD KPHP Bungo
Unit Il dan Il
UPTD KPHP
Merangin Unit IV, V
dan VI
UPTD KPHP Limau
Unit VII Hulu
Sarolangun
UPTD KPHP Unit
VIII Hilir Sarolangun
UPTD KPHP Tebo
Barat Unit IX
UPTD KPHP Tebo
Timur Unit X
UPTD KPHP
Batanghari Unit XI
dan XII
UPTD KPHP Muaro
Jambi Unit XIII
UPTD KPHP
Tanjung Jabung
Timur Unit XIV
UPTD KPHP
Tanjung Jabung
Barat Unit XV, XVI
dan XVII
Persentase peningkatan luasan
pemulihan dan perlindungan SDA 81.87 81.887 81.896 81.905 81.914 81.922 UPTD Tahura

hayati dan ekosistemnya
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3.28.04.1.01 - Pengelolaan Taman
Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.200.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 | UPTD Tahura
Dokumen Konservasi Pelaksanaan e Aeel Tl e Bialen
Kegiatan Pengelolaan Kawasan u A ura yang Dilaku 18 20 300.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 [ UPTD Tahura
Pemulihan Ekosistem
Taman Hutan Raya (TAHURA)
Jumlah Dokumen Rencana
Ee”.geb'aa” LM () 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 | UPTD Tahura
anjang dan Jangka Pendek) yang
Ditetapkan
LB REmEEEn AR RS 1000 1000 500.000.000 | 1000 500.000.000 | 1000 600.000.000 | 1000 600.000.000 | 1000 600.000.000 | UPTD Tahura
yang diamankan
Tersedianya peta blok pengelolaan
dan penataan wilayah kerja dari
Tahura berdasarkan hasil penataan 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 | UPTD Tahura
kawasan Tahura Provinsi
3.28.04.1.01.0011 - Perencanaan
Pengelolaan TAHURA 200.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | UPTD Tahura
Jumlah Dokumen Rencana
Jenaksananya Kegiatan Pengelolaan Tahura (Jangka 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 | UPTD Tahura
erencanaan Tahura Provinsi Panjang dan Jangka Pendek) yang
Ditetapkan
3.28.04.1.01.0014 - Pemulihan
Ekosistem TAHURA Provinsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 | UPTD Tahura
Tenaksananya Pemulinan Luas Areal Tahura yang Dilakukan 18 20 300.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 | UPTD Tahura
osistem Tahura Provinsi Pemulihan Ekosistem
SIS = (R 500.000.000 500.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 | UPTD Tahura
Kawasan TAHURA Provinsi
Terlaksananya Pengamanan Luas Kawasan TAHURA Provinsi 1000 1000 500.000.000 | 1000 500.000.000 | 1000 600.000.000 | 1000 600.000.000 | 1000 600.000.000 | UPTD Tahura
Kawasan Tahura Provinsi yang diamankan
SN LIS [ R 200.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 | UPTD Tahura
kawasan Tahura Provinsi
Tersedianya peta blok pengelolaan
Pelaksanan Penataan Blok dan penataan wilayah kerja dari
TAHURA Provinsi Tahura berdasarkan hasil penataan 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 | UPTD Tahura
kawasan Tahura Provinsi
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN, PENYULUHAN
DAN PEMBERDAYAAN 4.384.941.906 6.000.000.000 6.500.000.000 7.000.000.000 7.500.000.000
MASYARAKAT DI BIDANG
KEHUTANAN
Meningkatnya Sumber Daya Persentase Peningkatan Kelas
gKatnye V! Kelompok Tani Hutan Menuju 18.56 23.48 1.084.941.906 26.52 1.050.000.000 29.54 1.000.000.000 32.57 1.500.000.000 35.61 2.000.000.000 | Dinas Kehutanan
Manusia di bidang Kehutanan Madya
Persentase Peningkatan Kelas
elompok Usaha Perhutanan .57 L LA .35 d 5.5 inas Kehutanan
Kelompok Usaha Perh 6. 9.16 10.76 12.3! 13.94 15.54 Di Keh
Sosial Menuju Silver
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan
PR REHITERE (RSNl 1.084.941.906 1.050.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 | Dinas Kehutanan
dan Pemberdayaan Masyarakat di
Bidang Kehutanan
Persentase Peningkatan
Produktivitas dan Kapasitas SDM i
Pengelolaan Kawasan Perhutanan : : ° B = RiEs e e
Sosial
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PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT oz
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Jumlah Kelompok Tani Hutan yang
Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 | Dinas Kehutanan
dan Pendampingan Kelembagaan
Jumlah SDM bidang kehutanan q
yang meningkat kapasitasnya 35 35 250.000.000 35 250.000.000 35 300.000.000 35 300.000.000 35 400.000.000 | Dinas Kehutanan
- - - - - | Dinas Kehutanan
JK“LEI';:S':;PS ) G EEET 1 1 434.941.906 1 400.000.000 1 300.000.000 1 650.000.000 1 1.000.000.000 | Dinas Kehutanan
Luas Kawasan yang disiapkan .
IntukPerhitananiSosial 1000 1000 200.000.000 1000 200.000.000 1000 200.000.000 1000 250.000.000 1000 300.000.000 | Dinas Kehutanan
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan
Pendampingan Kelembagaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 | Dinas Kehutanan
Kelompok Tani Hutan
Terlaksananya Penguatan dan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang
Pendampingan Kelembagaan Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 | Dinas Kehutanan
Kelompok Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan
Kapasitas dan Kompetensi SDM 250.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 400.000.000 | Dinas Kehutanan
Bidang Kehutanan
Terlaksananya SDM bidang Jumlah SDM bidang kehutanan .
Kehutanan yang Meningkat yang meningkat kapasitasnya 35 35 250.000.000 35 250.000.000 35 300.000.000 35 300.000.000 35 400.000.000 | Dinas Kehutanan
2'28'05'1 0008 ReRviapa0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 | Dinas Kehutanan
erhutanan Sosial
Terfasilitasinya penerbitan .
persetujuan pengelolaan Luas Kawasan yang disiapkan 1000 1000 200.000.000 1000 200.000.000 1000 200.000.000 1000 250.000.000 1000 300.000.000 | Dinas Kehutanan
. untuk Perhutanan Sosial
perhutanan sosial
3.28.05.1.01.0009 -
Pengembangan Usaha Perhutanan 434.941.906 400.000.000 300.000.000 650.000.000 1.000.000.000 | Dinas Kehutanan
Sosial
Terlaksananya Peningkatan Jumiah KUPS yang ditingkatkan 1 1 434.941.906 1 400.000.000 1 300.000.000 1 650.000.000 1 1.000.000.000 | Dinas Kehutanan
Kualitas KUPS Kualitasnya
Ml ST ey 300.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
Manusia di bidang Kehutanan Unit |
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan
Penyuluhan Kehutanan Provinsi UPTD KPHP Kerinci
dan Pemberdayaan Masyarakat di 300.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Unit |
Bidang Kehutanan
Persentase Peningkatan
Produktivitas dan Kapasitas SDM Jumlah SDM bidang kehutanan 0 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 UPTD KPHP Kerinci
dalam Pengelolaan Kawasan yang meningkat kapasitasnya s U Raas U aa Unit |
Perhutanan Sosial
Loz [eveen g Gl e 1244 1000 100.000.000 | 1000 250.000.000 | 1000 300.000.000 | 1000 300.000.000 | 1000 300.000.000 | UPTD KPHP Kerinci
untuk Perhutanan Sosial Unit |
Jumlah Kelompok Tani Hutan yang o
Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | SPTD KPHP Kerinci
dan Pendampingan Kelembagaan
Jumlah KUPS yang ditingkatkan 2 2 _ 2 _ Py B 2 B 2 _| UPTD KPHP Kerinci
Kualitasnya Unit |
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan -
Pendampingan Kelembagaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | 2P KPHP Kerinci
Kelompok Tani Hutan
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terlaksanvanya Penguatan dan Jumlqh Kelompok 'Ijani. Hutan yang UPTD KPHP Kerinci
Pendampingan Kelembagaan Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Unit 1
Kelompok Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan N
Kapasitas dan Kompetensi SDM 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 G’nﬁtTID REH KernG
Bidang Kehutanan
Terlaksananya SDM bidang Jumlah SDM bidang kehutanan UPTD KPHP Kerinci
Kehutanan yang Meningkat yang meningkat kapasitasnya 0 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 Unit 1
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan UPTD KPHP Kerinci
BT Seete] 100.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Unit |
Terfasilitasinya penerbitan . o
persetujuan pengelolaan tﬁfusk’g”e":s:g”ngi”sgoi';'lapka” 1244 1000 100.000.000| 1000 250.000.000 1000 300.000.000 1000 300.000.000 | 1000 300.000.000 GJn'TtTlD KPHP Kerinci
perhutanan sosial
3.28.05.1.01.0009 - -
Pengembangan Usaha Perhutanan - - - - - UPTD (AR (ot
5 Unit |
Sosial
Terlaksananya Peningkatan Jumlah KUPS yang ditingkatkan 2 2 2 2 2 2 UPTD KPHP Kerinci
Kualitas KUPS Kualitasnya : : ° - " | Unit1
. Persentase Peningkatan Kelas
Meningkatnya Sumber Daya 0 7 UPTD KPHP Bungo
Manusia di bidang Kehutanan s?g;\';pok Tani Hutan Menuju 18.56 23.48 300.000.000 26.52 450.000.000 29.54 500.000.000 32.57 500.000.000 35.61 500.000.000 Unit Il dan 111
Persentase Peningkatan Kelas
Kelompok Usaha Perhutanan 6.57 9.16 10.76 12.35 13.94 15.54 uUnTtTuDd};mr e
Sosial Menuju Silver
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan
PN K EnED (PO 300.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 | UPTD KPHP Bungo
dan Pemberdayaan Masyarakat di Unit Il dan 11
Bidang Kehutanan
Persentase Peningkatan
Produktivitas dan Kapasitas SDM Jumlah KUPS yang ditingkatkan UPTD KPHP Bungo
dalam Pengelolaan Kawasan Kualitasnya 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 Unit Il dan 11l
Perhutanan Sosial
Jumlah Kelompok Tani Hutan yang
Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | SETD KPHP Bungo
dan Pendampingan Kelembagaan
Lo EmzeE v Gl e 1244 1000 50.000.000| 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000| 1000 100.000.000 | UPTD KPHP Bungo
untuk Perhutanan Sosial Unit Il dan Il
izt (eI [ EhUIERED el 0 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 |  UPTP KPHP Bungo
Dilakukan Peningkatan Kapasitas Unit Il dan 11
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan
Pendampingan Kelembagaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 GJnFi’tTl? d’;mr e
Kelompok Tani Hutan
Terlaksan_anya Penguatan dan Jumla_h_ Kelompok Tani_ Hutan yang UPTD KPHP Bungo
Pendampingan Kelembagaan Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Unit Il dan 11l
Kelompok Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
3.28.05.1.01.0004 - Peningkatan
Kapasitas dan Kompetensi 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Lfnﬁ’tTl? d’;mr e
Penyuluh Kehutanan
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OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terlaksananya Peningkatan Jumlah Penyuluh Kehutanan yang UPTD KPHP Bungo
Kapasitas untuk Penyuluh Dil N . 0 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 .
Kehutanan ilakukan Peningkatan Kapasitas Unit Il dan 1ll
2R 000 Rkdisn Viapanl 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTP KPHP Bungo
Perhutanan Sosial Unit Il dan Il
Terfasilitasinya penerbitan .

. Luas Kawasan yang disiapkan UPTD KPHP Bungo
persetujuan pquelolaan untuk Perhutanan Sosial 1244 1000 50.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 Unit Il dan 11l
perhutanan sosial
3.28.05.1.01.0009 -

Pengembangan Usaha Perhutanan 100.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 LljJnFi’tTl?d’;mIP BUDdS
Sosial
Terlaksananya Peningkatan Jumlah KUPS yang ditingkatkan UPTD KPHP Bungo
Kualitas KUPS Kualitasnya 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 Unit Il dan 11l
. Persentase Peningkatan Kelas UPTD KPHP
mz:g‘gfél"gz:’:’mﬁ;ﬁgn Kelompok Usaha Perhutanan 6.57 9.16 300.000.000 | 10.76 450.000.000 12.35 500.000.000 13.94 500.000.000 [  15.54 500.000.000 | Merangin Unit IV, V.
9 Sosial Menuju Silver dan VI
Persentase Peningkatan Kelas UPTD KPHP
Kelompok Tani Hutan Menuju 18.56 23.48 26.52 29.54 32.57 35.61 Merangin Unit IV, V
Madya dan VI
dan Pemberdayaan Masyarakat di 300.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Z/I:nravr}gln Unit IV, V
Bidang Kehutanan
Persentase Peningkatan .
P A Jumlah Kelompok Tani Hutan yang UPTD KPHP
Produktivitas dan Kapasitas SDM L A : .
Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
dalam Pengelolaan Kawasan e = dan VI
Perhutanan Sosial an Fendampingan Kelembagaal a
i UPTD KPHP
ezl (WU g G i i m 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | Merangin Unit IV, V.
Kualitasnya dan VI
Luas Kawasan yang disiapkan WP (1
yang dt 1244 1000 50.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
untuk Perhutanan Sosial dan VI
. UPTD KPHP
izt SIDLY e L@ e 0 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
yang meningkat kapasitasnya dan VI
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan UPTD KPHP
Pendampingan Kelembagaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Kelompok Tani Hutan dan VI
Terlaksananya Penguatan dan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang UPTD KPHP
Pendampingan Kelembagaan Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Kelompok Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan dan VI
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan UPTD KPHP
Kapasitas dan Kompetensi SDM 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Bidang Kehutanan dan VI
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
! ! UPTD KPHP
Ie"aksa”a"ya SDM bidang Jumiah SDM bidang kehutanan 0 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
ehutanan yang Meningkat yang meningkat kapasitasnya dan VI
) UPTD KPHP
2050000 8RSy Viapail 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
Perhutanan Sosial dan VI
Terfasilitasinya penerbitan Luas Kawasan yang disiapkan UPTD KPHP
persetujuan pengelolaan yang cisiap 1244 1000 50.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 | Merangin Unit IV, V
. untuk Perhutanan Sosial
perhutanan sosial dan VI
3.28.05.1.01.0009 - UPTD KPHP
Pengembangan Usaha Perhutanan 100.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 | Merangin Unit IV, V
Sosial dan VI
' " UPTD KPHP
Terlaksananya Peningkatan Jumiah KUPS yang ditingkatkan 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | Merangin Unit IV, V
Kualitas KUPS Kualitasnya dan VI
A Persentase Peningkatan Kelas UPTD KPHP Limau
i beting2 Sl FEn Dy Kelompok Tani Hutan Menuju 18.56 23.48 300.000.000 26.52 450.000.000 29.54 500.000.000 3257 500.000.000 35.61 500.000.000 | Unit VI Hulu
Manusia di bidang Kehutanan
Madya Sarolangun
Persentase Peningkatan Kelas UPTD KPHP Limau
Kelompok Usaha Perhutanan 6.57 9.16 10.76 12.35 13.94 15.54 Unit VII Hulu
Sosial Menuju Silver Sarolangun
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan UPTD KPHP Limau
Penyuluhan Kehutanan Provinsi .
e et e PR 300.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Lnglrto ?;Irll Huur:u
Bidang Kehutanan 9
Persentase Peningkatan UPTD KPHP Limau
SIS G REemsizs SOl | LU [EEsan yE ClsErien 1000 1000 50.000.000| 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000 | Unit VIl Hulu
dalam Pengelolaan Kawasan untuk Perhutanan Sosial e
Perhutanan Sosial 9
" UPTD KPHP Limau
itEln [ UIRS g g 2 2 1 100.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 | Unit VII Hulu
Kualitasnya Sarolangun
) UPTD KPHP Limau
Jumlah SDM bidang kehutanan 5
e e e 3 2 50.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Lngurto ?g\lrl1 ;uur:u
Jumlah Kelompok Tani Hutan yang UPTD KPHP Limau
Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Unit VIl Hulu
dan Pendampingan Kelembagaan Sarolangun
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan UPTD KPHP Limau
Pendampingan Kelembagaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Unit VIl Hulu
Kelompok Tani Hutan Sarolangun
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terlaksananya Penguatan dan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang UPTD KPHP Limau
Pendampingan Kelembagaan Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | Unit VIl Hulu
Kelompok Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan Sarolangun
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan UPTD KPHP Limau
Kapasitas dan Kompetensi SDM 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Unit VII Hulu
Bidang Kehutanan Sarolangun
. . UPTD KPHP Limau
Terlaksananya SDM bidang Jumiah SDM bidang kehutanan 3 2 50.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | Unit VI Hulu
Kehutanan yang Meningkat yang meningkat kapasitasnya
Sarolangun
. UPTD KPHP Limau
DA D= (REmE 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Unit VI Hulu
erhutanan Sosial
Sarolangun
Terfasilitasinya penerbitan . UPTD KPHP Limau
persetujuan pengelolaan t‘;fuskfe":ﬁ:;”ngﬁ”sgo‘:i:'lapka” 1000 1000 50.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 | Unit VIl Hulu
perhutanan sosial Sarolangun
3.28.05.1.01.0009 - UPTD KPHP Limau
Pengembangan Usaha Perhutanan 100.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 | Unit VII Hulu
Sosial Sarolangun
. . UPTD KPHP Limau
Terlaksananya Peningkatan Jumiah KUPS yang ditingkatkan 2 1 100.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 | Unit VIl Hulu
Kualitas KUPS Kualitasnya s
arolangun
A Persentase Peningkatan Kelas 5
Meningkatnya Sumber Daya . - UPTD KPHP Unit
Manusia di bidang Kehutanan sealg)r/\’;pok Tani Hutan Menuju 18.56 23.48 300.000.000 26.52 450.000.000 29.54 500.000.000 32.57 500.000.000 35.61 500.000.000 VI Hilir Sarolangun
Persentase Peningkatan Kelas q
Kelompok Usaha Perhutanan 6.57 9.16 10.76 12.35 13.94 15.54 \}:IFI’ Lﬁir’(g;zl;“'ﬁn
Sosial Menuju Silver g
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan
PEIER REERED (R 300.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 | UF'TD KPHP Unit
dan Pemberdayaan Masyarakat di VIII Hilir Sarolangun
Bidang Kehutanan
Persentase Peningkatan
Produktivitas dan Kapasitas SDM Jumlah SDM bidang kehutanan UPTD KPHP Unit
dalam Pengelolaan Kawasan yang meningkat kapasitasnya g 9 RUUCCIURD 9 LCUCOCIO0 d LOUCUCNCE g neuneT e (UCCUC00 VIII Hilir Sarolangun
Perhutanan Sosial
SupaUESlenoldiingkatian 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | UPTD KPHP Unit
Kualitasnya VIII Hilir Sarolangun
Jumlah Kelompok Tani Hutan yang UPTD KPHP Unit
Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 VI Hili
N ilir Sarolangun
dan Pendampingan Kelembagaan
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% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT

KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
L0 e PRI Gl 1244 1000 50.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 | JPTD KPHP Unit
untuk Perhutanan Sosial VIII Hilir Sarolangun

3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan .
Pendampingan Kelembagaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 \zﬁ Lﬁir’(g ;EI ;{"L .
Kelompok Tani Hutan 9
Terlaksan_anya Penguatan dan Jumla_h_ Kelompok ‘I_'ani_ Hutan yang UPTD KPHP Unit
Pendampingan Kelembagaan Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 VIl Hilir Sarolangun
Kelompok Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan iiir Sarolangu
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan .
Kapasitas dan Kompetensi SDM 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Unit

N VIII Hilir Sarolangun
Bidang Kehutanan
Terlaksananya SDM bidang Jumlah SDM bidang kehutanan UPTD KPHP Unit
Kehutanan yang Meningkat yang meningkat kapasitasnya 0 8 50.000.000 8 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 VIII Hilir Sarolangun
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan UPTD KPHP Unit
Perhutanan Sosial 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 VI Hilir Sarolangun
Terfasilitasinya penerbitan . .

. Luas Kawasan yang disiapkan UPTD KPHP Unit
persetujuan per_lgelolaan untuk Perhutanan Sosial 1244 1000 50.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 VIl Hilir Sarolangun
perhutanan sosial
3.28.05.1.01.0009 - .
Pengembangan Usaha Perhutanan 100.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 | \aHTEAERE
Sosial
yeraksananya Peningkatan Jumiah KUPS yang ditingkatkan 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | UPTD KPHP Unit

ualitas KUPS Kualitasnya VIII Hilir Sarolangun
A Persentase Peningkatan Kelas
Meningkatnya Sumber Daya . 5 UPTD KPHP Tebo
Manusia di bidang Kehutanan sealg)r/\’;pok Tani Hutan Menuju 18.56 23.48 300.000.000 26.52 450.000.000 29.54 500.000.000 32.57 500.000.000 35.61 500.000.000 Barat Unit IX
Persentase Peningkatan Kelas
Kelompok Usaha Perhutanan 6.57 9.16 10.76 12.35 13.94 15.54 EE;;DU}:EB(P el
Sosial Menuju Silver
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan
Penyuluhan Kehutanan Provinsi UPTD KPHP Tebo
dan Pemberdayaan Masyarakat di 300.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Barat Unit IX
Bidang Kehutanan
Persentase Peningkatan .

P h Jumlah Kelompok Tani Hutan yang
Produklivitas dan Kapasitas SDM | 121 giri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
dalam Pengelolaan Kawasan i eyt F Barat Unit IX
Perhutanan Sosial ping 9

Jumlah KUPS yang ditingkatkan UPTD KPHP Tebo
Kualitasnya 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 Barat Unit IX
Jumlah SDM bidang kehutanan UPTD KPHP Tebo
yang meningkat kapasitasnya 0 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 Barat Unit IX
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@ DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 20zt
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Lugs [Gmzesn v e 1244 1000 50.000.000| 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000| 1000 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
untuk Perhutanan Sosial Barat Unit IX
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan
Pendampingan Kelembagaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 ;PTD KISigeto
. arat Unit IX
Kelompok Tani Hutan
Terlaksananya Penguatan dan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang UPTD KPHP Tebo
Pendampingan Kelembagaan Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 H
. X Barat Unit IX
Kelompok Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan
Kapasitas dan Kompetensi SDM 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
N Barat Unit IX
Bidang Kehutanan
Terlaksananya SDM bidang Jumlah SDM bidang kehutanan UPTD KPHP Tebo
Fociadisvishe vidcivi T e h e 0 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | SJPTD KEHE
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan UPTD KPHP Tebo
3.28.05.1.01.0008 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | JPTD KEHE
Terfasilitasinya penerbitan .

. Luas Kawasan yang disiapkan UPTD KPHP Tebo
persetujuan pengelolaan Luas Hawasan yang dis 1244 1000 50.000.000| 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000| 1000 100.000.000 | g TE KEHE
perhutanan sosial
3.28.05.1.01.0009 -

Pengembangan Usaha Perhutanan 100.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 QJPTDUKP'I';S fi=ste
Sosial arat Unit
Terlaksananya Peningkatan Jumlah KUPS yang ditingkatkan UPTD KPHP Tebo
porlaksananya Komliaonya 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | JPTD KPHE
. Persentase Peningkatan Kelas
Meningkatnya Sumber Daya Kelompok Usaha Perhutanan 6.57 9.16 300.000.000|  10.76 450.000.000 |  12.35 500.000.000 |  13.94 500.000.000 | 15.54 500.000.000 | UPTD KPHP Tebo
Manusia di bidang Kehutanan A e Timur Unit X
Sosial Menuju Silver
Persentase Peningkatan Kelas
Kelompok Tani Hutan Menuju 18.56 23.48 26.52 29.54 32,57 35.61 PTD KPP Tebo
Madya imur Unit
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan
PEANGETD REMERE FOis 300.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 | UPTD KPHP Tebo
dan Pemberdayaan Masyarakat di Timur Unit X
Bidang Kehutanan
Persentase Peningkatan "

P B Jumlah Kelompok Tani Hutan yang
Produktivitas dan Kapasitas SDM Fn e UPTD KPHP Tebo
dalam Pengelolaan Kawasan Mandiri yang Menglkutl Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Timur UnitX

A dan Pendampingan Kelembagaan

Perhutanan Sosial
Lo EmzeE v Gl e 1244 1000 50.000.000| 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000| 1000 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
untuk Perhutanan Sosial Timur Unit X
il S BN ChUETER 0 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | UPTD KPHP Tebo
yang meningkat kapasitasnya Timur Unit X
HanlOieianaditnaiaikan 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 ) 200.000.000 | UPTP KPHP Tebo
Kualitasnya Timur Unit X

3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan

Pendampingan Kelembagaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | 2PTD KPHP Tebo

. imur Unit X
Kelompok Tani Hutan
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@ DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 20zt
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terlaksananya Penguatan dan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang UPTD KPHP Tebo
Pendampingan Kelembagaan Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Ti .
. N imur Unit X
Kelompok Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan
Kapasitas dan Kompetensi SDM 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | HPTD KEHP Tebo
N imur Unit X
Bidang Kehutanan
Terlaksananya SDM bidang Jumlah SDM bidang kehutanan UPTD KPHP Tebo
Kehatanan yong Meningkat yang meningkat Kanasitashys 0 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | - At
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan UPTD KPHP Tebo
ey e 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | At
Terfasilitasinya penerbitan .
persetujuan pengelolaan tﬁfusk’g”e":s:g”ngi”sgoi';'lapka” 1244 1000 50.000.000| 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000| 1000 100.000.000 T‘f{ﬂ:’uﬁf Tebo
perhutanan sosial
3.28.05.1.01.0009 -
Pengembangan Usaha Perhutanan 100.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 #PTDUKF.’F)'(P [Ske
Sosial imur Unit
Terlaksananya Peningkatan Jumlah KUPS yang ditingkatkan UPTD KPHP Tebo
Kot KUPS Kualitasnya 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | T
. Persentase Peningkatan Kelas UPTD KPHP
me:'"ﬂkaéi"gﬁjs:m;eg Dtaf‘n Kelompok Usaha Perhutanan 6.57 9.16 300.000.000 10.76 450.000.000 12.35 500.000.000 13.94 500.000.000 15.54 500.000.000 | Batanghari Unit XI
anusia ang fenutana Sosial Menuju Silver dan XII
Persentase Peningkatan Kelas UPTD KPHP
Kelompok Tani Hutan Menuju 18.56 23.48 26.52 29.54 32.57 35.61 Batanghari Unit XI
Madya dan Xl
g‘f:yl?’ﬁ‘l:‘laorj k;‘(ﬂgk”s::ﬁg‘”“i 300.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Bueg-r? r}faT Snic Xi
dan Pemberdayaan Masyarakat di A A R R e d 9
: an XII
Bidang Kehutanan
Persentase Peningkatan UPTD KPHP
PUERIKIVIES GET (Epesizs o) || dmlEln KURAS g dliig <t 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | Batanghari Unit X
dalam Pengelolaan Kawasan Kualitasnya
" dan Xl
Perhutanan Sosial
Jumlah Kelompok Tani Hutan yang UPTD KPHP
Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | Batanghari Unit XI
dan Pendampingan Kelembagaan dan Xl
Y A UPTD KPHP
uas flawasan yang disiapkan 1244 1000 50.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 | Batanghari Unit X
untuk Perhutanan Sosial dan Xl
) UPTD KPHP
ezt SI0IY) sl (AU TER 0 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | Batanghari Unit XI
yang meningkat kapasitasnya dan Xl
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan UPTD KPHP
Pendampingan Kelembagaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Kelompok Tani Hutan dan Xl
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% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 20zt
TARGET PAGU TARGET | PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terlaksananya Penguatan dan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang UPTD KPHP
Pendampingan Kelembagaan Mandiri yang Mengikuti Penguatan 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Kelompok Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan dan Xl
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan UPTD KPHP
Kapasitas dan Kompetensi SDM 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Bidang Kehutanan dan Xl
! ) UPTD KPHP
Terlaksananya SDM bidang Jumiah SDM bidang kehutanan 0 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Kehutanan yang Meningkat yang meningkat kapasitasnya dan Xl
) UPTD KPHP
B2 000 B RSy Viapai 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Batanghari Unit XI
Perhutanan Sosial dan XII
Terfasilitasinya penerbitan . UPTD KPHP
persetujuan pengelolaan t‘;fuskfe":ﬁ:;”ngﬁ”sgo‘;'i:'lapka” 1244 1000 50.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 | Batanghari Unit X
perhutanan sosial dan Xl
3.28.05.1.01.0009 - UPTD KPHP
Pengembangan Usaha Perhutanan 100.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 | Batanghari Unit XI
Sosial dan XII
) " UPTD KPHP
Terlaksananya Peningkatan Jumiah KUPS yang ditingkatkan 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | Batanghari Unit X1
Kualitas KUPS Kualitasnya dan XII
A Persentase Peningkatan Kelas
gl Sy i) Kelompok Tani Hutan Menuju 18.56 2348 300.000.000 | 2652 450.000.000 |  29.54 500.000.000 | 3257 500.000.000 |  35.61 500.000.000 | UPTD KPHP Muaro
Manusia di bidang Kehutanan Madya Jambi Unit XIII
Persentase Peningkatan Kelas
Kelompok Usaha Perhutanan 6.57 9.16 10.76 12.35 13.94 15.54 J‘;ﬁqz?LfnT;Z”“"“a"’
Sosial Menuju Silver
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan
Penyuluhan Kehutanan Provinsi UPTD KPHP Muaro
dan Pemberdayaan Masyarakat di 300.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 | -
Bidang Kehutanan
Persentase Peningkatan .
o ’ Jumlah Kelompok Tani Hutan yang
Produktivitas dan|KapasitasiSDM |y iy ang IMengikuti Penguatan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | YPTD KPHP Muaro
dalam Pengelolaan Kawasan e = Jambi Unit XIII
Perhutanan Sosial an Pendampingan Kelembagaal
ilfi (MU i g it 1 1 100.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 | UPTD KPHP Muaro
Kualitasnya Jambi Unit XIII
Lo (e vEng) it en 1244 1000 50.000.000| 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000| 1000 100.000.000 | UPTD KPHP Muaro
untuk Perhutanan Sosial Jambi Unit XIII
it fin SN T SF Il 3 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | UPTD KPHP Muaro
yang meningkat kapasitasnya Jambi Unit XIII
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan
Pendampingan Kelembagaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | UPTD KPHP Muaro
h Jambi Unit XIII
Kelompok Tani Hutan
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e

BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 20zt
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terlaksananya Penguatan dan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang UPTD KPHP Muaro
Pendampingan Kelembagaan Mandiri yang Mengikuti Penguatan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Jambi Unit XIII
Kelompok Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan
Kapasitas dan Kompetensi SDM 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 JL;':HL?J;:;Z”""“W
Bidang Kehutanan
Terlaksananya SDM bidang Jumlah SDM bidang kehutanan UPTD KPHP Muaro
Kehatanan yong Meningkat yang meningkat Kanasitashys 3 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | -4
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan UPTD KPHP Muaro
ey e 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | -2
Terfasilitasinya penerbitan .
persetujuan pengelolaan tﬁfusk’g”e":s:g”ngi”sgoi';'lapka” 1244 1000 50.000.000| 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000| 1000 100.000.000 leJaPm-Ik—:[i)Lani’tF;zllMuam
perhutanan sosial
3.28.05.1.01.0009 -
Pengembangan Usaha Perhutanan 100.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 szmz?lfnmz”""“am
Sosial
Terlaksananya Peningkatan Jumlah KUPS yang ditingkatkan UPTD KPHP Muaro
Kot KUPS Kualitasnya 1 1 100.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 | ;- S
. Persentase Peningkatan Kelas UPTD KPHP
MZEL”SZ?."iijfn“mﬁiﬁﬁiﬁZn Kelompok Tani Hutan Menuju 18.56 23.48 300.000.000 | 2652 450.000.000 29.54 500.000.000 3257 500.000.000 |  35.61 500.000.000 | Tanjung Jabung
9 Madya Timur Unit XIV
Persentase Peningkatan Kelas UPTD KPHP
Kelompok Usaha Perhutanan 6.57 9.16 10.76 12.35 13.94 15.54 Tanjung Jabung
Sosial Menuju Silver Timur Unit XIV
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan
PN IR DY) 300.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 TUaiju?mgt( .’Ta'::zng
dan Pemberdayaan Masyarakat di e e e e e Timur Unit XIV
Bidang Kehutanan
Persentase Peningkatan UPTD KPHP
Pl G [Epeaizs Sold || el Sl (T g LelinizrE 3 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | Tanjung Jabung
dalam Pengelolaan Kawasan yang meningkat kapasitasnya Ti .
" imur Unit XIV
Perhutanan Sosial
Lo Emee v Gl e 1244 1000 50.000.000| 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000 | 1000 100.000.000| 1000 100:000.000)| Tanjorg Jatn
untuk Perhutanan Sosial T R U U e anjung .aoung
Timur Unit XIV
Jumlah Kelompok Tani Hutan yang UPTD KPHP
Mandiri yang Mengikuti Penguatan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 100.000.000 | Tanjung Jabung
dan Pendampingan Kelembagaan Timur Unit XIV
e UPTD KPHP
f(lﬂr::ft:s}.:uaps yapdiditipgRatian 1 1 100.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 | Tanjung Jabung
V: Timur Unit XIV
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan UPTD KPHP
Pendampingan Kelembagaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Tanjung Jabung
Kelompok Tani Hutan Timur Unit XIV
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% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT oz
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Terlaksananya Penguatan dan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang UPTD KPHP
Pendampingan Kelembagaan Mandiri yang Mengikuti Penguatan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 100.000.000 | Tanjung Jabung
Kelompok Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan Timur Unit XIV
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan UPTD KPHP
Kapasitas dan Kompetensi SDM 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Tanjung Jabung
Bidang Kehutanan Timur Unit XIV
! ) UPTD KPHP
Terlaksananya SDM bidang Jumiah SDM bidang kehutanan 3 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | Tanjung Jabung
Kehutanan yang Meningkat yang meningkat kapasitasnya N .
Timur Unit XIV
) UPTD KPHP
Paanan Sosal 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 | Tanjung Jabung
Timur Unit XIV
Terfasilitasinya penerbitan . UPTD KPHP
persetujuan pengelolaan t‘;fuskfe":ﬁ:;”ngﬁ”sgo‘:i:'lapka” 1244 1000 50.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 | Tanjung Jabung
perhutanan sosial Timur Unit XIV
3.28.05.1.01.0009 - UPTD KPHP
Pengembangan Usaha Perhutanan 100.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 | Tanjung Jabung
Sosial Timur Unit XIV
' " UPTD KPHP
Terlaksananya Peningkatan Jumiah KUPS yang ditingkatkan 1 1 100.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 | Tanjung Jabung
Kualitas KUPS Kualitasnya Ti .
imur Unit XIV
Meningkatnya Sumber Daya PelEnIERD [Panlivg Elim Gk 'IEJ;-I\—JE; K.}J)a'—tgzn
e s Y Kelompok Usaha Perhutanan 6.57 9.16 300.000.000 10.76 450.000.000 12.35 500.000.000 13.94 500.000.000 [  15.54 500.000.000 | .2MUNg -abUng
anusia di bidang Kehutanan P o e Barat Unit XV, XVI
Sosial Menuju Silver
dan XVII
Persentase Peningkatan Kelas 1%?22 K\T;LG
Kelompok Tani Hutan Menuju 18.56 2348 26.52 29.54 32,57 35.61 A ay
Madya arat Unit XV,
dan XVII
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan UPTD KPHP
Penyuluhan Kehutanan Provinsi Tanjung Jabung
dan Pemberdayaan Masyarakat di 300.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 | g2t E N v
Bidang Kehutanan dan XVII
Persentase Peningkatan . UPTD KPHP
= 5 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang .
Produklivitas dan Kapasitas SDM | 12 iiri yang Mengikuti Penguatan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | 12Miung Jabung
dalam Pengelolaan Kawasan i eyt F Barat Unit XV, XVI
Perhutanan Sosial ping 9 dan XVII
UPTD KPHP
it SHDIY sty L e 0 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 | 12niung Jabung
yang meningkat kapasitasnya Barat Unit XV, XVI
dan XVII

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

146




@ DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
e

BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
UPTD KPHP
Luas Kawasan yang disiapkan Tanjung Jabung
untuk Perhutanan Sosial 1244 1000 50.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
UPTD KPHP
HumaliKUEShanoditgkatian 7 7 100.000.000 7 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 | T2niung Jabung
Kualitasnya Barat Unit XV, XVI
dan XVII
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan 1%21\-1[[)1 K.Taklgzn
Pendampingan Kelembagaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Barét Ugnit XV ?(VI
Kelompok Tani Hutan dan XVII
Terlaksananya Penguatan dan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang .I%PTE; K\T;LP
Pendampingan Kelembagaan Mandiri yang Mengikuti Penguatan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 | ¢ a':é‘: Ugnit X\‘}”g(w
Kelompok Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan d !
an XVII
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan 1%21\-1[[)1 K.Taklgzn
Kapasitas dan Kompetensi SDM 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Barét Ugnit XV ?(VI
Bidang Kehutanan dan XVII
UPTD KPHP
Terlaksananya SDM bidang Jumlah SDM bidang kehutanan Tanjung Jabung
Kehutanan yang Meningkat yang meningkat kapasitasnya 0 3 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
UPTD KPHP
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Tanjung Jabung
Perhutanan Sosial 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
I ) UPTD KPHP
Terfasilitasinya penerbitan . !
persetujuan pengelolaan tﬁf‘uskﬁ’:s‘f;”nayinsf’o‘f's';'lapka” 1244 1000 50.000.000| 1000 100.000.000 1000 100.000.000 1000 100.000.000| 1000 100.000.000 g?;é‘t"l‘j’nff;\‘;”?(w
perhutanan sosial !
dan XVII
3.28.05.1.01.0009 - _IEJ;L?] K.}Jpal—ézn
Pengembangan Usaha Perhutanan 100.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Jung . 9
5 Barat Unit XV, XVI
Sosial
dan XVII
UPTD KPHP
Terlaksananya Peningkatan Jumlah KUPS yang ditingkatkan Tanjung Jabung
Kualitas KUPS Kualitasnya 2 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 Barat Unit XV, XVI
dan XVII
Meningkatnya Sumber Daya ~ - - - -
Manusia di bidang Kehutanan WP Tl
3.28.06 - PROGRAM
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN 274.542.950 400.000.000 440.000.000 460.000.000 500.000.000
SUNGAI (DAS)
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BIDANG URUSAN /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
ez tinga el ERE GEm PEIRETIEED [PMamiel ElEm TilEn 0.19 037 274542950 | 0.47 400.000.000 0.57 440.000.000 0.68 460.000.000| 078 500.000.000 | Dinas Kehutanan
fungsi daerah aliran sungai (DAS) | Lahan Kritis
3.28.06.1.01 - Pelaksanaan
Pengelolaan DAS Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan dalam Daerah 274.542.950 400.000.000 440.000.000 460.000.000 500.000.000 | Dinas Kehutanan
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Jumlah kesiapan kelembagaan Jumlah Orang yang Mengikuti
persiapan rehabilitasi DAS Pemberdayaan Masyarakat dalam 85) 85) 274.542.950 85) 400.000.000 35 440.000.000 35 460.000.000 35 500.000.000 | Dinas Kehutanan
pendataan lahan kritis Kegiatan Pengelolaan DAS
3.28.06.1.01.0004 - Pemberdayaan
Masyarakat dalam Kegiatan 274.542.950 400.000.000 440.000.000 460.000.000 500.000.000 | Dinas Kehutanan
Pengelolaan DAS
Terlaksananya Pemberdayaan Jumlah Orang yang Mengikuti
Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam 35 35 274.542.950 35 400.000.000 35 440.000.000 35 460.000.000 35 500.000.000 | Dinas Kehutanan
Pengelolaan DAS Kegiatan Pengelolaan DAS

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

148




% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
o=

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

hutan

Hutan Konservasi (KPHK).

- Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan.

Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan

Produksi dan Hutan Lindung.

- Penyediaan Data dan Informasi
Usaha di Kawasan Hutan Produksi.

- Penilaian Rencana Kerja
Pemanfaatan Hutan Produksi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di
Kawasan Hutan Produksi

- Pelaksanaan Pemantauan dan
Pemanfaatan Hutan di KPHL/P.

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.

- Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi
Lahan (RTnRL).

- Pembangunan Penghijauan Lingkungan di
Luar Kawasan Hutan Negara.

- Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam
rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan.

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan

Lindung dan Hutan Produksi.

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran
Hutan dan Lahan

- Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan

Wilayah

Tahunan

Evaluasi

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET
(1) (2) (3) (4) (S)
1 PROGRAM PENGELOLAAN | Meningkatnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan
- ., | Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan
HUTAN produktivitas hasil
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Kawasan Hutan.

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan

Kayu (HHBK).

- Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis)
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu
dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah
yang menjadi kewenangan provinsi.

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu

dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun.

- Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu
dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah
yang menjadi kewenangan provinsi

- Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
skala kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan provinsi

Perbenihan Tanaman Hutan

- Sertifikasi Sumber Benih

- Sertifikasi Mutu Benih

- Sertifikasi Mutu Bibit

- Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit

- Pembangunan Sumber Benih

- Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk
Rehabilitasi Lahan.

2. | PROGRAM KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA

Meningkatnya
kelestarian sumber
daya alam hayati dan
ekosistemnya

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang
Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk
dalam Lampiran (Appendix) CITES
(Convension On International Trade In
Endangered Species) untuk Kewenangan
Daerah Provinsi

- Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan
dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi
dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran
CITES.

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem
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Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem
Penting Kewenangan Daerah Provinsi.

- Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan
Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan
Daerah Provinsi

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)

Provinsi

- Perencanaan Pengelolaan TAHURA

- Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi

- Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi

- Penataan kawasan Tahura Provinsi

3. | PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
BIDANG KEHUTANAN

Meningkatnya Sumber
Daya Manusia di bidang
Kehutanan

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi

dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang

Kehutanan.

- Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan
Kelompok Tani Hutan

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM
Bidang Kehutanan

- Penyiapan Perhutanan Sosial

- Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

4 PROGRAM PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Meningkatnya kelestarian dan
fungsi daerah aliran sungai
(DAS)

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dan dalam Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi.

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan
Pengelolaan DAS.
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Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHOUN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase
peningkatan kelas
Kelompok Tani Hutan % 20,52 23,48 26,52 29,54 32,57 35,61
menuju madya
2 Persentase
peningkatan kelas
kelompok Usaha % 7,57 9,16 10,76 12,35 13,94 15,54
Perhutanan Sosial
menuju silver
3 Persentase
peningkatan tutupan % 0,27 0,37 0,47 0,57 0,68 0,78
lahan kritis
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Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Persentase luas kawasan
hutan yang dikelola oleh
masyarakat  dalam skema
hutan desa, hutan % 73,00 73,27 73,82 74,37 74,92 75,46
kemasyarakatan, hutan taman
rakyat dan kemitraan
kehutanan
2. Kontribusi sektor kehutanan
% 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07
terhadap PDRB daerah
3. Persentase Luas Lahan Kkritis
% 0,07 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
yang di rehabilitasi.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029
adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan arah dalam
penyelenggaraan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan
memperhitungkan potensi ( kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)
yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029
untuk menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
tahunan. RENSTRA diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan dan
merupakan awal dari proses akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Keberhasilan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam
mewujudkan visi ”Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib,
Amanah dan Profesional dibawah Ridho ALLAH SWT” akan sangat perlu
didukung oleh komitmen yang kuat dari segala sektor, konsistensi dalam
kebijakan dan implementasi serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha

secara aktif sehingga pada akhirnya visi Jambi MANTAP dapat tercapai.

2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 154




% DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
=

“GAGAL DALAM MERENCANAKAN ADALAH MERENCANAKAN
KEGAGALAN”

“RENCANA YANG PALING BAIK ADALAH RENCANA YANG ALLAH
SWT TENTUKAN UNTUK HAMBANYA”

DAN BERENCANALAH KALIAN, ALLAH MEMBUAT RENCANA,
DAN ALLAH SEBAIK- BAIK PERENCANA
(ALI IMRAN : 54)
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